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KETUA RAPAT ( SYARWAN HAMID )

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Yang terhormat para Pejabat yang mewakili Pemerintah;
Yang terhormat para Anggota Dewan, dan

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur Kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, kami selaku Pimpinan Rapat membuka Rapat
Paripurna Dewan ke-24 Masa Persidangan III Tahun Sidang 1997-1988
pada pagi hari 1ini Selasa, 20 Januari 1998 dan sesuai dengan
Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 96 Ayat (1), Rapat Paripurna
Dewan ini dinyatakan terbuka.

Sidang Dewan yang terhormat;

Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan III
Tahun Sidang 1997-1998, hasil keputusan Rapat Badan Musyawarah
tanggal 4 Desember 1997, maka acara Rapat paripurna Dewan pada
hari ini adalah

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI-KOMISI PADA RESES PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 1997-1998 ".

Sidang Dewan yang kami hormati;

Kunjungan kerja yang merupakan salah satu tugas Komisi di
bidang pengawasan, biasanya dilakukan pada Masa Reses setiap Masa
Persidangan, dimana masing-masing Komisi melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara serta peraturan pelaksanaannya.

Pelaksanaan Garis—garis Besar Haluan Negara yang termasuk
dalam ruang lingkup masing-masing Komisi dengan maksud untuk
mendengar, menampung, melihat di lapangan, serta menindaklanjuti
aspirasi masyarakat vyang timbul di seluruh wilayah Indonesia,
maka mulai Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 1997-1998 Dewan
telan memutuskan dan yang telah dilaksanakan oleh Komisi-komisi
untuk melakukan kunjungan Kkerja ke 27 Propinsi di Indonesia,
sehingga ada beberapa Komisi yang mengadakan kunjungan kerja pada
Reses Persidangan 1I yang lalu ke empat Daerah Tingkat I, yaitu
Komisi II, Komisi III, Komisi IV dan Komisi VII. Pola kunjungan
kerja ini akan kita teruskan untuk Reses Masa persidangan yang
akan datang secara bergiliran, sehingga secbagai contoh, Daerah
Tingkat I yang dalam Masa Reses Persidangan II Tahun 1997-1998
telah dikunjungi oleh Komisi I, maka untuk Masa Reses Persidangan




III nanti Komisi I akan mengadakan kunjungan kerja ke daerah yang
telah dikunjungi oleh Komisi Il pada Reses Masa Persidangan II
Tahuh 1997-1998, dan begitu selanjutinya.

Sidang Dewan yang saya hormati;

Untuk hari ini kita akan mendengarkan Laporan dari Komisi I,
Komisi II, Komisi III dan Komisi IV. Sedangkan besok pada tanggal
21 Januari 1998 Rapat Paripurna ini akan dilanjutkan dengan
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V, Komisi VI, Komisi VII dan
Komisi VIII yang akan dipimpin oleh Saudara Wakil Ketua Bidang
Korinbang.

Saudara—-saudara Anggota Dewan yang terhormat,;

Dari Sekretariat Jenderal DPR RI kepada kami telah disampai-
kan daftar nama-nama yang akan menyampaikan laporan dengan urutan
sebagai berikut

1. Yth. Saudara Syamsul Bahri Nasution S.IP, Nomor Anggota: 443,
dari Komisi I.

2. Yth. Saudara H. Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., MBA, MHUM, Nomor
Anggota: 482 dari Komisi II.

3. Yith Saudara Ir. Gatot Adji Soetopo, Nomor Anggota: 252,
dari Komisi III.

4. Yth. Ibu Dra. Hj. Nelly Hasan, Nomor Anggota: 185, dari
Komisi IV,

Sebelum Kkami mempersilakan para juru bicara Komisi~komisi
menyampaikan laporannya, sebagaimana biasa diharapkan dari para
jury bicara, manakala laporannya dirasakan terlalu panjang, dan
kalau dibacakan seluruhnya akan memakan waktu cukup lama, kiranya
Saudara-saudara sependapat dengan kami dan seluruh forum sekali-
an, Tlaporannya supaya dibatasi pada hal-hal yang pokok saja,
tentunya tanpa mengabaikan substansi yang penting.

Adapun Tlaporan secara Kkeseluruhan Kiranya dapat dijadikan
bahan lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan yang Saudara
bacakan, sehingga waktu yang disediakan bagi masing-masing juru
bicara Komisi dapat dipergunakan seefisien dan seefektif mungkin.

Saudara-saudara Anggota Dewah yang kami hormati;

Guna memanfaatkan waktu perkenankanliah kami mempersilakan
juru bicara pertama yang terhormat Saudara Syamsul Bahri Nasution
dari Komisi I membacakan laporannya.

Saya persilakan.

KOMISI I ..........



vs

Yth. Saudarag Pimpinagn Sidang;

2)

KOMISI I (SYAMSUL B. NASUTION, S.IP.) :

LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR-RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 1857-1938
KE PROPINSI SUMATERA BARAT, LAMPUNG, DAN
NUSA TENGGARA TIMUR

1amu allaikum Warohmatullaohi Wobarokatuh.

Yth. Saudarg-sauocra Anggota Dewan:
Scudara-sgudara yong mewakili Pemerintah dan
Hodirin vang kami hormati,

-

. PENDAHULUAN

Mengawao 1

kehadirat Tuhan Yang Maho Esa, Karenao atas s
karuniaNya sehingga kito daopat menghadiri Si

aporan kunjungan kerja Komisi i
in s

DPR-RI pada hari
dohulu moriloh kito ponjotkan Pu

uji dan Syukur
ala Rohmat dan
iong Yang Mulio
ini dolam keadaan sehat wal‘afiat untuk mendengarkan Laporan
Kunjungaon Kerja dari  Komisi—komisi DPR-RI pada Reses Masa
Persidangan II Tahun Sidaong 1987-1898.

Pada kesempaton ini pula, kami mengucapkon Selamat Tohun Baru
1998 dan Selamat menungikan ibadah puasa bagi Soudara-—saudara
g meloksanakannya, Ssemogo amal ibodoh kita diterimo Tuhaon
aug Maho Esa dan kKita bangsa Indonesia senontiasa dalam
indunganNyao. '

1
1
ini, fe &b

Saudara Pimpinan Sidang dan Hodirin vang terhormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI  Nomor

~24/rI%P/ 1/1987-1698 tanggal 8 Desember 1987 tentang Penu-

gasan anggota—-onggota Komisi I sampai dengan Komisi VYIII
DPR-RI untuk melakukan kunjungan kJrJa berkelompok dalam
Reses Masa Persidangon 11 Tahun Sidong 19 7-1858, moka Komisi
I DPR-RI telah membentuk 3 {(tiga) Tim Kun jundun Kerja
Pertama : Tim Kui Jungan Kerjo Ke Propinsi Sumatera Barat
terdiri dar 11 orong anggoto, dipimpin saudarag
omisi I DPR-RI.

Aminullah Ibrahln Wakil Ketug K

Kedua ‘e o0 000 ee s e e
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Kedud : Tim Kunjungan Kerja ke Propinsi Lampung terdiri
dari 14 oraong anggota, - dipimpin saudara Sugiarto,
wakil Ketua Komisi I DPR-RI.

Ketiga : Tim Kun u ngan Kerja ke Propinsi Nusa Tenggara Timur
terdiri dari & orang agnggota, dipimpin saudara Y.B.
Wiyonjono, SH. Wakil Ketua Komisi I DPR-RI.

Ketiga Tim tersebut teloh meloksohokan tugasnyo mulai dari

tanggal 14 sampai 20 Desember 1997.

Mosing-masing Tim Kunjungan: Kerja Komisi I DPR-RI teladh
mengadakan ©ortemuan—pertemuan dengan para Pejabat Pemerintah
di Daerch don berbagai kalangon masyarakat vyang merupakan
pasangan Kerja Komisi 1 DPR-RI dalam rangka melaksanakan
fungsi pengawasan dan untuk melihat dari dekat pelaksanaan
pembangunan Hankam Negara, pembangunan penerangan dan pem—
bangunan Hukum di daerch serto menyerap aspirasi  daerah

yandg erkembang di lapangon. Masukan yang diperoleh dari
hasil pert“wUuﬁ dan peninj uaﬁ secarag longsung di lapangan
gkan  dijodikan bahan pelaksanagan tugaos xlonjutnva bagi

se

upaya  untuk i e majukan pembangunan Hankom i eg ra, pembangu-—
nan Penerangan, dan pembangunan Hukum pada Khususnya, serta
pembangunan nasional pada umumnyd. -

Dalam kesempatan ini akan dilaporkan pokok—pokok permasalah-—
an, Sedongkan Laporan secara lengkap dan  terinci dari
MGSing-masing Propinsi dilampirkan vang merupakan bagian
tak terpisahkan dari keseluruhon laporan Komisi I DPR-RI
yvang dibdgcakan ini.

Saudara Pimpinan Sidang dan Hadirin yang terhormat,

K.Ond.lS.L umum dari masmg ~masing Hddrah
GﬂDIS 'MU1 PROPINSI SUMATERA BARAT, LAMPUNG, DAN NUSA

ropinsi Sumatera Barat. |

ropinsi Sumatera Barat terpagi doliom 14 Daerah Ti
Kabupaten dan 6 Kdtanadyu, 11f Kecamotan dan 2154
urghan. Pendudukinya berjumigh 4. '"5.900 oi"ang
aju pertumbuhan [, 4% pertahupy, Mempunyai kekera-
yang kuat berdastrkon garis kéturunan ibu (matri-

o 0
‘]
et "‘
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pecy

KehidUPaﬁ- oooo;o s 00
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Kehidupon masyarakot Sumotera Borot diwornai oleh ciri
budaya vang khas vaitu odat bersendi Syarok, dan Syarak
bersendi Kitabullch, oleh korena itu mosyarokat menghor-—
mati Keraopaotan Adat - Nagari  (KAN) sebaogai institusi
yong memiliki manfaat dalam pembangunan Nasionol dan
berperan dalam pembangunan hukum masyaraxat.

Propinsi Lampung.

PTOﬁlﬁSL Lampung terdiri dari 6 Kabupatien, 1 KoLamadyu dan
1 Kota Administratif, dengon jumlagh penduduk 6.806.200

jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,83% perto—

hun.

Letak gengrafi Propinsi Lampung yang berdekatan dengan

Pulau Java dan Ibukota Negarao mengakibotkan dinamika

vang terjadi di Jo-karta agkan sangat berpengaruh

terhadap kehidupan di Lampung, baik hal-hal yang positif

maupun negatif.

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Propinsi NTT terdiri dari 12 Kobupoten don 1 Kotomadva ,

124 Kecomatan, 38 Perwakilan Kecomotan dgon 1892
desa/Keluraghan.  Jumlah penduduk 3.5&1,9 1 ji G dengaon
Kepadatan penduduk 75 orang/km2 dengan ju pertumbuhan

pendudiuk sebesar 1,4% pertahun.

Letaok geografisnya vang dekat dengan benua Australia mem—
buat NTT bertekad menjadikan wilayahnyG sebagai Pintu
Gerbang ke Selaton {Australic don wilayanh Pasifik Se-
latan). Saat ini telah dirintis secara intensif berbagai
Kemungkinan kerjasama dengan Australio bogian

utara (Northern Territory). Tekad - itu tentu membutuhkan
berbagai kebijakan yang mendukung serta persiapan SDM vang
berkualitos, terutomo menghadapi era globalisasi dan per—
dagangan bebas.

Kemajemukan suku/etnisnya dengan berbagai latar belo—
Kang vudayanya yong berbedo-beda, kecuacli merupakan po—
tensi bagi pengembangaon sektor pariwisota di NTT, sekali-
gus merupakan tantangan vang perlu terus dibino dan
digtasi.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang terhormat,
Selanjutnya akaon komi sompaikan permasaloghan di Bidang
Hankam/ABRI .

III. BIDANG HANKAM/ABRI ..
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IT1. BIDANG HANKAM/ABRI

1. Pembinaan Wilavah

a. Umum
Secard umum 1Luasa1 aan “ondisi- keamgnan daerah—
daerah Propinsi Sumatera Barot, Lampung dan NTT pada

umumnya aman, stabil dan
dan ketertiban yang
iminalitas vyong dapat di

nﬁali= Gongguaan Keamd—
i g umumnya berupa
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agtiaon terutama dengan ﬂengembangkan usaha
1 ie kKoperasi dan kesadaran berkop—
e[asi, sebab_mata pencaharian masyarakat pada
umumnyd adoglah bertoni, berdogang dan kerajian
rumah tangga.

b) Perlu diperhatikan penyedigon lapangan Kerjo
eka vang tomot dari pendidikannva,

masyorakat  Sumotera Barat - telah

i idikan yang cukup memadai.
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c) Wilayah ..eeeee
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¢) Wiloyoh perairan Propinsi Lampung kedudukaqnya
sangat strategis bogi lalu lintaos perairan -
interngsional baik dari utarg Khatulistiwa ke

Samudera Hindia mgupun sebaliknya.
Oleh kaorena itu upayo pengamanon laut perlu
ditingkatkaon.

Propinsi Nusa Tenggara Timur

Tergalang dan terbinanyao kemanunggalan ABRI
dengan rakyat, tercermin dari berbagal  kegia-
tan nyota dalom kehidupon sosial budaya. Komisi I
DPR-RI mencatat oda S macom kegiotan vang telah dan
sevong dilakukan dengan baik yaitu segi pendidi-
kan, Geraokan Nasional Orong Tua Asuh,’ Binag
Aksara, Maonunggol KB-Kes. dan Transmigrasi, AMD
Manunggal, Peningkatan penyebaran informasi pener—
angan, Karya Bhakti, Motivasi keagmanan Swakarsa
serta Patroli teritorial. “

Peloksanaan Posko Kewaspaodaan secara  efektif
dapat meredam berbagai kasus vang potensial
agar tidok berkembang menjodi  gangguan - Keomanan.

Keberadaan Posko Kewaspadaon dapat diterimag oleh
masyarakat karena pengaduon dari masyarakat telah
dapat lebih cepat diselesaikan secaro cepat, tapat
dan terkoordinasi.

2. Situasi Kamtibmas

a. Umum

AY
1)

Situasi keamanan Ketertibon masvarakat (Kamtibmas)
di Wilayah Hukum Kepolisian di ketiga Propinsi
daicm 5 tohun terakhir menunjukan situasi aman dan
terkendali. Demikion pula pelaksongon tugas—tugas
DOKOK Kepolisian dapat terlaksanag dengan baik
dengan pencapaion sasaran yang memadai.

EKses dari kemajuan teknologi dan informasi serta

keseniangan sosial ekonomi yang belum Sepenunnyo

dapagt dihilangkan diketiga Propinsi tersebut,
sering berakibot meningkatnya Kriminglitas dan
tindak pidana loinnya. Karena itu upaya menekan
tindok kriminalaitas dan gangguan komtibmas perlu
terus ditingkatkan melolui operasi-operasi. dan
dengan kegiatan penyuluhan dan kesadaran hukum.

b. Masalah-masalah .eeeoesos
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Maosalah Kamtibmas lainnya yang menonjol adalah :
a) Pencurian dan penyelundupan hewan

b} Penyalahguncan bahan peledok oleh para nelayan
¢) Masalah tanah sering menimbulkan kerawanan

d) Masalah SARA yang bersifat lokal.

ondisi Organik Satuan

1) Kondisi personil satuan ABRI di ketigo Propinsi
tersebut secara umum terisi ontara 58% sampai
dengan 90 % kekurangan personil Perwira akan bera-
Kibct lemahnya fungsi pembinoan, Komondo, pengawa-

san dan pengendalian.
Kekurangan personil dirasakan sangat menonjol

gdaolah jumlah Perwirag di Kodim/Koramil dan Bintara
sebogai Baobinsa poda masing-masing Korem yang
sangat kurong memadai dinadapxkan dengan  jumlah

bDesa/Kelurchon pada mosing-masing Propinsi.

ND
N

jumlaohnya Kurang Kondisinya rato-rata 60%.
Asrama/perumahan .

N
SN

Haompir disemug sotuan ABRI asroma/perumaghan terpe-

nuhi rato-rato 50% dengan Kondisi rato-rata 70%

forensik pada masing-masing jojoron Polda.

Masalah—masaloh menonjol yang perlu mendopatkan perha—

tian
Propinsi Sumatero Barat
a) Korem 032/w1ra raja
Korem 032/Wiragbrajo membawahi wilayagh terito
rial e dalam S Kodim

- Sumgtero Barat, terbu91 K
[}
[ 8

Korem menguasail cececeecee

Sarana don prasarang pendukunc peloksanaan  tugas
satuan ABRI di ketiga Propinsi fTersebut selain

Kendala dalam penyidikan oleh aparat Polri adolah
kecilnya dona dan tidok terdapatnya laboragtorium

cekuatan personil

sebanyak 2064 Orang (71k} dari DSPP. Jumlah
Babinsa 748 Grung, belum sebonding dengan kebu-
tuhan untuk 2157 desa/kelurdhan.



or
N

rem menguasai seluruh aset peninggalan bekas
dam I1I/17 Agustus yang cukup banyak dengan
n i roto-rata 65%. Aset yang banyak berupa
gsramda, dan tanoh yong dikuasai ABRI di
Korem tersebar di beberapa tempat memer-

elil yang cukup banyak sebab
sebut banyok yong tidok terurus/terlaon-

7 Makodim sudoh sesuai prototipe dengaon kondisi

80%, dan 2 Makodim belum sesuai prototipe yaitu

Kodim 0309 Solok daon Kodim 0307 Tanoh Datar.

Kedudukan Posko Kewospadoan di  Maokodim perlu
riimbangkon  kembali, mengingot  kondisi

iKO1

ih merasa enggan mendotangi dan  memasuki

o I ]
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Kamia) belum memiliki sarana potroli don olat

Komunikasi. Posisi personil kurang lebih 42,5%
dari DSPP.

Pemerintan perlu meningkotkan sarand dan prasc—
ran

gna Pangkalan TNI AL Teluk Bayur, terutamo
sarana labuh Kapal, kapal patroli, dalam rangka
paya peningkatan keamanan lout Sumatera Barat.

.

k _

Lanud Tabing dori pangkolan tipe C agkan diper-
siap kan menjadi pangkalaon tipe A. ~

Kondisi sarona, prasarong pado umumnyd memadai.
tanud Tabing mengharapkan dukungan anggaran
untuk biaya pengukuran ulang dan pensertifikotan
tonah—tanah milik TNI AU di bebercpa lokasi di
Kabupaten 50 Koto Pavokumbuh, di lokasi Kabupa—
ten Agom don di Kodva Padong.

d) Polda Sumatera Barat...
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d) Polda Sumatera Rarat

Kepolisian Doergh admﬂlcfﬁ Barat meliputi 9

Polres, 89 Polsek, b

6 Pospol don 4 Polsek terle—

tak di dgerah terpencil dgi Kepulauon Mentawai.

Jumlah personil sebanyak &4

.b665 orang (74%) dari

DSPP. Dibonding dengan jumlan penduduk maka

ratio 1 Polisi uniuk 914 penduduk.

Personil penyidik terdiri dori Penyidik Kepoli-

sion ‘29 orong, Penvidik
PPNS S2 orong.

Pembantu 550 orang dan

jauh dari
pemekaran

Bukit-

Sehubungan dengon pemindahaon Kabupaten Agam ke
Lubuk Basung vyang jaraknya  cukup

BUkittiﬂyGL mokg  teloh diusulkon

wilayah Polres Agom menjadi 2 yaitu Polres Agom
berkedudukan di Lubuk Basung don Polres

tinggi di Kodyo Bukittinggi

Kesatirian Brimob di Pgdang Saroi faszlitas
antara lain asroma Kurcng memodol, amun

latihan dan didagpat Sengjota Hon

tidok dipergunckon don perlu ditari

[ \ ol ~e - - fre l o o Tl o ole o]
{1) Orgonisagsi dan personil
f e - PP 2
{a) Bertombahnva 2 Dati II Ka

bupaten Tulang

Bawidng dan Tanggamus perlu segera diiku-—
ti pengembangan 2 hudlﬁ beserta jaio—

rannya di Kabupaten tersebut.
umiah personil rato-rato terpenuhi 58%
untuk Babinsg

i personil
ngot kurang bila
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b) Pangkalan TNI AU (LANUD) Astra Ksetra Lampung
(1) Personil
Kekuatan personil belum sesuagi dengan DSPP
khusus bagi perwira, dan tenaga dokter.
Kekuraongan tersebut antara lain 17 jabatan
yang seharusnya diisi oleh Perwira terpaksa
diisi olen Bintaora.
{2} Logistik
(a) Kendaroan  bermotor  dinas jumlahnya
terbotas don kondisinva rata-rata 50%.
Sagat ini sangat mendesak untuk mendapat-
kan penggantion dan penambohon terutama
kendarogn aombulance dan untuk tugas-
tugas patroli.
Peralatan untuk pemelihoragon landasaan
saat ini rusak berat daon belum ada
perbaikan maupun pengadaan baru. .
Rencana pengaspalan dan pelayanan 1is—
trik oleh PLN belum terloksaona disebab—
kan belum tersedianya ahggoran.

o~
or
~—

~
[y}
S

{3) Tanah TNI AU selugs 200 ho vang bermasalah
dengan mosyarakat deso Gunung Batin  Ilir
belum bisa diselesaikan. -

(]

Kekuatan personil berjumlah 3,435 orang ataou

63,57% dari DSPP, dlhadapkan dengan luas

doeran, jumlah penduduk don kondisi medan,

moka jumlah personil tersebut dirasokan

Kuirong memadai untuk dapat menjangkau selu—

ruh daerah daon tugas yang maksimal.

Logistik

(a) Belum tersedianya Loboratorium Forensik
yebabkan proses penyidikon memakan

wak tu 1ama kKaoreng harus mengirimkan ke
Laboratorium Forensik ke Mabes Polri.

(b) Kendar an bermotor roda 4 masin kurang .
terutama untuk tugas—tugas pengawalan

P, dibutunkan pulo speed boath

K Polsek pontai dan sepeda motor

uK POlek.dGctUu terpencil.

—
N
S

(3) Asrama..coeeecee




(3} Asrama/Perumahan Dinas ;
Kondisi asrama rato-rata 50% dan sebagian
dalam keadaan rusak vang memerlukan perbai-
kan dgar anggota senantiasa dalam keadaan
siagp untuk melaksanakan tugasnya.

3} Propinsi Nusa Tenggara Timur
a) KOREM 161/WIRASAKTI

(1) Masih lowongnya beberapa jobatan di tingkat
Mokorem, dan terutomo di tingkot Kodim yang
perli segera diisi (Personil hanya 58% dari
DSPP).

bari 12 Kodim, honyo ada 1 Kasdim yang terisi
dan hompir semua Kodim kekurangan PASI, Danrmil
dan Babinsg. Semuag jabatan Ketua Primkopad
kosong. Di samping saranag/prasana vong Kurang
mendukung untuk meloksonakaon tugas—tugasnyd.
Pembentukan Kotamadya Kupang setahun yong lalu
belum disertol pembentukan Kodimnya.

Peraloton komunikasi (Alkomlek)} belum mencapai
kondisi stondar yong diharuskan.

—~—
)
N’

~—
£
N’

NI AL (LANAL) Kupang .
sSarana patroli Lanol Kupang belum memadai, —Kemam—
puannya sangat terbaotos sehinggo peloksanoan tugas
Komlao belum moksimal.

Sementara itu sarana dan prasarang yong dimiliki
oleh patroli dan aparat Bea Cukai di perairan juga
sangat minim. Mengingat wilaych Nusa Tenggara Timur
perkembang menjadi doerch transit dari Indonesia ke
Australio bagian utara, maoka dikhowatirkan adonya
Kerawanan okan pelanggaran wilaych, berupa penye-
lundupan, dan pencemgran lingkungan logut dari
buangan kapal. Untuk itu diperlukan penambohan
sarand polroli yong memadoi dan perlunya teropong
infra merah guna memantou kKapal-kapal asing yaong
melewati sekitor perairan Nusa Tenggara Timur.

b} Pangkalan TN

c) Pangkalan TNI AU {LANUD) El Tari.
Belum memiliki sistem Deteksi Radar vyong memadoi
meskipun dewasa ini dilokukan patroli udara dengan
jagwal 2 kali sebulan menggunakan Boing 737 dori

Ujung Pandang RN
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Ujung Pandong, nomun sebagai penyangga hanudnds di
bagiaon timur, Lonud El Tari perlu memiliki sistiem
Deteksi Radar untuk kepentingan kendali, koording-
si, komunikosi dan informasi (K3I1).
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Nusa Tenggara Timur (NTT)

Be ,baga1 kendala sepeirti geografis NTT yang
kurongnya Sarana don prasaranca, jumlah
'l /ang terbotas, serta tingkat kesadaran
yang relgtift masih rendah dkan

ni  tugas kerjo Polda NTT.
i“‘S sehubungan dengan
t an Lelah menjadi 13
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Sekolah ('} Kupang yang
mempunyai peranan penting untuk melaghirkan
i Polisi asal NIT  dan  siswa
ri Bali dan Jawa, lokasinya
sudati %ldax sesugi  logi kaorena kini telah
ngoh pemukimon penduduk  Sesugl
perkembpangon Kotamodya Kupong, Di somping itu
untuk penyelenggoraan pendidikan dan latihan
‘ i sudah sangat terhatas, sehinggo
imbongKan untuk dialihkan ke

fod
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lokasi yong lebih tepot dan memodai.
Pemda Kobupaten Kupang telah merencanakan lghan
untuk pengolihan Sekolah Polisi Negara.
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nanganon tindok pidano di  lout  yang mem—
ke ih Slmﬁuny" iur, mengingat
(EWeNangan penyidikannya cleh Penyidik
wi TNI-AL, namun Keberadaon TNI-AL
erpusat hanya ada di sekitor Kupang, sementa-
i nasy kot di  luar daerah
tong Kepado satuan Polri
radaonnya lebih tersebar.
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Saudara Pimpinan Sidang dan Hadiri t g
Selanjutnya kami gkan melaporkan Bidang Penerdangai.

BIDANG  PENERANGAN

1. Umum

a. Pembangunan penerongan dan penerangan pembangunan di
ketiga Propinsi mengacu bpada sasaran Pelita VI,
kendoti dihadopkon pada terbotasnya anggaran dan
kemaompuan saranc/brasarandg, n mun telah dapat dilaksa—
NOKGn Sesuai program. Qaaﬁr“u operasional diaraghkan
pada  peningkatan partisipasi ma y3 akat dgalam menun—
jong pembangunan daeragh yong secora kuontitaotif telah
menunjukkan tumbuhnya kesadoran don DGFtlSlﬁGSl masya-

cat dalom pembongunan, khususnyo masvarakat perde-—

noin lgin menggunakan

sarona melalui mediao elektronik TYRI/RRI dan TV Swasta
mrupun nedia cetok jugo dilaksanakan i Elﬁlu& kKegiatan
““““““““ g muka, pertunjukon rakyat,
ran fila, Telc uil sasrana
ik so5ial melalui
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Gedung RRI Paodong, merupakan gedung 1ama yang
sangat  memerlukaon renovasi/rehgbilitaosi. Juga
penyedigan perclaoton yong sesuai agar dapat ber-
fungsi secara baik.

Keterbatasan kesempatan mengikuti Diklat berjenjang
seperti ADUM, SPAMA, dan SPAMEN, mengakibat terg-
gahggunya pengembangan karir karyawan dan kosongnyd
beberapa jobatan struktural di lingkungan Kanwil
Deppen.

Juri Penerang (Jupen) sebdgai ujung tombak opera-
sional penerangan yang tersebar di pelosok daerah
perlu diperhotikon tunjangan fungsionalnva, mengin-—
got tunjangan saot ini terendah dibandingkan tun-
i .can fungsional instansi lainnya.

Limao Penerbitan Surot Kabaor vyong ada di Sumat—
era Barat merasakan sulit untuk  mempertanankan
kelangsungan hidupnya, aokibat gejolak nharga kertas
Koran. Sementora harga jugl koran tidok mungkin
dinaikkan karena terbatosnya dava beli masyarakat.
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towan belum didukung oleh tingkat kese—
an yong memadai, berkaiton dengon itu pemer-—
agnisasi profesi wartawan perlu mene-—
* profesi yang berisi etika, parameter

dan sertifikasi profesi, untuk menen-
rmutu anggota, sebagoi dasar penetapan
ejanteraannya.
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t Fu nerang sebagai ujung tombak
pene ; riu ditingkatkon jumloh sehinggo
dapat secara optimal mompu menjangkau seluruh
P
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{g) Sara a kerja dan peralaton di unit-unit
erja Kauwil Deppen Propinsi Lampung kon—
ratag-rata 50% disamping jumlahnyapun
urﬁng memadai :
(b} Sarano mOV10n1 jumlahnya relotif terbatas
don Kondisinyao sudoh tuc, aokonh sangat mem—
pengaruhi peloksanaan tugas para Juru Pener—
ang.
Perumachan Dinags
Guna meningkatkan kinerjo  Kanwil  Deppen
rup1r31 Lampung dan upoya meningkotkan Kese—
eragan pegawai teloh diagjukan permohonan
h dinas namun Ssampai saat ini belum ado
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nyelenggaroan siaran lokal don penyediaon
itos penujang TVRI SP Lampung sampai saat
elum mendapcatkan alokasi anggaran,. sehingga

Uy i =k

-
UH'UJCD
]

futs 3K
=MD

eis (C)

3.

3
ian besar liputan ﬂaerah pedesdan dan
tan produksi poket siaron diloksonakan atas
ati {

0

Propinsi Lampung belum mampu
uruh daerch. Jangkauan siaran
%% penduduk di perkotaon dan 85%
aan belum terjongkau siaron.

1...4
uwr -

\/

/

i jurn opinsi Lampung
umumnya berjalan ba 1k namun demikian dirasakan
suasana keterbukaan belum sepenuhnya terwujud
sehingga dapot merupakan hombatan komunikasi.

C!

Suirat Kabar Untuk Desa (SKUD)
SKUD jumlahnyo masih sangat terbatas dan distri
DUSINYG Ke

K

desg masin terlombat karena transpor
j il kurang memadaoi.

c., Pengembangan ..cceesee
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¢) Pengembangan TV Swasta

Keberadaan TV  Swastia sangat  menunjang
penyampaian informasi kepade seluruh pemirsa.
Pengembangan TV Swasta mengalami kendala dalam
mendirikan stasiun baru karena dikenakan biaya
ijin frekuensi vang reiatif mahal vaitu sebesar
Rp 50 juta setiap stasiun yang didirikan.

TV Swasta dalam mendirikan stasiun baru disamp-
ing ikut memeratakan pembangunan namun ada pula
pertimbangan bisnis, dapabila dinilai secara
ekonomi tidak menguntungkan, maka TV Swasta
tidak mungkin membaongun stasiun baru Kecuall ada
keringanan kewajiban membayar ijin  frekuensi
setiagp mendirikan stasiun baru.

1) Masih kosongnya 23 jabatan struktu rzl Fselon III,
NTT

WO
— S

£

S

e
LD
t"f‘

IV, dan V di Kaonwil Pepr a minimnya

kesempatan mengikuti pendidi Wan Penjejangan (ADUM,

SPAMA dan SPAMEN).

Belum terisinya Jupen pado 28 nuri 124 Kecamatan.

Di wilayoh NTT mosih terdopot 28 do erih blank spot

televisi.

Agar siaran TV yang ‘i“ ncarkan dapat menjangkau

glurun wiloyoh don k ligus dapat berfungsi

ebagal DENGNGKGl siara: igran yang langsung dari
or  Khususnyda Australlu, periu dibangun stasiun

p ancar baru  Stgsiun Tronsmisi yang berkekuatan

100 - 300 Wott dan menamboh Stasiun Reloy Transmisi

TVRI.

Masih terdapat daerah—doerah blank spot RRI di 5

wilayan Kabupoten. Disamping itu Kkekuaton pemancar

RRI Regional 1 Kupang semakin menurun akibat Kkon-

disi peralaton vong sudoh tua, foktor geografis,

]

h-‘ff)

dan luasnya wilavah siaran sehingga perlu penam—
bahan pembongunan pemancar baru aan
rehabilitasi/perboikon pemancar—pemancar vang ado

gan perlunya penambghon tenaga terampil dan profe-
ional.

v

Saudara Pimpinan cecesecee
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‘Saudara Pimpinan Sidang don Hadirin yang terhormat,
Selanjutnya akan kami sampaikan permasalahan  di Bidong
Hukum. :

BIDANG HUKUM

1. Umum

a. Berdasarkan hasil Kunjungan Kerjo Komisi I DPR-RI,
melolui laporan/penjelasan, pertemuan dan peninjouan
terhadap obyek pasongan kerjo Komisi I DPR-RI; secara
umum Komisi I DPR-RI menilai bohwa pelaksonaan pemban—
gunan hukum di Doti I Sumotero Borot, Lampung dan NTT.
dapat terselenggora woloupun bonyok  hambatan  dan
kendaolao vyong harus dihodopi sesugi  dengan aturan
perun-ang-undangan yang berlaku.
Masing-masing instonsiforgaonisasi Penegaok Hukum telah
‘melaksanakan tugas pokok dan fungsinva disesuaikan
gengan kebijaksungan dan p 9&305 fision anggaran yang
tersedia, waloupun dengaon Kondisi personil, sdarana dan
prasarana vang Lerbatas
C. Masih dihadapkan beberapu temucn permasalahan yong
perlu mendapat ﬁerhatian boik yong menvangkul materi
hukum, apgratur hukuim moupun sarana gan  prasarana
nukum, terutamo KUHAP vang belum dopot dilaoksanakan
secaro optimal di lapangan.

cr

|—.J

Mosalah—masalain menonjol yang perlu mendapat perhation

NS

Kanwil Departemen Kehakiman Sumatera Barat
termasuk type B, mempunyai 35 Unit Pelaksana
Tekhnis, melaksanokon pembangunan hukum baik vyang
menvangkut materi hukum moupun aparat hukum.

g) Sumber Dayo Manusia khususnva penvuluh hukum,
Kualitasnyag mosih belum memodoi, Kegiotan penyu-
luhan hukum belum sepenuhnya dapot dilengkapi
gengan bohan tertulis.

b) Sarana S & 8600050609 90 0 00
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b) Sarana/prasarang  belum memadai antora  loin
kendaraon operasional, olot komunikasi, dan
komputer sehingga menyulitkan Kkomunikasi dan
koordinasi.

c¢) Rehobilitasi Laopas Padang termasuk proyek yang

dijadwalkon ulong, penangguhan tersebut menim—
bulkan masaloch karena sebagian proyek telah
dibongkar dan sebagian anggarannyapun telah
dibayarkan Kepada pemborong.
Lapas Padong terletak di daeroh strategis bagi
perkembangan kota Podang sebagai kota wisata,
sehingga perlu dipertimbongkan untuk dipindah ke
tempat lain.

d) Pembangunon Lapns Bukittinggi, ogar dapat diter—
uskan daon disempurnokan sesudi dengon rencand
semuld, untuk pengamonon LapasS petugas perilu
dilengkapi dengan peroleton otou persenjatoan
yang memadai .

g) Kantor Imigrasi Padong perliu didukung perangkat
komputer dan tendga tekhnis yong memadai dolam
upaya peningkatan pengawasan orang asing yang
terus bertambah setiap tahun akibot meningkatnya
investasi PMA don kerjosama Pemdd dengan negard
tetongga.

a) Mosih odo keputuson Pengadilon TUN vang tidak
dapat diloksanokan /dipotuhi oleh Pejabat Negaro
terutama disebobkon kurangnya Kesadaran  hukum.
Diakui bohwo ado Kelemaghan hukum Karena sanksi
tidok secara tegas diotur daolam Undang-undong No. 5
Tahun  1966. Untuk kepastion hukum dalam  proses
peradilan TUN, Pemerintoh agar mengdjukan penyem—
purnaan uUY tersebut.

_—

b) Pengadilan TUN Podong masih membawohi Propinsi

Rigu dan Sumoterc Borot, dolom pelaksaonaan tugas
ditemiii Kendalﬁ kareno paro pihak  (penggugat dan
tergu ga ) Jjouh dari tamaat perkaora disidangkan.

3. Kejaksaan R R R
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3} Kejaksaan
a) Pelaksanaan ketentuan KUHAP  Pasal 56, bahwa
setigp tersongko vyong diancam hukuman 5 “tahun
venjara horus didompingi penasehat hukum, pada
prakteknya belum bisao diloksonakan Karena desa—desd
tersebar jouh dari kota, jodi mengalomi kesulitan
mendapatkan pembela/penasehat hukum.
b) Kedudukon penasehat hukum atou pembela moasih
sering diaboikon oleh penyidik apolagi menyangkut
Kosus/perkaira tertentu.

P e Yo Pa it tlat it aYe

b. Propinsi Lampung

a) Hukum

(1) Kesempatan mencikuti Diklat songot kurong, dori.
jumlah personil 1.047 orong baru 650 orang yang
telah mengikuti Diklot

(2) Banyok Pejabat Struktural tidok dapat dipromos-—
ikan karena belum mengikuti Dikiot Penjenjangan,
aari 184 Pejabot mosih terdaopat 60 orang belum
mengikuti Diklaot. Hol ini mengakibatkan banyok
japatan struktural yong kKosong.

1} Vﬁuu jujarrﬁ Kanwil Depkeh Propinsi Lampung
saot ini belum oda Rumah Tahanan/Ruton walaupun
daiam 5K Menkeh RI tohun 1985 telah ditetapkan
Ruton di Tanjungkarang, Metro dan Kotabumi.

{2) Lembogo Pemosvorakoton don cobang Ruton di
Propinsi Lompung pada uinu “ya melebihi daya
Ccampung

{3) Dalom upava meningkatkan kesejahteraan
para petugas pemasyorakatan di Lapas, cabang
rutan don Balaoi Pemasyvarakotan mendapat tunjan-—
gon khusus untuk golongan 1, 11, dan III1 mas-
ing-masing sebesar Rp 25.000,00, Rp 35.000,00,
dan Rp 45.000,00 perbulan yang reiﬁtlf‘ endan.

(14) Sarana 9o evcsevesossoe
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(4) Sarono keamanon antara loin  senjata, bor-

901, ditektor, kondisinya sudah Sangat tua

erta pokoian seragom petugas Lapas yang hanya

1 stel/tahun dirasakan kuirang mendukung pelak-
sanaan tugasnyda.

Bidang Keimigrasian

(1) Kantor Imigrasi kelos II  Bondor Lampung
dan kelas 111 Paonjong boik situcsi maupun loka
sinva sebogai pelayanan sudah tidak memadai.

{2} Dukungon dana dan s rara untuk keldn aron
pelaksanaan tugas opse ioncl yang beru
kendaraan, Komputer, 1 t komunikosi \hT)
dirasokon Kurang memoddi.

Rumah dinas, tersedia honya 8 unit  rumah, 4
i empoti, 4 unit rumah rusak berat dan
itempoti. Kondisi ini mengokibatkan
rsonil tidaok dapat tertampung.
or, hanyao tersediao 3  buah
0 empal, dua diantaranya pinjoman dari
emdd dan 4 buah sepeda motor. Kondisi ini jelas
idok mendukung secora optimal pelaksangan tugas-—
ugas pengadilan tinggi. '
enanganan Sidang Pengadilon Negeri dan Pendhanan
tahanan untuk Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus
dgan Tulang Bowang mengolami kendala kKareno ketigo
Dati 11 tersebut belum terbentuk Pengadilon Negeri
don Lembaga Pemcsvarakotan/Rutan.
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Tempat Sidang Tetop di Propinsi Lampung ““DGHYGK 25
Tempot Sidang, nomun yang berfungsi hanyo 6 Tempat
Sidung kareng yaong lainnva dalam Keadaan rusak
berat

aKsaan

Permasdlanan  vang dinha "pl darn  sulit untuk
diogtasi adalaoh penyelesacian terhodap Surat Pemberi-
tohuon Dimulainya Penyidikon {(3PDP).

Jumlah tunggakan
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h tunggakon SPDP taohun 19595 sebanyak 623
as perkara, tohun 1996 sebanyok 699 berkas

v tahun 1897 sebanyak 781 berkas perkarag.
ih sering terjaodi penyerahan SPDP dari penyidik
Penuntut Umum bersamdan dengan penyerahan berkas
perkara tohap pertaoma, dan banyak berkas perkara
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jodi  ketidokseimbangan  antara  beban
dengan tenago tekhnis termasuk juga
justisiil yang menanganinya.

o~ 1 o,

18} iN §
Dibeberopa kontor pengodilaon termasuk Pengadilan

.

L

h yang menonjol antara
gna seperti kKendaraan
, foxismille, dan
agkaan.
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untik operasiondl, mesin tuwl
literatur/buku—-buku untuk perpus

0@
@ =
- b L
s (D
l:; =f
= O »
=
E T b
)
© o
~h T e
D
~
[ 2
)
G
ks g
o]
k)
oy M

~ e o

A
i D

Pt e R ]

an peralotan dan profesi-
diupoyakan peningkatannya
ndor vang diharuskan.

i semua satuan perlu dipikirkon
cara bertohap, terutoma personil
ituk - jojaran Koter guna pembinacn
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KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Komisi I yang
telah membacakan laporannya lebih kurang 40 menit. Ada satu hal
yang barangkali perlu dicatat, laporannya dalam Bidang HANKAM
Kesimpulannya aman, mantap, terkendali. Jadi belum ada pengaruh
gejolak moneter dalam mewarnai laporan itu, ya kita bersyukurlah.

Saya kira Kkita teruskan pada pelapor yang berikutnya dari
Komisi II Saudara H. Hendi Tjaswadi, S.H., S.E. MBA, MHUM.

Kami persilakan.

KOMISI II. .....vuvs
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KOMISI II ( H. HENDI TJASWADI, S.H., S.E., MBA., M.HUM. ) :

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR-RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 1997/1998

Assalamu'alikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Saudara Pimpinan Rapat;

Saudara-saudara Wakil dari Pemerintah; dan
Segenap Anggota Dewan yang kami hormati; serta
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas Rahmat dan RidhoNya semata, pada hari ini kita dapat

menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Laporan
Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPR-RI.

Sebelum menyampaikan Laporan Kunjungan Kerja Komisi II ini,
masih dalam suasana Bulan Puasa, perkenankanlah kami atas nama
Komisi II mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa bagi yang
melaksanakannya, seraya berdoa semoga kita semua diberikan bimbin-

gan, petunjuk dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam mengatasi
cobaan-cobaanNya .

Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Komisi tanggal 10 Nopember
1997 dan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 24 tanggal 8 Desember
1997, maka pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 1997-1998,
menugaskan 4 (empat) Tim Kunjungan Kerja yaitu ke Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan, Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, dan Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah dari tanggal 14 sampai dengan 19 Desember
1997. Laporan yang kami bacakan ini memuat garis-garis besar dari
keseluruhan laporan hasil Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke 4
(empat) Propinsi Daerah Tingkat I tersebut. Sedangkan laporan secara
lengkap yang merupakan bagian yang tak terpisahkan termasuk dalam
lampiran dari laporan ini.

Sidang Dewan yang kami hormati; dan
Hadirin yang berbahagia.

Dari hasil ece00s0c 0o
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Dari hasil Kunjungan Kerja Tim Komisi II tersebut ditemukan
beberapa masalah yang meliputi bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah, Pembangunan, Pendayagunaan Aparatur Negara, Pengawasan,
Bidang Agraria/Pertanahan, BP-7 dan Kearsipan.

A. PEMERINTAHAN UMUM_DAN OTONOMI DAERAH.

KALIMANTAN SELATAN

Luas wilayah adalah 3.753.052 Ha, dengan jumlah penduduk
2.597.572 jiwa. Secara Administratif Pemerintahan terbagi menjadi
10 Dati II dan 1 Kotatip, 117 Kecamatan, 2.057 Desa, dan 111
Kelurahan.

1. Proyek Percontohan Otonomi Dati II.
Kabupaten Dati II Tanah Laut yang dijadikan sebagai proyek
percontohan otonomi tingkat II meski telah berjalan tetapi
masih belum memenuhi harapan. Jenis urusan yang diserahkan
baru 8 urusan. Hal ini disebabkan belum adanya persamaan
persepsi tentang urusan yang harus diserahkan dan terbatasnya
SDM untuk menduduki jabatan struktural yang ada.

2. Pemekaran atau Peningkatan Wilayah.

Berdasarkan UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah dimungkinkan dibentuknya Kotamadya Dati
II dengan tujuan lebih mendekatkan/meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan,
Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Seiring dengan perkembangan saat ini, maka Gubernur KDH Ting-
kat I Kalimantan Selatan melalui surat nomor 125 tanggal 3
Juni 1996 telah mengusulkan peningkatan status Kota Adminis-
tratip Banjarbaru menjadi Kotamadya.

SULAWESI SELATAN

Luas wilayah 62.482 KM2, secara administrasi pemerintahan
terbagi menjadi 5 Wilayah Pembantu Gubernur, 21 Kabupaten Daerah
Tingkat II, 2 Kotamadya Dati II, 2 Kota Administratif, 13 Wilayah
Pembantu Bupati, 185 Kecamatan serta 2.943 Desa dan Kelurahan.
Jumlah penduduk pada tahun 1996 berjumlah 7.741.588 jiwa.

Urusan ® ¢ 0 00065 0 00 00 90
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Urusan instansi vertikal di daerah yang akan dilimpahkan pada
Dati II diharapkan mendapat perhatian. Pada Kabupaten Dati II
Gowa selaku daerah percontohan tahap I tahun 1995 telah diserah-
kan 8 bidang Urusan Daerah Tingkat I dan 19 bidang Urusan Pemer-
intah Pusat. Pada tahun 1997 Kotamadya Ujung Pandang ditetapkan
sebagai daerah persiapan otonomi tahap II.

Salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan perconto-
han Otonomi Daerah adalah peningkatan realisasi penerimaan PAD,
dimana sebelum percontohan dilaksanakan baru mencapai sekitar Rp
1,9 Milyar dan pada penerimaan tahun anggaran 1996/1997 telah
meningkat menjadi Rp 5,8 Milyar.

TIMOR_TIMUR

Propinsi Timor Timur adalah Propinsi yang termuda usianya
dari 27 propinsi berdasarkan UU nomor 7 tahun 1976 tentang
integrasi Timor Timur. Tepatnya sejak tahun 1988 dengan
berdasarkan Keppres nomor 62 tahun 1988 yang menyatakan
berlakunya UU nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah berlaku sepenuhnya di Timor Timur. Maka secara penuh
Timor Timur berintegrsi dengan negara Kesatuan Republik Indonesia
dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Propinsi Timor Timur secara geografis terletak di ujung timur
dari jajaran kepulauan Nusa Tenggara. Luas keseluruhan wilayéh
Timor Timur + 14.609 km 2 dengan jumlah penduduk tahun 1997
sebanyak 873.911 jiwa. Propinsi Timor Timur terdiri dari 13
Kabupaten.

1. Proyek Percontohan Otonomi Daerah.
Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Daerah
Tingkat I Timor Timur sejak beritegrasi sampai dengan saat ini
telah berjalan baik dan secara bertahap dilakukan berbagai
pembenahan, antara lain adalah pembenahan aparatur maupun
sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 1995 tentang Proyek Percon-
tohan Otonomi Tingkat II, khususnya penyerahan urusan
selama 2 tahun berjalan dalam perkembangannya telah sesuai
dengan yang diharapkan. Kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan urusan adalah unsur 3P (Personil, Perlengkapan dan
Pembiayaan) yang relatif masih kurang.

2. Penataan ee o v s erss s e e
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2. Penataan Kelembagaan.
Realisasi pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Penataan Kelembagaan Dinas-dinas di Dati II hingga kini
berjalan dengan baik.

JAWA TENGAH

1. Pelaksanaan PP nomor 8 Tahun 1995 tentang Proyek Percontohan
Otonomi Dati II Banyumas

a. Jenis Urusan Pemerintahan yang sudah dimiliki = 6 urusan.

b. Jenis Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pusat = 22
urusan. .

c. Jenis Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Dati I = 7.
urusan.

Berbagai hambatan yang dihadapi
a. Departemen Teknis yang menyerahkan urusan
- Urusan-urusan yang diserahkan bersifat umum dan belum

ditindaklanjuti dengan penjabarannya oleh masing-masing
Departemen yang menyerahkan urusan;

Penyerahan urusan yang telah disertai 3P, masih belum
diikuti penyelesaian alih statusnya, khususnya yang
menyangkut perlengkapan. ‘

Kewenangan yang semula dimiliki sebelum penyerahan
urusan, ditarik menjadi kewenangan Kanwil.

Pada tingkat Kantor Wilayah kecenderungan tunggu petunjuk
dari Menteri.

b. Kelembagaan

Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Tingkat II terlambat (setelah Dati II membentuk Dinas-

‘dinas Tingkat II, petunjuk dari Pusat baru terbit).

Setelah diterbitkan Pedoman Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas dengan Kep.Mendagri No. 44 Tahun 1995
masih diikuti dengan Petunjuk Teknis antara lain berupa
Surat Kawat yang isinya tidak sesuai dengan Pedoman.
Adanya kecenderungan dari Departemen Teknis merubah atau
menambah Struktur Organisasi Dinas Tingkat II yang sudah
disahkan.

c. Menteri Teknis yang berkaitan dengan penyelesaian alih
status perlengkapan

Terlambatnya persetujuan Menteri sehingga berakibat asset
yvang akan diserahkan kepada Pemda Tingkat II yang
berasal dari Pemerintah Pusat yang dikelola oleh
masing-masing Kandep dan Kanwil mengalami hambatan dengan

alasan ececceccevscccs
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alasan belum ada petunjuk dari Menteri Teknis yang
bersangkutan. _

- Asset Pemerintah Pusat yang akan diserahkan, dirasakan
cukup lama proses penghapusannya.

d. Menteri Dalam Negeri, yang mengkoordinasikan proses
penyerahan urusan dan pelaksanaan Otonomi Daerah
- Ketatnya jadual persiapan pelaksanaan
- Belum adanya petunjuk mengenai sistem dan mekanisme
laporan Tim Teknis Otonomi Daerah.
- Lemahnya koordinasi Tim Pusat, Tim Tingkat I dan Tim
Tingkat II.

e. Program Uji Coba Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik
berat pada Daerah Tingkat II diberlakukan sama tanpa ada
gradasi.

f. Kemampuan Daerah Tingkat II

- Sumber Daya Manusia atau Aparatur lemah.

- Sarana dan Prasarana belum memadai.

- Koordinasi antar departemen, Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II belum satu paket.

- Pemahaman dan persamaan semangat perwujudan Otonomi
Daerah Tingkat II terasa kurang.

- Kepemimpinan masih Ego sektoral, Ego lokal dan belum
bersifat modern.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

KALIMANTAN SELATAN

1. Pembangunan Daerah.
"Sasangga Banua" merupakan slogan pembangunan Kalimantan
Selatan yang saat ini telah memasyarakat. Dengan slogan itu,
Kalimantan Selatan berkeinginan mampu meningkatkan derajat
kesejahteraan rakyat selaras dengan daerah-daerah yang lain di
Indonesia sekaligus mempersiapkan warganya memasuki era 2003.

2. Kawasan Andalan.
Untuk memacu pembangunan di Kalimantan Selatan dikembangkan
kawasan-kawasan andalan antara lain Kawasan Pengembangan
ekonomi terpadu Batulicin. Kawasan ini dijadikan sebagai pusat
perdagangan agroindustri dan agro-forestry.

Sementara o.oooooo.‘
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Sementara itu di Kabupaten Dati II Tanah Laut yang dijadikan
sebagai Dati II otonomi percontohan sedang dibuka lahan persa-
wahan 1000 (seribu) Ha yang sudah siap garap.

SULAWESI SELATAN

1. Perkembangan Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa
1997/1998.
- Dana INPRES
Tahun 1997/1998 sebesar .......... Rp 18.%03.200.000, -

- Realisasi penyaluran dana sebesar Rp 16.256.100.000, -
atau telah mencapai 86%.

Hambatan-hambatan

a. Terlambatnya penyusunan DURP Desa/Kelurahan, sehingga
mempengaruhi proses pengesahan di masing-masing daerah.

b. Adanya gejolak moneter yang mengakibatkan terlambatnya
pencairan dana. _

c. Terlambatnya petunjuk pelaksanaan dari Pusat ke -Daerah-
daerah sehingga mempengaruhi penyusunan DURP di Desa/Kelu-
rahan.

d. Adanya beberapa Camat dan Kepala Desa atau Lurah yang
dimutasikan sehingga mempengaruhi proses penyusunan DURP
maupun pencairan dana.

2. Pembangunan Desa
Sejak tahun 1994, di Propinsi Sulawesi Selatan ini terdapat
1.886 Desa/Kelurahan yang terus bertambah setiap tahunnya
disebabkan adanya pemecahan desa dan penyerahan desa-desa unit
Pemukiman Transmigrasi (UPT) dari Departemen Transmigrasi dan
PPH kepada Departemen Dalam Negeri.

Hambatan yang dialami dalam penentuan klasifikasi Desa didalam

pendataan.

- Keterlambatan jadwal waktu laporan hasil pendataan profil
desa/kelurahan.

- Pendataan di tingkat desa/kelurahan kurang memahami format

pengisian profil desa sehingga data-data tersebut tidak
terisi dengan baik.

3. Pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) meliputi
Alokasi dana IDT Tahun 1997/1998 pada setiap desa berdasarkan
alokasi anggaran sebanyak 278 desa tertinggal masing-masing
sebesar Rp 20.000.000, -

Timor Timur noooootoo..ooo‘o
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TIMOR TIMUR.

1. Pembangunan Daerah.

Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai telah memberikan
perubahan yang besar, antara lain meningkatnya infrastruktur
di seluruh bidang, terutama transportasi komunikasi,
pendidikan dan kesehatan. Siaran radio dan televisi telah
dapat menjangkau sebagian besar penduduk Timor Timur dan

sambungan telepon otomat telah menjangkau seluruh ibu kota
kabupaten.

Pada saat ini telah terdapat 66 TK, 760 SD, 114 SLTP, 54 SLTA
dan 4 Pendidikan Tinggi. Juga telah tersedia 287 Puskesmas
Pembantu, 67 Puskesmas, 8 Rumah Sakit Umum, 2 Rumah Sakit ABRI
dan 1 Rumah Sakit Swasta katolik. Berkurangnya budaya perla-
dangan berpindah dan terkonsentrasi pada daerah tertentu
melalui program pemukiman kembali. Orientasi masyarakat sema-
kin terbuka sejalan dengan dengan meningkatnya pendidikan dan

akses ke media massa serta frekuensi bepergian ke luar daerah
semakin tinggi.

2. Pembangunan Desa dan IDT.

Pelaksanaan Program Inpres Desa Tertingal (IDT)

a. Alokasi dana IDT Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp.
2.600.000.000, -

b. Untuk Tahun Anggaran 1997/1998 jumlah desa yang mempero-
leh dana IDT adalah 130 desa.

c. Dampak program IDT terhadap kondisi sosial ekonomi dan
masyarakat pada umumnya adalah terdapat peningkatan penda-
patan melalui hasil usaha Kelompok Masyarakat.

JAWA TENGAH

Pelaksanaan APBN dan APBD 1997/1998

Pelaksanaan dari S5 jenis bantuan Inpres tahun 1997/1998 meliputi
1) Inpres Dati I.
Dana sebesar Rp. 70.210.189.000,- dengan realisasi keuangan 44

[+)

% dan fisik 33 % untuk 14 (empat belas) jenis Inpres Dati I.
Hambatan dalam pelaksanaan

- Revisi DIPDA sering terlambat karena menunggu pengesahan
SPABP.

Juklak

® 0500000060000 000
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- Juklak dari Pusat sering berbeda sehingga menyulitkan
Daerah. .

- Ketergantungan pelaksanaan proyek yang mendapat bantuan luar
negeri.

Inpres Dati II

Dana sebesar Rp. 361.872.001.000,- dengan realisasi keuangan

16 % dan realisasi fisik 22 %.

Hambatan dalam pelaksanaan

- Revisi SPABP (termasuk siplement/BLN) masih menjadi kewe-
nangan Pusat (di atas 20 %).

- Otoritas Pemimpin Proyek belum maksimal.

- Format laporan yang diminta Tim Pusat terlalu beragam.

Inpres Sarana Kesehatan

Tahun 1997/1998 memperoleh bantuan Pembangunan Sarana Keseha-

tan sebesar Rp. 38.646.117.000,- terdiri dari

a) Bantuan Pembangunan (sesuai SPABP) sebesar Rp.
34.104.842.000,- dengan realisasi keuangan 28 % dan
realisasi fisik 28 %

b) Rehabilitasi _
Dana sebesar Rp. 4.541.275.00 dengan realisasi keuangan 8%
dan realisasi fisik 10 % sampai akhir triwulan II.

Hambatan yang ada

- Besarnya jumlah bantuan rehabilitasi yang diterima belum
seimbang dengan tingkat kerusakan sarana sehingga banyak
yang belum dapat ditangani.

- Unit Cost untuk pengadaan masih dibawah harga dipasaran,
sehingga berpengaruh pada kualitas barang.

- Dalam perubahan revisi SPABP masih merupakan kewenangan
Pusat, sehingga memerlukan waktu atau birokrasi yang lama.

- Pengadaan Obat Daftar A, Bl dan B2 masih dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat.

Inpres Sekolah Dasar.

Tahun 1997/1998 memperoleh bantuan Pembangunan Sekolah Dasar

sebesar Rp. 79.837.887.000,- terdiri dari

a) Dana sebesar Rp. 31.969.884.000, - untuk Pembangunan BOP dan
BPORP (sesuai SPABP) dengan realisasi keuangan 26 % dan
realisasi fisik 40 %.

b) Rehabilitasi
Realisasi sebesar Rp. 47.868.003.000,- dengan realisasi

keuangan 27 % dan realisasi fisik 37 %.

Hambatan R R R



5)

- U1 =

Hambatan yang ada

- Dalam revisi SPABP masih merupakan kewenangan Pusat dan
merupakan waktu yang cukup lama, sehingga mempengaruhi waktu
pelaksanaan proyek.

- Dengan adanya musim penghujan terdapat sarana pendidikan
yvang rusak akibat Bencana Alam di beberapa Dati II di Jawa
Tengah, yang belum ditangani karena terbatasnya dana yang
dimiliki oleh Dati II serta belum masuk dalam DSP.

Inpres Bantuan Pembangunan Desa.

Dana Inpres Desa sebesar Rp. 55.419.000.000,- yang diperuntuk-
kan bagi Desa/Kelurahan di Jawa Tengah baik Desa IDT maupun
Desa Non IDT masing-masing menerima dana sebesar Rp.
6.500.000, -.

Realisasi keuangan dan fisik proyek s/d keadaan akhir bulan
Oktober adalah

- Keuangan telah teralisir sekitar 99 %.

- Perkembangan fisik Proyek rata-rata 28 %

Saran-saran

Memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menentukan arah dan
penggunaan Dana Bantuan Desa sesuai dengan potensi dan kondisi
daerah.

Pelaksanaan APBD TA. 1997/1998 sampai dengan triwulan ke II

Pendapatan Rp. 1.609.227.519.000
Realisasi 54 %.

Belanja Rutin Rp. 1.362.113.513.000
Realisasi 49 %.

Bel. Pembangunan Rp. 247.163.988.000
Realisasi 33 %.

Hambatan dalam pelaksanaan

1)

3)

4)

Petunjuk teknis penggunaan dana SDO dan Pedoman Penyusunan
APBD terlambat disampaikan kepada daerah.

Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Dati I tidak semuanya
melalui kas Daerah/BPD akan tetapi langsung lewat KPKN (Ditjen
Anggaran) . Sedangkan alokasi Belanjanya dianggarkan dalam APBD
Tingkat I sehingga Daerah akan mengalami kesulitan dalam
pertanggung jawabannya (SPJ)

Terlambatnya penyaluran/transfer dana dari Kas Daerah/BPD
kepada yang berhak menerima.

Kurangnya pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia
dibidang Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah.

Sidang Dewan eecececesosvocose
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Sidang Dewan yang kami hormati;
Selanjutnya kami laporkan,

C. BIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA.

KALTMANTAN SELATAN

Kebijaksanaan Zero Growth menentukan bahwa pengadaan dan
penempatan pegawai baru disentralisasikan pada Pemda Tk. I
sehingga sejak tahun 1994, Pemda Kodya Banjarmasin tidak
diberikan formasi baru. Mengingat beban tugas yang makin berat
dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan
juga makin tinggi, maka diharapkan kiranya kebijaksanaan Zero
Growth ini pada masa yang akan datang dapat ditinjau kembali.

SULAWEST SELATAN

Untuk mendorong peningkatan pendayagunaan Aparatur Negara maka
Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan telah mengalokasikan
dana dalam APBD tahun 1997/1998 sebesar Rp 3.010.490.000,-.
Kendala yang dihadapi dalam pendayagunaan Aparatur Negara, teru-
tama dalam hal tata kerja dan prosedure kerja antara lain:

1. Penetapan aturan dalam bidang kepegawaian tidak konsisten.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 yang mengatur
pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai negeri Sipil misalnya
Sarjana s/d golongan III/d tanpa melihat jabatan sedangkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1994 bagi PNS yang
menduduki jabatan, diberikan hanya 1 (satu) tingkat di atas
pangkat dasar jabatan itu, dan oleh karena itu sangat
menyulitkan penempatan dalam jabatan bagi seorang PNS yang
berpendidikan Sarjana dengan golongan III/a untuk diangkat
pada jabatan eselon V b yang pangkat dasarnya II/d dan pangkat
maksimal golongan III/a;

3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tidak
dilaksanakan secara optimal sehingga pengangkatan dalam
jabatan tidak didasarkan dari kemampuan teknis dan fungsional
serta kemampuan managerial PNS tetapi hanya mengutamakan
pendidikan struktural berdasarkan pada Keputusan BAKN Nomor 05
Tahun 1995 dan Keputusan Mendagri Nomor 75 Tahun 1995;

24. Pengangkatan R



Pengangkatan jabatan Eselon II oleh Menteri yang bersangkutan
memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi sehingga
mengakibatkan turunnya tingkat pelayanan karena jabatan
terlalu lama kosong;

Pelaksanaan kebijaksanaan Zero Growth dilihat dari kepentingan
daerah sangat merugikan daerah karena jumlah PNS yang pensiun
pada daerah lebih besar dari jumlah alokasi formasi pada
setiap tahun anggaran yang dialokasikan di daerah.

Kendala yang dihadapi dalam penyiapan aparat Pemda adalah
sistem pendidikan bagi PNS tidak diarahkan pada kemampuan
teknis tetapi lebih banyak diarahkan pada kemampuan kepe-
mimpinan sehingga PNS lebih mengejar diklat struktural
daripada diklat teknis dan diklat fungsional yang sangat
diperlukan dalam memberikan keterampilan atau profesionalisme
dalam bidang tugasnya.

TIMOR TIMUR

Mekanisme pemerintahan terutama di tingkat desa sampai dengan
Kabupaten belum berjalan mulus dikarenakan kualitas PNS yang
belum memadai, antara lain buta huruf, keterampilan kurang,
dan masih lemahnya pemahaman terhadap bidang tugasnya masing-
masing.

Rendahnya kualitas SDM menimbulkan berbagai permasalahan,
antara lain, lahirnya kelompok masyarakat tersisih, akibat
rendahnya partisipasi mereka dalam pembangunan. Kelompok ini
pada gilirannya cenderung skeptis, cemburu terhadap keberhasi-
lan penduduk pendatang yang kebetulan pada umumnya menganut
agama yang berbeda. Masyarakat mudah terkena agitasi dan mudah

marah, sehingga mudah dimanfaatkan oleh para klandestin yang
anti Republik Indonesia.

Pelaksanaan Dinas khususnya Dinas yang baru dibentuk maupun
urusan yang telah diserahkan belum sepenuhnya dilaksanakan.
Hal ini disebabkan karena belum terisinya semua formasi pada
Dinas-dinas tersebut baik eselon III, IV maupun eselon V.

Secara idiologis, kendala yang dihadapi masih adanya kelompok-
kelompok kecil tertentu, baik elite atau tokoh masyarakat yang
tidak mau meninggalkan idiologi lama. Sikap ini mempengaruhi
lingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan sikap keragu-
raguan masyarakat dalam menerima Ideologi Pancasila, terutama
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dilakukan oleh kelompok yang anti integrasi maupun anti
Pemerintah RI melalui manuver-manuver politik, baik di dalam
maupun di luar negeri.

5. Infrastruktur politik, walaupun sudah terwadahi dalam parpol

atau Golkar, namun masih terasa sistem politik lama. Tokoh
masyarakat dan aparat pemerintah, terutama di tingkat desa
dan kecamatan, terkadang masih terpengaruh gaya lama.
Dengan demikian masalah atau kasus sekecil apapun yang terjadi
dalam masyarakat yang dapat mengganggu dan mengancam jalannya
pemerintahan dan pembangunan harus ditindak tegas sesuai
dengan hukum yang berlaku.

JAWA TENGAH

1. Realisasi anggaran Sub Sektor PAN dalam TA. 1997/1998 yang
dialokasikan di Pemda Tingkat I Jawa Tengah, pada Biro Kepe-
gawaian tidak terdapat anggaran sub sektor PAN.

2. Dalam penerimaan pegawal baru untuk mendapatkan calon pegawai
yang berkualitas dan terampil serta siap pakai dengan menerap-
kan persyaratan sebagai berikut
- Kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan
- Batas usia minimal dan maksimal
- Batas nilai untuk memperoleh calon pegawai berkualitas.

3. Tiap-tiap Dati II menerbitkan buku petunjuk pelayanan masyara-
kat yang disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Agar peng-
hargaan dari Pusat berupa Piala ABDI SATYA BHAKTI dapat diber-
ikan kepada seluruh aspek pelayanan masyarakat supaya lebih
memberikan semangat untuk meningkatkan pelayanannya.

D. BIDANG PENGAWASAN.

KALIMANTAN SELATAN

1. Penyimpangan yang menonjol di bidang keuangan dan pembangunan
sejak tahun pertama Repelita VI sampai sekarang adalah
a) Penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara.
- Kemahalan harga atas pengadaan barang dan jasa.
- Realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak
(kekurangan volume)

b) Belum P I IR R RN SR BN W
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b) Belum memadai pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional oleh
1) Instansi Penggerak
- Struktur organisasi sudah terbentuk, tetapi belum ada
uraian tugasnya.
- Belum terbentuknya Tim Pengendali dan Pengawas GDN.
2) Instansi operasional.
Terdapat instansi yang belum membuat uraian tugas pene-
gak disiplin, petunjuk resmi, pelaporan dan evaluasi
mengenai budaya bersih, budaya tertib, dan budaya kerja.

2. Pelayanan kepada Masyarakat.
Pelayanan kepada masyarakat masih belum memadai dan memakan
waktu yang lama, disebabkan lemahnya pengendalian intern dan
Waskat. Hal ini dapat terlihat dari
- Belum transparannya mekanisme pelayanan kepada masyarakat.
- Belum adanya standar waktu pelayanan.
- Kurangnya kualitas SDM.
- Sarana dan prasarana kurang memadai.

SULAWESI SELATAN

PENGAWASAN BPKP

Berkat adanya kerjasama antar Aparat Pengawasan Fungsional maka
Sinergi Pengawasan sudah berjalan lebih baik, diantaranya nampak
adanya koordinasi kerja pada pemeriksaan reguler maupun
pemeriksaan khusus dan berkurangnya pemeriksaan yang tumpang
tindih pada obyek pemeriksaan yang sama.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP dihadapkan pada kendala-
kendala yang mempengaruhi baik kelancaran pelaksanaannya maupun
hasil yang diperolehnya antara lain

- Belum tersedianya gedung kantor sendiri yang dapat menampung
seluruh kegiatan dan personil yang ada.

- Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal
11 PP Nomor 16 tahun 1994 ditetapkan dengan Keppres. Keppres
Jabatan Fungsional Auditor dimaksud belum ada sehingga dapat
menghambat profesionalisme auditor.

TIMOR TIMUR

Lembaga yang secara teknis melakukan pengawasan oleh BPKP di
Propinsi Timor Timur belum terbentuk. Saat ini BPKP berkedudukan
di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu diusulkan agar BPKP di Timor
Timur segera dibentuk untuk mengefektifkan pengawasan pembangunan

dan keuangan R EEEEEEEE
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dan keuangan.

JAWA TENGAH

1. Tindak lanjut terhadap aparat yang melakukan penyimpangan,
direkomendasikan untuk dikenakan sanksi sesuai dengan PP nomor
30 Tahun 1980. Apabila personil tersebut melakukan tindak
pidana yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (UU
Nomor 3 Tahun 1971) penanganan selanjutnya diserahkan pihak
Kejaksaan.

2. Faktor dominan penyebab terjadinya tindak penyimpangan oleh
aparat di bidang pelayanan masyarakat adalah

a. Lemahnya pengawasan melekat.

b. Lemahnya SDM.

c. Satuan kerja atau pejabat yang diberi tanggung jawab
menguji jalannya sistem dan prosedur tidak berfungsi dengan
baik.

d. Tidak ada koordinasi antar instansi sehingga tidak jelas
siapa yang berwenang mengambil keputusan.

e. Masyarakat buta terhadap persyaratan yang perlu dipenuhi.

Sidang Dewan yang kami hormati;
Selanjutnya kami laporkan

BIDANG PERTANAHAN.

KALIMANTAN SELATAN

1. Dalam rangka pelaksanaan UU no. 24 tahun 1992 tentang Penataan
Ruang, dan Keputusan Meneg. Agraria/Kepala BPN no. 2 Tahun
1993 tentang Ijin Lokasi, telah dibentuk Peraturan Daerah no.
3 Tahun 1993. Izin lokasi yang telah diberikan sampai dengan
Nopember 1997 berjumlah 411 buah dengan luas 633.598 ha.

2. Hambatan di dalam pengadaan tanah baik untuk kepentingan
pemerintah maupun untuk kepentingan umum
a. Plafon anggaran biaya dalam DIP sering lebih kecil dari
jumlah biaya ganti rugi tanah dan bangunan.
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b. Rencana lokasi proyek sering tidak mempunyai pilihan lain,
sedang harga tanah tinggi.

c. Dualisme perizinan masih ditemukan sehingga dirasakan
adanya egoisme sektoral dan instruksi Presiden no. 1 tahun
1976 tidak bisa dilaksanakan secara efektif. Dalam menentu-
kan batas luas tata Guna Hutan Kesepakatan selalu ditemukan
perbedaan dengan Departemen Kehutanan sehingga masih ada
pelepasan kawasan hutan walaupun di dalam RTRW bukan meru-
pakan kawasan hutan.

Hambatan dalam pensertifikatan tanah peserta transmigrasi

a. Peserta transmigrasi berpindah atau meninggalkan lokasi
transmigrasi sehingga tanah menjadi terlantar atau digarap
orang lain.

b. Lokasi terkena kawasan hutan, sehingga harus menunggu SK
pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.

c. Dana untuk pensertifikatan tanah transmigrasi sangat
terbatas.

SULAWEST SELATAN

1.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi
Selatan terdiri dari 23 Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota-
madya. Biaya dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama maupun
Pendaftaran Derivatif telah mengacu kepada peraturan
perundangan yang berlaku.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya telah dipasang

papan prosedur dan biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka
permohonan hak dan pensertifikatan tanah. Telah ditetapkan
pula 3 (tiga) Kantor Percontohan Model yaitu Kantor Pertanahan
Kotamadya Ujung Pandang, Kantor Pertanahan kabupaten Gowa dan
Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.

Kantor Wilayah BPN Prop. Sulawesi Selatan telah membina
Kelompok-kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan
(POKMASDARTIBNAH) dengan mengadakan kegiatan penyuluhan dan
pembinaan kepada masyrakat tentang hukum pertanahan. Kegiatan
ini telah dicanangkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi
Selatan pada tanggal 10 Juli 1997 di Kabupaten Takalar.

Kasus-kasus pertanahan yang menonjol dalam 2 (dua) tahun

terakhir antara lain adalah mengenai kepemilikan dan
kewarisan.

Timor Timur Ceesos e 0060



TIMOR TIMUR

1. Pelaksanaan UUPA di Wilayah Timor Timur meliputi
a. Penataan penguasaan tanah yang diarahkan agaf
pemanfaatan tanah dapat mewujudkan kesejahteraan bagi
seluruh rakyat.
b. Penataan penggunaan tanah yang dimaksud agar
pemanfaatannya dapat mewujudkan kemakmuran rakyat.
c. Penataan aspek hukum pertanahan yang dilaksanakan dengan
memperhatikan
* Kepastian hak atas tanah.
Fungsi sosial hak atas tanah.
Batas maksimum pemilikan tanah pertanian dan perkotaan.
* Pencegahan penelantaran tanah.

*

*

2. Untuk mendukung pelaksanaan UUPA, pada tahun 1991 telah dike-
luarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Ketentuan Kon-
versi Hak-hak Atas Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor
Timur.

Untuk konversi bekas hak Portugis telah berjalan dengan baik

walaupun ada kendala-kendala sebagai berikut

a. Dokumen tanah yang tidak lengkap.

b. Banyak dokumen vyang hilang atau terbakar pada waktu
perang saudara.

c. Belum atau tidak adanya Lembaga penterjemah Dokumen
Portugis. '

d. Untuk mengetahui kebenaran data subjek dan objek dalam
dokumen Portugis, memerlukan kesabaran dan penelitian
berkas yang cermat. ,

e. Belum adanya peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 34 Tahun
1992.

JAWA TENGAH

1. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program

pertanahan Tahun 1997/1998

a. Keterbatasan jumlah dan kemampuan personil dibandingkan
dengan beban tugas.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana

c. Keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap hukum
pertanahan

d. Kurang lengkapnya data pertanahan yang dimiliki.
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2. Berbagai permasalahan pertanahan dan pemecahannya

a. Belum tertibnya Administrasi (Sertifikat) sehingga perlu
adanya penertiban melalui Catur Tertib Pertanahan guna
mencegah terjadinya sengketa atau masalah tanah.

b. Belum tertatanya bidang tanah yang sesuai dengan rencana
pembangunan dan penggunaan tanah sehingga perlu mendapatkan
perhatian penataan atau konsolidasi tanah perkotaan maupun
pedesaan.

c. Pemerataan kepemilikan tanah bagi petani yang belum
memiliki tanah, sampai saat ini belum terlaksana karena
obyeknya tidak ada.

d. Kurangnya data-data pendukung sehingga perlu ada pengukuran
maupun pemetaan guna melengkapi data-data berbagai aspek
pertanahan.

3. Kasus-kasus pertanahan yang menonjol dalam 2 tahun terakhir.
a. Kasus Tanah Tawangmangu.

Kasus Tanah Perdikan Desa Kadilangu.

Kasus Tanah PJKA.

Pungutan ikutan di luar ketentuan yang berlaku.

a0 o

F. BIDANG BP-7.

SULAWEST SELATAN

1. Untuk mengantisipasi masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar
Golongan) dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama dan
mensukseskan pembangunan di daerah, BP-7 Sulsel menempuh
upaya-upaya sebagai berikut:

- Memasukkan materi Kewaspadaan Nasional dalam penataran P-4

- Mensosialisasikan tri kerukunan beragama dalam penataran
P-4.

- Melaksanakan penataran P-4 bagi tokoh-tokoh agama.

2. Untuk kelancaran tugas .
- Perlu bantuan sarana gedung kantor dan ruangan penataran’
bagi BP-7 Tingkat II.
- Perlu bantuan mobilitas baik BP-7 Tingkat I maupun BP-7
Tingkat II berupa kendaraan roda empat dan roda dua.
- Perlu bantuan untuk BP-7 Tingkat II peralatan penataran
seperti OHP, Sound System, mesin ketik dan komputer.

Timor Timur e s e s ess s e



TIMOR TIMUR

1. Secara kualitatif hasil yang telah dicapai selama 4 (empat)
tahun terakhir, BP-7 Tingkat I telah berupaya meningkatkan
kegiatan penataran P-4 maupun non penataran dan telah ditatar
sebanyak 106.436 orang.

2. Sedang hasil evaluasi BP-7 Dati I Timor Timur mengenai dampak
penataran P-4 terhadap pola kehidupan masyarakat di Propinsi
Timor Timur adalah sebagai berikut
a. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan
kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

c. Meningkatnya kesadaran dalam menggunakan hak dan politik-
nya secara luber pada Pemilihan Umum.

d. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat memenuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Upaya yang dilakukan BP-7 Dati I Timor Timur untuk menganti-
sipasi masalah SARA dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup
umat beragama antara lain
a. Meningkatkan Pemasyarakatan dan Pembudayaan P-4 khusus-
nya bagi Tokoh Agama dan generasi Muda.

b. Ikut mendukung pembentukan forum diskusi dan konsultasi
antar umat beragama di Propinsi Timor Timucr. ,

c. Ikut mendukung sepenuhnya kerjasama 3 pilar antara
Pemerintah, ABRI dan Gereja.

JAWA TENGAH

1. Yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas BP-7 di daerah
a. Prasarana.
Pengadaan Gedung Kantor BP-7 di Dati II
b. Sarana
- Bantuan mobilitas yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
- Bantuan sarana Kantor berupa komputer, faxcimile.
¢. Personalia
- perlu adanya peningkatan kualitas SDM dalam bentuk
peningkatan pendidikan.
- penambahan jumlah personil dengan penerapan pola
maksimal. )
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BIDANG KEARSIPAN.

SULAWESI SELATAN

ANRI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan
kegiatan-kegiatan koordinasi pembinaan kearsipan dinamis dengan
instansi Pemerintah serta penyimpanan, pengolahan dan
pendayagunaan arsip statis, baik di Sulawesi Selatan maupun di
daerah-daerah lainnya di Kawasan Timur Indonesia.

Unit-unit kearsipan pada instansi-instansi Pemerintah telah
melakukan upaya-upaya pengelolaan atau penataan arsip di
instansi masing-masing meskipun belum memadai.

Kantor Arsip Daerah Tingkat I Sul-Sel telah terbentuk, untuk
pelaksanaan tugas dan fungsinya masih dalam proses pemantapan.

Tenaga arsiparis masih sangat terbatas jumlahnya, tunjangan
arsiparis pada instansi-instansi vertikal dari APBN, sedangkan
arsiparis PEMDA dari APED.

Kendala dalam penyelenggaraan kearsipan daerah
- Sarana, prasarana, dan dana kearsipan terbatas.
- Tenaga profesional dibidang kearsipan masih minim.

JAWA TENGAH

Propinsi Jawa Tengah mempunyai program tertib Arsip dengan
semboyan "Tiada hari tanpa Menata arsip".
Kendala yang dihadapi

Kurangnya tenaga arsiparis.

Kurangnya kesadaran akan tertib arsip.

Belum memasyarakatnya keberadaan, tugas dan fungsi Arsip
Nasional Wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Kurangnya perhatian dari Pimpinan.

Pengolahan arsip masih secara manual, penyimpanan masih

sederhana.
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SARAN-SARAN

KALIMANTAN SELATAN

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan penyelesaiannya

adalah

1. Pembentukan Kotatip Banjarbaru menjadi Kotamadya.

2. Pemindahan ibukota propinsi Kalimantan Selatan dari
Banjarmasin ke Banjarbaru.

SULAWEST SELATAN

1. Dalam upaya memperlancar dan lebih meningkatkan kinerja BPKP
kiranya mendapatkan perhatian dan prioritas pembangunan Gedung
BPKP wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Dalam upaya peningkatan kinerja PNS khususnya peningkatan

kemampuan teknis agar lebih memperbanyak jenis pendidikan' yang
bersifat teknis dan fungsional.

TIMOR TIMUR

1. Pengisian jabatan terutama pada instansi vertikal agar diberi
kesempatan kepada putra Timor Timur secara lebih seimbang.

2. Agar lebih bijaksana dalam menangani tokoh-tokoh Timor Timur

yang kecewa karena tidak punya peran formal dalam pembangunan
di Timor Timur.

JAWA TENGAH

1. Perlu diusahakan adanya pengamanan penyimpanan data-data
pertanahan berupa mikrofilm pada Kantor BPN.

2. Agar supaya ditindak lanjuti usulan Daerah Administratif
Purwokerto menjadi Daerah Kotamadya Purwokerto.

Sidang Dewan .c.ceeeceesee
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Sidang Dewan yang terhormat;

Demikianlah Laporan hasil Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Propinsi Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan, Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur,
dan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Reses Masa
Persidangan II Tahun Sidang 1997-1998 ini kami sampaikan.

Komisi II DPR-RI‘mengharapkan agar masalah-masalah yang meru-
pakan hasil temuan dari aspirasi daerah yang telah disampaikan dalam
bentuk laporan ini berikut lampirannya akan mendapatkan prioritas
perhatian serta penanganan oleh Pemerintah, sedangkan temuan/masuk-
kan dari masyarakat akan diajukan dalam Rapat Kerja, karena masalah
tersebut menyangkut kebutuhan yang sangat mendesak yaitu pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, pengentasan kemiskinan serta untuk
menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung
jawab.

Terlaksananya dengan baik Kunjungan Kerja yang dapat dinilai
positif dan bermanfaat tersebut tidak terlepas dari bantuan dan
dukungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Pemerintah
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat I Timor
Timur, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan seluruh jajaran-
nya di Tingkat II yang dikunjungi Tim Komigi II serta semua pihak
vang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sehubungan dengan itu,
Tim Kunjungan Kerja Komigi II menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikian pula ucapan terima kasih dan penghargaan ini kami
sampaikan kepada segenap jajaran media massa cetak maupun elektronik
yang sedang meliput dan akan menyiarkan laporan ini kepada masyara-

kat di seluruh penjuru tanah air.

Semoga laporan Kunjungan Kerja ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KELUA RAPAT “.‘..Q...O......0.00.
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KETUA RAPAT

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Komisi II
yang telah membacakan laporannya, dengan nada suara yang lantang
dari pertama sampai kalimat terakhir, sehingga Anggota yang ter-
hormat tidak ada yang ngantuk. Ini usulannya menggunakan angka 2
semua, Kalimantan Selatan 2 usulan, Sulawesi Selatan 2 usulan,
Timor Timur 2, Jawa Tengah 2. Ini penggemar angka 2 saya kira
ini, kapan-—-kapan 1 dan kapan-kapan 3.

Saya kira apa yang telah disampaikan sudah cukup jelas, di
sinipun saya Kira Wakil Pemerintah mendengarkan dengan cermat,
banyak masalah-masalah yang disampaikan, saya kira dengan cukup
transparan, di samping kemarin kita mencermati kegiatan Komisi ke
daerah 1itu banyak kita bisa mengikuti lewat media massa, yang
hampir tiap hari saya betul rajin mengklipingnya, 1itu muncul
diangkat berbagai temuan yang didapat di daerah. Saya mencatat
barangkali hanya sekedar saja, karena nanti akan ada tindak
lanjutnya di masing—-masing Komisi 1itu antara lain dengan lantang
tadi dibacakan penyebab terjadinya penyimpangan, lemahnya penga-
wasan melekat, lemahnya sumber daya manusia, satuan kerja atau
pejabat yang diberi tanggungjawab menguji jalannya sistem dan
prosedur tidak berfungsi dengan baik, tidak adanya koordinasi
antara koordinasi antar instansi, sehingga tidak jelas siapa yang
berwenang mengambil keputusan.

Yang terakhir masyarakat buta terhadap persyaratan yang
dipenuhi, saya kira ini tidak ada yang lebih jelas dari pada ini,
di luar sana masyarakat sekarang sedang menunggu-nunggu, saya
baru diskusi di Ul, beberapa hari yang lalu di Gama, dalam suatu
Sholat Tarawih apa yang antara lain yang ingin mereka dambakan.
OPR yang berfungsi dengan baik, kemudian Pemerintah yang mampu
dikontrol, itu dengan jelas disampaikan pada waktu saya 1ikut
Sholat Tarawih, di sini ada Pemerintah mendengar TJaporan yang
begitu TJlantang disampaikan, mungkin periu dilacak, tadi ada
pengurusan pangkat eselon II yang lama dan mahal, sudah 1lama,
mahal lagi. Kalah mahal cepat, itu seperti Pos Kilat, ongkosnya
besar, cepat urusannya. Tetapi ironis juga 1ini, ini periu di
cek, kenapa mahal urusan pangkat untuk eselon II, tetapi ini
menarik, dalam kita sekarang menghadapi perscalan-persoaian yanhg
menimbulkan dampak yang luar biasa akhir secara akumulasi, kira-
kira ini perlu mendapat perhatian yang lebih khusus,

Tetapi +vcvevennsss
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Tetapi hanti saya mengharapkan pada pembicaraan dengan
Komisi, kalau betul-betul itu menyangkut kepentingan orang
banyak, saya kira Kita tidak perlu ragu-ragu untuk menyampaikan
itu.

Pemerintah juga tidak perlu ragu—ragu, tidak perlu juga
kebakaran jenggot kalau menerima kritik, saran dan sebagainva.

Saya Kira itu untuk kepentingan bangsa dan negara.

Terima kasih kepada Komisi 1I, mari kita dengar laporan dari
Komisi III.

Kami persilakan.

KOMISI III .........
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. KOMISI IIT ( IR. GATOT ADJISOETOPO ) :

_ LAPCRAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI

DALAM RESES MASA PERSIDANGAN I1 TAHUN SIDANG 1997-1998

PENDAHULUAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yth. 8dr. Pimpinan Sidang;

Yth. Sdr. Para Wakil Pemerintah;

Yth. Para Anggota Dewan; , T
Hadirin, Sidang Dewan Yang Kami Muliakan..

Sebelum kami menyampaikan laporan kunjungan kerja ini,
marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat,
taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga
kits dapat menghadiri dan mengikuti jalannya sidang dalam
rangka penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Para
Anggoita DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan II Tahun

Sidang 1997/1998. ' ’ '

Hadirin Yang Kami Muliakan

Berdasartkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 4
Desember 1997, Keputusan Rapat Komisi I11 DPR-RI tanggal
18 Nopember 1997 dan Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI
Nomor Z24/PIMP/I1/1997-199%8 tanggal 8 Desember 1997,
Komisi 111 DPR~-RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja
dengan mengirim 4 {empat) Tim, yaitu :

1. 1 (satu) Tim ke Propinsi Dati I Sumatera Utara yang
dipimpin oleh Sdr. Drs. H. Loekman/Wakil Ketua Komisi
II1 DPR-RI dengan 7 anggota dan dilaksanakan selama
6 {enam) hari, mulai tanggal 14 s/d 19 Desember 1997.

2. 1 (satu) Tim ke Propinsi Dati I Riau yang dipimpin
oleh Sdr. Slamet ST/Wakil Ketua Komisi III DPR-EI
dengan 8 anggota dan dilaksanakan selama 6 (enam)
hari, mulai tanggal 14 s/d 19 Desember 1%97.

3. 1 (satu) Tim ke Propinsi Dati I Kalimantan Barat yang
dipimpin oleh Sdr. Ir. Umbu Mehang Kunda/Ketua Komisi
111 DPR-RI dengan 8 anggota dan dilaksanakan selama 3
(lima) hari, mulai tanggal 14 s/d 18 Desember 1997.

h- 1 (satu) EEREN
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4, 1 {satu) Tim ke Propinsi Dati I Kalimantan Tengah yang

dipimpin oleh Sdr. Drs. §. Massardy Kaphat/Wakil Ketus

Komisi III DPR-RI dengan 8 anggota dan dilaksanakan
selama 6 (enam) hari, mulai tanggal 14 s/d 19 Desember
1997.

Selain kunjungan dalam bentuk Tim, para anggota Komisi III
DPR-RI juga melaksanakan kunjungan kerja dalam bentuk
perorangan ke daerah pemilihan atau daerah domis ilinya
masing-masing.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerje tersebut telah dilakukan
pula peninjauan ke berbagai lapangan, diskusi dengan para
pejabat dari obyek yang ditinjau dan terkait dengan
pembangunan Pertanian, Kehutanan, Transmigrasi & PPH serta
Bulog, dan dialog yang cukup intensif dengan para petani dan

transmigran pada khususnya serta masyarakat pada umumnya di

sekitar lokasi yang ditinjau.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Komisi IIlI DPR-RI telah
membuat laporan secara lengkap. Namun mengingat waktu yang
tersedia, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah kami
membacakan bagian-bagian yang terpenting dari keseluruhan
laporan kunjungan kerja ini. :

Dalam laporan ini kami susun sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

I11. BIDANG PERTANIAN
I1T.BIDANG KEHUTANAN

IV. BIDANG TRANSMIGRASI & PPH
V. BIDANG PANGAN DAN BULOG
VI. PENUTUP

I1. BIDANG PERTANIAN

1. Tanaman Pangan dan Hortikultura di Propinsi Riau

Kemarau dan kekeringan yvang melanda Propinsi Riau
menyebabkan di beberapa lokasi pertanaman pangan dan
hortikultura mengalami kekeringan, bahkan ada yang tidak
memberikan hasi! sama sekali {puso}.

Dari 51.9%50C Ha tanaman padi yang direncanakan per
tanamannya pada MT. 1997 baru terealisasi 36.358 Ha
(69,98%). Dari 36.358 Ha per tanaman padi tersebut,
hingga akhir Oktober 1997 seluas 10.487 Ha mengalami
kekeringan dan dari areal yang terkena kekeringan
tersebut 4.908 Ha mengalami puso.

Berdasarkan ramalan III dari BPS, akibat kekeringan di
Propinsi Riau, Produksi padi untuk tahun 1997 menurun
54.567 ton GKP (-11,81%) dibanding produksi tahun 1996.

Dengan terjadinya penurunan produksi padi tahun 1997
sebesar 11,81% dibanding tahun 1996, diperkirakan untuk
tahun 1998 terjadi kekurangan beras sebesar 190.000 ton.

Dalam rangka menanggulangi dampak kekeringan tersebut,
jajaran Kanwil Departemen Pertanian telah dan akan
mengupayakan langkah-langkah seperti percepatan penanaman

MT 1997/1998 ceeeecennsons
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MT 1997/1998 dengan usaha menambah dan mempercepat
penyediaan/bantuan sarana produksi benih, pupuk,
pestisida, hand traktor, dll, memperluas target penanaman
padi dari sekitar 80.000 Ha menjadi 100.000 Ha,
mengupayakan benih sejumlah 256,85 ton (50,8 ton ABT
Pusat, 85 ton ABT Tingkat I, 56 ton ABT Tingkat II, 65
ton Dinas Tingkat 1).

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan pokog
vang dihadapi antara lain

Produktivitas rendah yang disebabkan antara lain oleh
karena kemampuan dan swadaya pengadaan bibit bermutuy
masih rendah, sistem pengolahan tanah masih tradisional
dan sikap masyarakat yang mengolah tanah sesuai
keperluannya ssja sehingga masih banyak lahan tidur,
penanganan pasca panen dan pemasaran hasil produksi lemah
sehingga kurang menjamin sistem usaha tani yang
berkelanjutan serta pelaksanaan agribisnis.

Disamping itu, dukungan peralatan untuk percepatan MT
1997/1998 yang berupa hand tractor, belum turun serta
sarana dan prasarana penyuluhan di lapangan masih
terbatas.

Oleh karena itu, Komisi III DPR-RI mengharapkan kiranya
instansi terkait dapat menempuh berbagai langkah
strategis dalam upaya mengatasi permasalahan sebagaimana
tersebut di atas antara lain dengan meningkatkan motivasi
masyarakat/petani untuk mau dan mampu mengolah tanah
pertaniannya melalui penyuluhan yang lebih intensif,
penanganan pasca panen, penyediaan alat-alat pertanian
vang modern, dli. '

Perkebunan vang Dikelola oleh PTPN V Sei Pagar, Kabupaten
Kampar

PT. Perkebunan Nusantara V merupakan hasil! konsolidasi
dari wilayah pengembangan PTP II, IV dan V yang terletak
di Propinsi Riau. Sedangkan secara administratif wilayah
kerja PTPN V terletak di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu
Kampar, Bengkalis dan Indragiri Hulu.

Wilayah pemasarannya, baik untuk memenuhi kebutuhan
iokal-regional, nasional, maupun internasional (ekspor)
melalui Kantor Pemasaran Bersama. :

Secara efektif PTPN V mulai beroperasi sejak tanggal 9
April 1996, yaitu dengan dilantiknya Direksi dan Dewan
Komisaris secara lengkap oleh Menteri Pertanian.

Mengenai luss tanaman, terdiri dari kebun inti dan kebun
sendiri yang dikelola adalah 71.839 Ha, yaitu 56.069 Ha
kelapa sawit, 14.545 Ha karet, dan 1.224 Ha Kakao.

Disamping kebun yang dimiliki sendiri, PTPN V melakukan
kemitraan dengan petani peserta kebun/plasma yang
meliputi areal seluas 74.526 Ha dengan jumlah petani
peserta sebanyak 35.672 Kepala Keluarga. '

Dimana

e 000000000
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Dimana sampai dengan 10 Maret 1996, tahan untuk PIR-BUN
yang belum dikonversi seluas 2.434 Ha/1.242 KK, yaitu lahan
yang berasal dari pengelolaan eks PTP V.

Adapun PIR-Transmigrasi (PIR-Trans) yang dikelola PTPN V
seluas 12.000 Ha, yaitu berupa kebun plasma Kkelapa sawit
untuk 6.000 KK petani peserta yang berlokasi di kebun Sei
Pagar 6.000 Ha dan Sei Intan 6.000 Ha. Dari luas kebun PIR-
Trans seluas 12.000 Ha, yaitu 5.914 Ha/2.957 KK yang telah
dikonversi untuk kebun Sei Intan (sisa 86 Ha/43 KK),
sedangkan untuk kebun Sei Pagar yang sudah dikonversi
seluas 5.110 Ha/2.555 KK (sisa 890 Ha/445 KK).

Namun demikian, Komisi III DPR-RI dalam peninjauan di
lapangan mempercleh informasi bahwa masih terdapat masalah-
masalah yang dihadapi oleh PTPN V, yaitu antara laid

a. Karena PTPN Nusantara V merupakan konsolidasi dari
proyek~proyek PTP 11, IV dan V, maka PTPN V belum
memiliki kantor pusat yang permanen. Hal tersebut
menimbulkan masalah dalam komunikasi dan koordinasi.

b. Norma dan standar kerja masih beragam tergantung kepada
PTP asal, sehingga diperlukan waktu yang lama untuk
menyeragamkannya.

c. Berhubung adanya pabrik/perusahaan swasta di luar PTPN V
yang sanggup membeli TBS (Tandan Buah Segar) dengan
harga yang lebih tinggi dari harga ysang ditentukan cleh
PTPN V, hal ini dapat menimbulkan keresahan pihak petani
PIR BUN, karena ingin menjual TBS-nya keluar (dengan
harga yang lebih tinggi/harga TBS di luar * Rp. 300,-
/Kg), sedang harga TBS di PTPN V % Rp. 250,- /kg. Hal
ini terjadi disebabkan adanya perbedaan perlakuan
terhadap PTPN V dan pabrik swasta dimana pabrik swasta
dapat mengekspor hasil kelapa sawit (CPO) di lain pihak
PTPN V diijinkan mengekpor sebesar 30 % dan 70 % untuk
kepentingan dalam negzri. '

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Komisi III DPR-
RI mengharapkan kepada pihak Departemen Perindustrian dan
Perdagangan untuk ikut membantu dengan berbagai alternatif
pemecahannya seperti perlakuan yang sama antara PTPN V
dengan perusahaan swasta dalam pemasaran produk (CPC). Di
lain pihak PTPN V hendaknya segera menyeragamkan norma dan

standar kerja perusahaan dJdalam rangka lebih meningkatkan
manajemen perusahsaan.

Rehabilitasi Pertapnaman Jeruk Siam di Kec. Tebas., Kab,
Sambas '

Dalam rangka Kunjungan Kerja ke Kalimantan Barat Tim Komisi
III DPR-RI, diantaranya meninjau rehabilitasi tanaman jeruk
Pontianak yang akhir-akhir ini produksinya merosot.

Keadaan tanaman Jeruk Siam sampai dengan tahun 1986
tercatat seluas 4.615 Ha atau 1.845.886 pohon, kemudian

belr‘kembang e0s 00005 T @



berkembang menjadi 6.836 Ha dengan jumlah pohon 2.734.552
pohon, berarti Kkenaikan tanaman seluas 2.221 Ha atau
888.666 pohon.

Pada tahun 1996 dilaksanakan pendataan kembali, ternyata
luas tanaman Jeruk menjadi 6.227 Ha atau 2.490.657 pohon,
berarti ada penurunan luas tanaman seluas 609 Ha atau
243.895 pohon akibat adanva hama penyakit, tanaman tidak
terawat dan sudab tua.

Sejak tahun 1997 tampaknya  tanaman Jeruk kelihatan semakin
parah, dan setelah didata ulang ternyata luas tanaman hanya
tersisa 1.631 Ha atau jumlah pohon 652.344 pohon, dengan
keadaan tanaman vang memprihatinkan, disamping karena
sebagian tanahnya memang kurang cocok untuk tanaman jeruk.
Dengan demikian kehilangan tanaman seluas 4.596 Ha atau
1.838.313 pohon.

‘Berdasarkan hasil penelitian ahli jeruk dari FAO (PPB) dan
Badan Litbang Dep. Pertanian pada tahun 1988 dan 1590, umur
maksimal tanaman jeruk yang berasal cangkokan hanya
bertahan selama 15 tahun. Apalagi dengan penggunaan bibit
yang sudah turun temurun tanpa seleksi yang ketat, maka
diprediksi pada umur 3 tahun akan mudah terserang penyakit.
Misalnya bibit tanaman jeruk cangkokan yang ditanam pada

tahun 1980, telah mengalami kematian pada tahun 1994 dan

1985.

Sehubungan dengan pengembangan rehabilitasi tanaman jeruk
Siam di Kecamatan Tebas Pontianak, Komisi TII DPR-PRI
mencatat bahwa saat ini Pemerintah sedang mengupayvakan
berbagai kegiatan seperti

a. Melalui Inpres 1996/1997 dilaksanakan pengembangan
tanaman Jeruk di Desa Seberkat dengan luas tanaman 50 Ha
dengan jumlah petani 100 orang yang direalisir bulan Mei
1997. Varietas yang ditanam adalah Lumajang, Siam
Madura, Batu 55, Tejakula, Denci, Beauty, Keprok Betawi
dan Selayar.

b. Melalui Inpres 1987/1998 telah diadakan rehabilitasi
tapaman Jeruk Siam di Desa Tebas Sei dengan luas tanaman
40 Ha dengan jumlah petani 108 orang yang direalisir
pertengahan Desember 1997 dan menggunakan bibit cangkok:
varietas Siam.

Disamping itu, Pemerintah juga melaksanakan upaya-upaya
antara lain yaitu

a. Meningkatkan produksi/penyediaaﬂ bibit jeruk unggul dan
sehat yang telat dirintis sejak tahun 1992 melalui
beberapa jenis pohon induk di BBI Anjungan dengan sistem
blok pondasi. :

b. Melakukan pemetaan lahan yang cocok bagi tanaman jeruk,
baik di lahan basah maupun lahan kering.

Ce Mengendalikan R

PR
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¢. Mengendalikan perluasan areal tanaman jeruk yang akan
datang agar seimbang dengan kebutuhan pasar.

Dari hasil pengamatan dan pemantauan Komisi 111 DPR-RI
serta hasil dialog dengan para petani jeruksy disimpulkan
bahwa ‘

a. Keberadaan tanaman jeruk di Kalimantan Barat khususnya
di Kabupaten Dati I! Sambas pernah menjadi primadona
bagi pendapatan masyarakat petani jeruk maupun
pendapatan Pemerintah Daerah. 4‘ .

b. Kondisi russknya pertanaman jeruk yang saat ini terjadi
terutama disebabkan oleh karena masalah teknis budidaya
seperti sumber bibit, varietas tanaman, pemeliharaan
serta kecocokan lahan pertanaman maupun hama penyakit,
disamping masalah non teknis seperti tata nidga jeruk
vang selama ini diberlakukan. :

¢. Pemerintah Daerah dan masyarakat berkeinginan kuat
untuk mengembalikan posisi jeruk sebagai primadona dan
oleh karenanya upayva rtehabilitasi yang sedang
direncanakan sangat didambakan untuk dapat terwujud.
Oleh karenanya, masyarakat petani jeruk sungguh
mengharapkan bantuan berupa bibit unggul, sarana
pengolahan tanah berupa traktor, penyuluhan dan
bimbingan teknis maupun penataan dan pengkajian kembali
terhadap tata niaga jeruk.

Oleh karena itu, Komisi III DPR-RI mengharapkan agar
rehabilitasi jeruk vang akan dilaksanakan nantinya lebih
ditekankan pada pendekatan agribisnis yang meliputi aspek
produksi, aspek pemasaran, aspek permodalan dan
kelembagaan/kemitraan serta aspek kawalan teknologi sejak
pra hingga pasca panen dan pemasaran terutama dalam rangka
meningkatkan kualitas, produktivitas dan kontinyuitas
produksi dengan harga yang dapat bersaing dipasar global

" pada masa mendatang.

Pola Kemitraan Masvarakat Setempat dengan PBSN PT. Rana

Wastu Kencana di Kec. Tebas Kab. Dati II Sambas. Prop.
Kalimantan Barat

PT Rana Wastu Xencana merubakan perusahaan yang
mengembangkan perkebunan kelapa sawit melalui Pola
Perkebunan Besar Swasta. '

Sejak tahun 1995 pembukaan lahan dilakukan dengan sistem
terasering, karena sebagian dari arealnya berbukit-bukit.

Dari target penanaman kelapa sawit seluas 12.000 Ha, sampai
dengan bulan Oktober 1997 telah terealisasi seluas 3000 Ha.

. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki PT. Rana Wastu Kencana

sebanyak 1.509 orang terdiri dari Pimpinan dan Staf
sebanyak 9 orang serta Karyawan tetap dan lepas sebanyak
1.500 orang.

Dengan eecesevsenvoe
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Dengan adanya kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit
tersebut, dinilai akan memberi harapan yang cukup baik dan
mempunyai prospek yang cerah di masa mendatang. Satu hal
yang sangat menarik pada PBSN ini adalah tidak semata-mata
mencari untung sebagai sebuah PBSN belaka, tetapi membuat
suatu model baru yaitu Pola Hubungan Kemitraan antara
Perusahaan dengan masyarakat sekitarnya sebagai plasma.

Oleh karena itu, Komisi III DPR-RI mendukung berbagai
kebi jaksanaan dan langkah strategis yang dilaksanakan
perusahaan dalam memacu pengembangan usaha kelapa sawit,
dan pola kemitraan vang mengikut-sertakan masyarakat
setempat sebagai plasma, dan dengan demikian akan
menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat,
dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya perlu kiat-kiat
khusus untuk memperkuat organisasi/kelembagaan petani.
Disamping 1itu, diharapkan penyelesaian pembebasan
tahan/tanah rakyat setempat dapat terlaksana secara baik
melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di daerah tersebut.

ITI1. BIDANG KEHUTANAN

1. Penanggulangan Pencurian Kavu.

Berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 1995 dibentuk Tim
Pengamanan Hutan Terpadu (TPHT) dalam rangka pengamanan
hutan, terutama dalam hal pencurian kayu. Operasional TPHT
menun jukkan hasil-hasil yang cukup baik meskipun disana
sini belum optimal.

Komisi III DPR-RI dalam kunjungannya mencatat bahwa di
Sumatera Utara hasil operasi TPHT sebagai berikut:

Temuan kayu olahan sebesar . 529m> dan kayu olahan 54,3 m3
Sitaan kayu olahan sebesar 4.578,m3, kayu bulat 1.596
batang, arang kayu 33,4 ton, dan 4 unit chain saw.

c. Dari 4.440,7 m3 dilelang dengan harga Rp. 748.943.9453,-

ot e

Di Propinsi Riau, Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI)
menyatakan bahwa kegiatan operasional TPHT pada. dasarnya
sudah bekerja lebih baik dari masa-masa yang lalu. Hal ini
ditandai dengan banyaknya tangkapan kayu curian oleh TPHT,
meskipun belum mampu mengatasi masalah pencurian kayu
secara menyelurubh.

Pihak MPI Riau menyarankan agar TPHT lebih ditingkatkan
perannya dengan beberapa pembenahan yang meliputi sebagai

berikut

a. Perlunyva dana operasional yang memadai.

b. perlunya penambahan sarana angkutan dan alat komunikasi.
¢. Peningkatan disiplin dan pengawasan.

d. Penyempurnaan organisasi dan prosedur.

Demikian e 0 csss0000000
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Demikian juga di Kalimantan Tengah, pencurian kayu masih
cukup besar. Data yang dihimpun sekitar 750.000 kubik kayu
log dihasilkan dari tebangan liar. Jika dibandingkan dengan
kemampuan Kalimantan Tengah setiap tahunnya yang mencapai
produksi + 5.120 juta kubik, maka prosentase pencurian kayu
cukup besar. Kendala yang dihadapi TPHT ialah luasnya
kawasan hutan yang dimiliki daerah ini, keterbatasan
personil, minimnya biaya operasional, kurangnya sarana
pendukung, serta kurangnya koordinasi.

Oleh karena itu, Komisi III DPR~RI berpendapat dan
sekaligus menyarankan agar Keputusan Presiden Nomor 22
Tahun 1993 tentang Tim Pengamanan Hutan Terpadu yang askan
berakhir pada Bulan Maret 1998, hendaknya dapat
diperpanjang dan disempurnakan organisasi, prosedur, dan
operasionalnya serta pengawasan dan pendisiplinan aparat
vang terlibat dalam TPHT, sehingga mendapatkan hasil yang
-optimal sebagaimana yvang diharapkan.

Disamping itu di Kalimantan Tengah Xomisi IIT DPR RI
memperoleh masukan bahwa hasil tangkapan kayu curian yang
dilelang, pada umumnya ada kesan bahwa lelang dimonopoli
oleh MPI sehingga kurang memberi kesempatan kepada IPKH
setempat, sehingga hanya 35% kayu hasil produksi Kalimantan
Tengah untuk memenuhi IPKH setempat, sedangkan 635% dibawa
keluar.

Untuk itu Komisi III DPR RI menyarankan dalam pelaksanaan
lelang terhadap kavu sitaan dilakukan secara lebih terbuka
dan melibatkan IPKH setempat, sehinga tidak terkesan adanya
monopoli.

HPH/HTI vyang dikelola ojleh PT. Riau Andalan Pulp & Paper,
Pangkalan Kerinci, Xabupaten Xampar

HPH/HTI PT. Riau Andalan Pulp & Paper {(PT. RAPP) dikeiola
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/KPTS-
11/1997, tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industiri kepada PT. RAPP seluas
159.500 Ha di Propinsi Riau (Perubahan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 130/KPTS-11/1993 tanggal 27 Pebruari 1993).
PT. RAPP dalam rangka mendukung kegiatan industrinya dengan
membangun HTI seluas 180.000 Ha (netto) dari 300.000 Ha
(bruto)} guna memenubi kebutuhan bahan baku kayu bagi
industri pulp dan kertas berkapasitas 750.000 ton per tahun
dan membutuhkan bahan baku kayu sebanyak 3.750.000 m3 per
tahun, dengan jenis tanaman pokok acasia mangium dan acasia
crassicarpa.

~ Disamping itu Komisi IIT DPR~RI mencatat dan sekaligus

Kmemberikan penghargaan terhadap berbagai kegiatan
"pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam usaha
pencegahan, penanggulangan dan pengendalian dampak negatif

'\’derta pengembangan dampak positif yang dilaksanakan oleh
]ﬁQpRRAPP, yaitu

Menciptakan s0ce0e0ss 00 e
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Menéiptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha kepada
penduduk setempat yang berada di sekitar areal kerja HPF-
HT1, sehingga diharapkan interaksi dan integrasi sosial
antara masyarakat dengan perusahaan dapat terwujud menjadi

~suatu kesatuan yang harmonis dalam pembangunan HTI yang

berkesinambungan dan saling menguntungkarn.

Meningkatkan produktivitas areal tidak berhutan atau hutan
tidak produktif dalam areal kerja HP-HTI, meningkatkan
fungsi perlindungan dan konservasi hutan terhadap tanah,
iklim dan tata air, melakukan kegiatan penyiapan lahan HTI
tanpa pembakaran, mempertahankan 20% dari areal konsensi
HT1 sebagai hutan alam (kawasan konservasi, kawasan
pelestarian plasma nutfah, koridor satwa, dll), tidak
me lakukan penebangan pohon-pohon sepanjang koridor ekologi,
seperti jalur satwa dilindungi, areal penyangga suaka
margasatwa, areal sempadan sungai/sekitar mata air, areal
dengan kelerengan di atas 40%, dll.

Di lain pihak PT. RAPP menghadapi kendala dengan adanya
klaim lahan oleh masyarakat terhadap sebagian areal
pembangunan HTI sebagai tanah ulayat, perluasan permukiman,
lokasi ladang/kebun, yang didasarkan SKT yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa. Klaim tersebut terjadi baik pada areal
belukar maupun berhutan dalam kawasan hutan produksi.
Selain itu masih terdapat perambahan areal pembangunan HTI
oleh masyarakat, baik dengan motivasi untuk mendapatkan
ganti rugi maupun untuk pengusahaan lahan, mengakibatkan
terhambatnya kegiatan pembangunan HTI. '

Areal bermasalah (klaim) yang sudah teridentifikasi seluss
28.285 Ha yang terdiri dari areal berhutan 18.476 Ha dan
belukar 9.809 Ha, dimana sudah dapat diselesaikan meliputi
areal seluas 20.269 Ha dan dapat dikelocla oleh perusahaan
seluas 18.175 Ha dan dienclave untuk masyarakat seluas
2.094 Ha.

Komisi III DPR RI berpendapat bahwa untuk mengatasi masalah
tersebut hendaknya PT. RAPP dalam pembangunan BTI lebih
meningkatkan upaya

a. Melakukan kerjasama pembangunan Hutan Tanaman Rakyat
(HTR) dengan pola Bapak angkat dan secara bagi hasil.

b. Melaksanakan pembinaan masyarakat sekitar areal konsensi
HTI melalui pola Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH).

Disamping itu, perlu ditempuh upaya secara musvawarah untuk
mufakat dengan bantuan Pemerintah Daerah/aparat setempat.

Kerjasama Industri Perkavuan Antara PT Sambas Besar
Industri Dengan PT Inhutani II ‘

PT BSambas Besar Industri merupakan satu-satunya industri
woodworks yang berada di Kabupaten Sambas yang orientasinva
100% untuk ekspor. Diresmikan oleh Menteri Kehutanan pada
bulan April 1997 dan mulai beroperasi bulan Agustus 1997,

yYyang Selanjutnya ;o;o.oococoo
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" Dalam upaya pengembangan tersebut di atas, perusahaan
memiliki tujuan untuk

1} Ikut membangun daerah dan mengentaskan kemiskinan
melalui kesempatan kerja bagi masyarakat.

2) Meningkatkan kegiatan perekonomian di sentra
pembangunan kehutanan dan industri.

3) Menciptakan nilai tambah bagi sumber daya alam daerah.
4) Mengelola hutan secara lestari demi menjamin
kelangsungan usaha jangka panjang. ‘

5) Menghasilkan devisa dari ekspor hasil industri.

Dengan tujuan tersebut di atas, PT Sambas Besar Industri
bersama-sama dengan PT Raja Rimba (tergabung dalam Group
HISADA -~ Hijau Sambas Persada) berusaha untuk mengembangkan
industri wood works tersebut di atas. Masalah bagaimana
menjamin keberlangsungan usaha tersebut melalui
ketersediaan bahan baku industri, merupakan persoalan yang
membutuhkan pemecahan yang tepat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri serta
turut membantu upaya pengamanan kawasan hutan yang dikuasai
Inhutani II, saat ini perusahaan melaksanakan KSO (Kerja
Sama Operasio-nal) dengan PT Inhutani II diareal eks HPH PT
Raja Rimba dan PT Tanjungpura Bhakti.

Kerjasama operasional tersebut di atas ternyata telah
berlangsung dengan baik berdasarkan berbagai kesepakatan
"yang tertuang dalam naskah kerjasama tersebut di atas.
Patut pula dikemukakan bahwa perusahaan telah membangun HTI
seluas + 2.700 Ha di areal kosong eks HPH PT Raja Rimba
vang akan dapat terus dikembangkan hingga mencapai + 26.000
Ha.

Dengan prospek kerjasama seperti tersebut di atas,
diperoleh informasi bahwa saat ini sementara diproses
pembentukan perusahaan patungan dengan PT Inhutani II yang
menurut rencana akan menyatukan areal eks HPH PT Raja Rimba
dengan eks HPH PT Tanjungpura Bhakti dalam satu HPH yang
akan dikelola oleh perusahaan patungan tersebut.

Komisi III DPR-RI sangat mendukung usaha pembentukan
perusahaan patungan tersebut sebagai salah satu wujud
kemitraan antara Swasta dan BUMN kehutanan.

Dengan demikian, BUMN akan ikut menikmati nilai tambah
hasil industri disamping swasta dapat meningkatkan
Xepeduliannya dalam pengelolaan dan perbaikan areal hutan
eks HPH tersebut misalnya dengan melanjutkan pembangunan
HTI yang telah dirintis perusahaan.

u. PengelOlaan seerscrrccne
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Pengelolaan Bahan Baku Kayu Olahan (Plywood) Oleh PT. Surya
Dumai Industri, Perawang, Kabupaten Bengkalis

Komisi III DPR~RI mencatat bahwa pemakaian bahan baku untuk
menghasilkan produk plywood, black board, dan kayu
gergajian dibutuhkan bahan baku kayu bulat. Kebutuhan kayu
bulat untuk memprnduxs1 plywood/ black board diperlukan
bahan baku 300.000 m /tahun, dimana 70% diperoleh dari HPH
dan 30% diperoleh dari tempat lain yang legal dan dapat
dipertanggung jawabkan, seperti Ijin Pemanfaatan Kayu
(IPK}.

Oleh karena itu, Komisi III DPR-RI mengharapkan kiranya
perusahaan betul-betu! selckiif dalam menerima bahan baku
kayu dari luar, sehingga dapat dihindarkan pembelian kayu
vang berasal dari penebangan liar ataupun pencurian-
pencurian. Dengan demikian, perusahaan fikut bertanggung
jawab dalam upaya konservasi dan pelestarian hutan yang
menjadi asset bangsa.

Komisi III DPR RI mencatat bahwa PT. Surya Dumai Indutri
Tbk telah memenuhi kewajiban penyetoran Dana Reboisasi (DR}
dan Yfuran Hasil Hutan (IHH) dengan baik dan hingga saat ini
tidak ada tunggakan Iuran Hasil Hutan (IHH) dan Dana
Reboisasi (DR). Jumlah IHH Tahun Anggaran 1997/1998 sampai
dengan Bulan Oktober 1997 sebesar Rp. 5.605.931.169,89;
Jumlah DR Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Bulan
Cktober 1997 sebesar US$ 3.606.271,88.

Sedangkan berdasarkan pelaksanaan pemungutannya, langsung
dipotong pada waktu ekspor sehingga terjadi kelebihan dana
DR yang tersimpan di Kanwil Kehutanan. Pihak PT. Surys
Dumai Industri Tbk menginginkan agar dana tersebut dapat
dimanfaatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Xomisi TII DPR-RI
mengharapkan masalah tersebut kiranya dapat diselesaikan
dengan musyawarah antara pihak perusahaan dengan Kanwil
Kehutanan, sehingga dapat terjalin adanya kerjasama vang
serasi.

Kebakaran Hutan di Propinsi Xalimantan Tengal

Dalam kunjungan kerja Komisi II1 DPR-RI di Kalimantan
Tengah, secara khusus wmeninjau ke lokasi kebakaran hutan
yang terjadi pada musim kemarau panjang yang baru lalu.
Komisi III DPR-RI mencatat areal lahan vang terbakar,
terdiri dari areal hutan (HPH) seluas 12.000 Ha, areal
hutan (HPHTI) seluas 9.500 Ha, area! perkebunan seluas
12.000 Ha, areal transmigrasi 200 Ha, dan areal lain-lain
seluas 21.000 Ha.

- Dari data laporan Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Tengah,
sek1tar 35 perusahaan yang sebagian besar adalah perusahaan
‘perkenunan diduga melakukan pembakararn dalam kegiatan
-periyiapan lahan maupun untuk berbagai kepentingan lain.
Sedangkan penyebab kebakaran yang dilakukan peladang
berpindah diduga tidak ada, karena mereka sudah mengetahui
saat yang tepat untuk melakukan pembakaran, dan selalu
membuat penyekat.

Penyebab ®eecocososnee
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Penyebab terjadinya kebakaran, sebagian besar adalak
kegiatan penyiapan lahan yang dilakukan dengan pembakaran
tanpa mengindahkan ketentuan dalam situasi musim kemarau.
Sehingga kebakaran yang terjadi cepat menjalar ke segaia
arah karena kondisi hutan/lahan di Kalimantan Tengah
merupakan hutan tropis bergambut yang mudah terbakar dan
sulit dipadamkan, karena api menjalar di bawah permukaan.
Namun demikian, dari kegigihan dan koordinasi yang baik
mulai dari aparat Pemerintah Daerah, ABRI dan masyarakat
telah berupaya secara maksimal menanggulangi dan menangani
kebakaran berikut dampak yvang ditimbulkannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi III DPR-RI

menyatakan turut prihatin atas terjadinya musibah kebakaran
hutan di Kalimantan Tengah dan juga daerah~daerah lain,

sekaligus mendesak Pemerintah agar menindak tegas sesuail.
ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak yang terbukti

melakukan pembakaran. Di samping itu, Komisi III DPR-RI

juga mengharapkan agar pihak-pihak terkait mampu mengambil

hikmah dari musibah kebarakan tersebut, seraya melakukan
inventarisasi, evaluasi dan sekaligus antisipasi agar

musibah serupa tidak terulang di musim kemarau di tahun-

tahun mendatang serta melakukan langkah-langkah
rehabilitasi secara maksimal demi terjaminnya Xelestarian
alam dan lingkungan hidup.

IV. BIDANG TRANSMIGRASI DAN PPH

1

. Pengadaan Balai Latihan TransmigrasSi.

Hampir di semua wilayah transmigrasi yang dikunjungi Tim
Komisi III DPR RI mendapatkan aspirasi masyarakat
transmigran bahwa mereka sangat mendambakan Balai
Latihan Ketrampilan di dekat wilayah transmigrasi dengan
tujuan agar masyarakat transmigran dapat meningkatkan
kesejahteraannoya melalui peningkatan pendapatan dari
hasil ketrampilannya.

Penyelenggaraan transmigrasi di Propinsi Riau telah
dimulai sejak Pra Pelita dan hingga Pelita VI tahun ke
empat, telah dibuka 324 UPT 127.425 KK dan mewujudkan
desa baru 262 desa 102.831 KK atau 19% dari desa di
Propinsi Riau.

Pelaksanaan Program Transmigrasi tahun keempat Pelita
(TA.1997/1998) secara kuantitatif tercapai rata-rata
49{42% yaitu terealisasi PLT=3.028 KK dari 3.541 KK
(85,51%) dan penempatan 1.673 KK dari 3.541 KK (TSBB)
ataq 47,25% dan 409 KK (TSM) atau 15,52%.

Adapun progres fisik dan keuangan terhadap dukungan dana
untuk pelaksanaan program TA. 1997/1998, yaitu fisik
59,443% dan keuangan 62,262% atau dari plafon Rp.
74.742.958,~ terealisasi Rp. 46.536.076.473,- dan
progres. teérsebut dinilai baik dan seimbang.

Komisi III seecvev e
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Komisi III DPR-RI mencatat pula bahwa Kanwil Transmigrasi

dan PPH Propinsi Riau masih mengharapkan untuk dapat

diperjuangkan adanya tempat Balai Pelatihan Transmigrasi
vang memadai dalam rangka untuk peningkatan wawasan,
keterampilan dan profesionalisme para transmigran dalam
usaha taninya dimana selama ini sangat tergantung pada
instansi lain, padahal pér tahun dilaksanakan latihan
rata-rata 40 angkatan dalam rangka membina 64 UPT.

Oleh karena itu, Komisi III DPR-RI mengharapkan kepada
pemerintah kiranya dapat membantu dalam mewujudnyatakan
keinginan tersebut diatas. ‘

Selanjutnya melalui temu wicara dengan warga transmigran
UPT I Sei Pagar, Desa Hang Tuah, Kec. Siak Hulu, Komisi
IIT DPR RI mencatat bahwa kehidupan para transmigran pada
umumnya relatif baik, sebagai contol transmigran di UPT I
Sei Pagar, Desa Hang Tuah, Kecamatan Siak Hulu, dengan
penghasilan mereka per bulan antarsa Rp. 250.000,- s/d Rp.
300.000,-. Namun demikian, masih perlu penifngkatan dan
penanggulangan berbagai sarana antara lain

Sarana dan prasarana sekolab.
Pengadaan dokter desa.
Peningkatan kualitas PUSKESMAS.
Pengaspalan jalan.

Pengadaan Gedung SMA.

Dan iain-lain.
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Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, Komisi III DPR
RI menghimbau kepada Pemerintah ataupun instansi terkait
untuk mencarikan alternatif pemecahannya dalam rangka

- memenuhi keinginan warga transmigran tersebut.

Transmigrasi Lokal dslam rangka Pembangunan PLTA Kotgo
Panjang. :

Dengan adanya pembangunan proyvek PLTA Xoto Panjang maka
sejak tahun 1992 ada sejumlah warga yang harus dipindahkan
akibat genangan (4.152 KK}, diantaranya 447 KX dipindahkan
ke UPT Pir-Trans Bangkinang X/G dan 229 KK ke Pir-Trans
Sei Pagar SP.5b dengan Pola Sawit dan berhasil dengan baik
melalui Pir~Trans. Kemudian yang 3.441 KK dimukimkan di
sekitar genangan PLTA Koto Panjang dengan pola tanaman
karet yang telah ditindak lanjuti oleh Dinas Perkebunan.
Namun ternyata tanaman karet mereka tidak seperti yang
diharapkan (kurang baik/gagal), mereka ramai-ramai
menuntut dirubah dengan tanaman sawit, tentunya hal! ini
periu penanganan inter departemen. Tetapi akibat yang
mendasar adalah menyangkut tuntutan perpanjangan jaminan
hidup dari Departemen Transmigrasi dan PPH. Jaminan hidup
telah diperpanjang untuk satu tahun dan akan habis dalam
masa tiga bulan lagi. Hal ini kalau tidak segera diatasi
akan dapat menimbulkan masalah yang lebih luas.

Sehubungan R I )
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Sehubungan hal di atas, Komisi III DPR RI mengharapkan
pihak-pihak yang terkait mulai dari Pemda Tingkat II
Kampar, Pemda Tingkat I Riau, Kanwil Departemen
Transmigrasi dan PPH, Kanwil Departemen Pertanian dan
Kanwil Departemen Kehutanan untuk dapat segera mengatasi
masalah tersebut secara koordinatif.

Peningkatan Program Pemukiman Perambah Hutan Melalui Dana
Reboisasi (P4HDR) Pola Baru Transmigrasi dengan dukungan
Dana Reboisasi (DR) UPT Semelagi XKabupaten Sambas

Salah satu Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT} yang berada
di Propinsi Kalimantan Barat adalah UPT Semelagi. Lokasi
UPT Semelagi tersebut berada di wilayvah Desa Semelagi Kec.
Selakau Kab. Sambas Propinsi Kalimantan Barat. UuPT
Semelagi merupakan Proyek Peningkatan Program Pemukiman
Perambah Hutan Melalui Dana Reboisasi Kalimantan Barat
(P4HDR) dengan pola pemukiman Tanaman Pangan dan Lahan
Basah yang dibuka pada tahun 1996/1997 dengan luas
pencadangan 4.000 Ha dan diprogramkan untuk 250 KK
transmigran yang akan ditempatkan. Setiap KK akan
diberikan secara bertahap lahan usaha tani berupa lahan
pekarangan seluas 0,5 Ha, lahan usaha I seluas 0,5 Ha dan
lahan usaha I1I seluas 1 Ha.

Dari target penempatan sebanyak 250 KK, telah terealisir
sebanyak 189 KK dan penduduk setempat.

Jenis tanah di UPT Semelagi adalah Alluvial dengan tekstur
tanah halus, berwarna coklat muda, kedalaman gambut rata-
rata 50 cm. Sumber air untuk keperluan rtumah tangga
berasal dari air hujan dan air permukaan. Sedangkan untuk

keperluan pertanian, berasal dari air hujan dan air
irigasi. Curah hujan 3.600 mm/tahun,

Keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar
lokasi P4HDR Semelagi Kabupaten Sambas adalah

a. Mata pencaharian utama penduduk sebagian besar petani
dan nelayan.

b. Produksi Usaha Utama di sekitar lokasi adalah pertanian
padi ladang, nelayan atau pencari kayu.

¢. Pendapatan rata-rata penduduk Rp 3.500.000,-/ KK/tahun
(Rp 290.000,-/KK/butlan).

d. Pemasaran hasil produksi dipasarkan ke Kota Singkawang
menggunakan angkutan umum atau sepeda motor dengan
jarak tempuh selama + 20 menit, selain itu juga
dipasarkan kedaerah sekitarnya.

Dengan melihat kenyataan di lapangan serta hasil dialog
dengan masyarakat transmigran, Komisi III DPR~RI merasa
gembira terhadap prospek kehidupan yang cerah bagi
masyaragat di masa yang akan datang, sehingga diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran.

Namun ceececceccoe
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Namun demikian, Komisi IIT DPR-RI juga mengharapkan agar
kiranya Pemerintah ataupun instansi terkait dapat
menyelesaikan berbagai masalah yang ada serta memenuhi
keinginan warga transmigran melalui peningkatan sarana dan
prasarana seperti

a.

b.

c.
d.

Perlu dipercepatnya pembuatan pintu air agar para
transmigran dapat segera mengatasi air yang menggenang
di lahan pekarangan maupun lahan usaha mereka.
Peningkatan frekuensi penyuluhan pertanian.

Pengadaan gedung sekolah.

Pengadaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan.

Provek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Propinsi

Kalimantan Tengah.

PLG dilaksanakan berdasarkan KEPPRES No. 82 tahun 19935,
tanggal 26 Desember 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut
untuk pertanian tanaman pangan di Kalimantan Tengah,
dengan melibatkan Dep.PU, DEPTAN, DEPHUT, DEPTRANS dan PPH
serta instansi daerah.

Tujuan pokok pengembangan lahan gambut ialah untuk
swasembada pangan (beras), membangun pertanian
modernberwawasan lingkungan serta berorientasi pada sistem
agri bisnis dan agro industri.

Selain itu, proyek juga bertujuan menciptakan lapangan
kerja melalui pembukaan usaha jasa dan industri yang dapat
menunjang pertanian modern; meningkatkan pendapatan,
kesejahteraan dan taraf hidup petani. Secara bertahap
melalui  proyek ini diharapkan dapat mengurangi
ketergantungan pangan dari Pulau Jawa serta mendorong
pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Untuk melaksanakan KEPPRES tersebut Departemen Pekerjaan
Umum menangani pembangunan jaringan irigasi primer induk
sepanjang 111 Km sebanyak dua buah (2 x 111 Km), saluran
primer utama 454 Km, saluran sekunder 1.512 Km dan saluran
tersier 3.989 Km, dalam rangka membuka lahan dan mencetak
sawah.

Setelah pembukaan lahan dan pencetakan sawah oleh
Departemen Pekerjaan Umum selesai, Departemen Transmigrasi
dan PPH melakukan kegiatan yang antara lain

Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) yang
meliputi tata ruang/tata letak permukiman, sistem
sarana air, sistem budidaya usaha tani dan sebagainya.
Pembangunan pemukiman atas dasar RTSP tersebut.

Pengerahan dan penempatan calon transmigrasi di daerah asal
dan penduduk setempat.

Rencana XX RN RE N
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Rencana jadwal pengerahan dan penempatan transmigrasi
adalah :

- Tahun 1997/1998 = 20.000 KK
- Tahun 1998/1999 = 535.00C KK
- Tahun 1999/2000 = 65.000 KK
- Tahun 2000/2001 = 735.000 KK

~ Tahun 2001/2002 = 98.000 KX

Mamun dengan adanya Krisis moneter maka program tahun
1997/1998 direvisi dari 20.000 XK menjadi 10.000 KK dan
sampal posisi 1997/1998 ini penempatan dan pembinaan
transmigrasi telah dilaksanakan sejumlah 3.500 KK
disembilan UPT/SP {(Palingkau 1.000 KK = 3 SP/UPT, Dadahup
2.000 KK = 5 SP/UPT dan Lamuti 500 KK = {1 SP/UPT)

Dalam peninjauan di lapangan Komisi III DPR-RI melihat
beberapa permasalahan yang menghambat pengembangan PLG
antara lain

a. Kondisi obyektif wilayvah Kalteng di mana secara umum
masalah sarana dan prasarana (infrastruktur) masih dalam
tahap upaya-upaya pembangunan, sehingga di sana-~sini
lokasi transmigrasi sangat jauh, sulit dijangkau, dan
terisolir. Akibat dari kondisi ini, maka kadangkala
timbul masalah lain, misalnya bantuan pangan terlambat,
bantuan saprodi terlambat atau terkesan kurang memenuhi
standar dan sebagainya;

b. SDM, baik secara jumlah maupun mutu masih belum sesuai
“,ngan tuntutan keperluan; '

c. Gangguan cuaca/asap pada musim kemarau ini sangat
dirasakan.

Disamping itu Xomisi III DPR-RI juga mencatat adanya EGO
SEKTORAL dalam penanganan proyek ini, sebagai contoh

PIMPRO PERTANIAN memerintahkan petani trans untuk menebar
benih tanggal 30 Nopember 1997 dengan harapan paling lambat

‘tanggal 20 Desember 1997 sudah dapat ditanam. Semuanya

sudah dikerjakan dengan baik, tetapi bibit tidak dapat
ditanam, karena lahannya belum siap, belum dikapur oleh
Pimpro Transmigrasi serta belum diairi, karena pintu air
belum siap untuk dibuka, akibatnya bibit terbuang dengan
percuma.

Hal-hal tersebut terjadi kemungkinan kurang adanya
koordinasi, integrasi dan sinkonisasi kegiatan dari masing-
masing Departemen, karena memang tidak ada Departemen yang
ditunjuk sebagai koordinator.

Sehubungan dengan hali tersebut diatas, Komisi III DPR-RI
berpendapat bahwa PLE mempunyai nilai sangat strategis
dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) dimasa depan,
sehingga perlu penanganan yang serius. . i
Untuk itu Komisi II1 DPR~-RI menyarankan dalam penanganan
FLG perlu dibentuk semacam otorita, atau paling tidak
ditunjuk Departemen sebagai koordinator dengan anggota
Departemen lainnya, ditambah Pemda Kalteng.

5. Kredit ee s e eoccaece
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5. Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Di Kalimantan Tengah

Dalam peninjauvan Xomisi III DPR RI ke PT. Transindo Aspac
Agroniaga, mencatat bahwa PT. Transindo Aspac Agroniaga,
bergerak dalam Perkebunan Xelapa Sawit dengan Pola Kredit
Koperasi Primer Anggota (PIR-TRANS-KKPA) dengan masyarakat
transmigran di Desa Parenggean, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Kalimantan Tengah.

Luas areal yang direncanakan mencapai 40.000 Ha, dimana
22.000 Ha diantaranya merupakan kebun plasma yang terdiri
dari lahan usaha II dari para transmigran di Desa
Parenggean.

Bagi masyarakat transmigran, pengembangan perkebunan
kelapa sawit dengan Pola Kredit Koperasi Primer Anggota
{KKPA} tersebut sangat menguntungkan, mengingat lahan usaha
IT selama ini merupakan lahan tidur akibat keterbatasan
kemampuan para transmigran untuk mengolahnya.

Komisi III DPR~RI sangat menghargai atas usaha-usaha
tersebut, namun dibalik itu Komisi IIT DPR RI juga
mendapat masukan tentang adanya semacam keraguan terhadap
pelaksanaan KKPA tersebut, yaitu apakah jumlah tersebut
seluruhnya diguakan oleh para transmigran atau sebagian
digunakan oleh pihak perusahaan. Hal ini terjadi
dimungkinkan karena minimnya pemahaman para transmigran
terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam Pola
Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).

Sehubungan dengan hal tersebut Komisi III DPR-RI
mengharapkan agar pihak Perusahaan menjelaskan secara
transparan tentang pola KKPA kepada Transmigran agar
dicapai kerja sama vang lebih serasi dan jangan sampai para
transmigran hanya sekedar berharap dapat menikmati hasil
dari lahan usahanya secara wajar, namun dikemudian hari
harus menanggung beban yang berlebihan atau mungkin
kehilangan hak atas lahannya sebagai akibat kelalaian/
itikad kurang baik Perusahaan Inti. ’

BIDANG PANGAN DAN BULOG

Pengendalian Harga dan Persediaan Pangan.

Tugas dan fungsi BULOG sesuai Keppres Nomor 103/1993 antara
lain mengelola pengadaan, penempatan dan persediaan beras dan,
pangan lainnya, selanjutnya disalurkan untuk keperluan
golbngan anggaran, serta keperluan operasi pasar apabila
gejolak harga beras dan pangan lainnya (Sembako) yang tidak
wajar-.

_gfock‘beras di Dolog Kalbar per tanggal 6 Desember 1997

sebesar f2.857 ton dan dalam perjalanan sebesar 30.460 ton.
Dengan jumlah ini diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan selama
+ 3 bulan mendatang.

Di Propinsi .ceeeeccessce
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Di Propinsi Riau stock beras per 8 Desember 1997 sebesar
14.751 ton dan rencana tiba bulan Desember 1997 sebesar 23.900
ton. Stock ini diperkirakan juga cukup untuk'tiga bulan
mendatang.

Disamping beras, juga tersedia gula pasir sebanyak 13.908,5
ton dan tepung terigu sampai akhir Desember 1997 sebesar
128.700 zak. Di Propinsi Kalimantan Tengah terdapat stock
beras sebesar 6.019 ton sedangkan dalam perjalanan sebesar
4.000 ton. Stock beras ini diperkirakan cukup untuk + 3 bulan
mendatang.

Sedangkan di Propinsi Sumatera Utara stock beras pada saat ini
di Dbolog Sumut sebesar 110.649 ton. Dan masih direncanakan
pertambahan stock dari Jawa Timur sebesar 30.000 ton, sehingga
stock penyangga ini dapat mencukupi sampai tahun depan.

Adapun masalabh-masalah yang dihadapi :

1. Dalam rangka pengadaan beras Dalam Negeri oleh Dolog untuk
penyediaan beras sebagai stock dari semua propinsi yang
dikunjungi kurang atau sama sekali tidak memeénuhi target.
Hal ini disebabkan oleh antara lain:

&. Di Propinsi Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Utara
harga jual petani lebih tinggi dari harga dasar yang
ditentukan oleh Dolog setempat.

b. Di Propinsi Kalimantan Tengah pengadaan dalam negeri
tidak terpenuvhi karena kualitas yang dihasilkan oleh
petani kurang memenuhi standar yang ditentukan, seperti
kadar air melebihi 14%, butir kapur, broken, dan butir
kuning cukup tinggi. /

2. Meskipun telah dilakukan operasi pasar di keempat propinsi

yang didatangi, akan tetapi kenaikan harga beras dan
Sembako lainnya masih terjadi.

3. Masalah pendistribusian dari Gudang Dolog ke pedalaman
terutama di Kalimantan dan di Riau {(daerah kepulauan) masih

menemui hambatan akibat masalah kurangnya sarana angkutan
dan cuaca.

4. Ketersediaan di Gudang-gudang Dolog, disamping beras
seperti gula pasir, terigu, dan kedele tidak mencukupi dan
pada umumnya Gudang Dolog hanya menyimpan beras saja.

S. Ditemukan beras di Gudang Dolog Medan stock tahun 1995
sebesar 14.000 ton dari Vietnam dalam keadaan rusak.

Sehubungan dengan berbagai masalah tersebut di atas, Komisi

II1 DPR RI menyarankan hal-hal sebagai berikut

- 1. Untuk mengatasi makin meningkatnya harga beras dan Sembako

lainnya, kegiatan Operasi Pasar untuk setiap Dolog tetap
dilakukan dan menghilangkan hambatan-hambatan
dalam pendistribusiannya.

2. Pengadaan R EEE
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2. Pengadaan beras sebagai stock Dolog di Dalam Negeri perlu
ditingkatkan, kalau perlu memberikan berbagai ‘insentif
seperti insentif untuk pengangkutan dari petani kepadsa
Dolog, atau sebaliknya dan insentif lainnya (harga dasar)
serta perubahan standar kualitas tertentu untuk daerah
tertentu.

3. Perlu diadakan koordinasi dengan aparat keamanan, dengan’
memberikan informasi terhadap pedagang yang menimbun
kebutuhan pokok rakyat dalam rangka untuk mencari
keuntungan yang tidak wajar, serta pemberian sanksi yang
berat.

Prinsip-prinsip penyaluran beras (FIFO) supaya diterapkan
dengan ketat, agar tidak terjadi kerusakan beras di
penyimpanan.

£ra

Dari hasil pemantauan di lapangan dan dialog di berbagai
Gudang Dolog, Komisi III DPR-RI menghargai upaya yang telah
ditempuh oleh Dolog dalam rangka memenuhi kebutuhan beras dan
stabilisasi harga beras melalui Operasi Pasar.

PENUTUP
Sidang Dewan Yang XKami Muliakan

Sampailabh kami pada bagian akhir dari laporan kunjungan kerja
ini, untuk itu perkenankanlah kami atas nama Pimpinan dan
seluruh Anggota Xomisi III DPR-R] menyampaikan ucapan terima
kasih dan penghargaan yvang setinggi-tingginya kepada

1. Sdr. Gubernur/XDH Tk. I beserta unsur Muspida Tk. I
Propinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat dan
Kalimantan Tengah.

2. Sdr. Bupati/KDH Tk. II”besertavunsur Muspida di Propinsi
Sumatera Utara, Riau, Kalimantan PRarat dan Kalimantan
Tengah.

3. Seluruh jajaran Departemén FPertanian, Kehutanan dan
Transmigrasi & PPH serta Dolog di Propinsi Sumatera Utara,
Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

4. Tokoh masyarakat, para petani, transmigran serta seluruh
masyarakat.

Atas kebersamaan, pengertian yang baik dan keterbukaan yang
telah diberikan, sehingga XKunjungan Kerja Komisi III DPR-RI
dalam Reses Masa Persidangan 11 Tahun Sidang 1997/1998 dapat
berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

Demikian e v 00 e e
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Demikian Laporan Kunjungsan Kerja Komisi III DPR-RI, atas
segala perhatian dan ketekunan hadirin dalam mengikuti
laporan ini, kami ucapkan C(erima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KETUA RAPAT :
Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara yang terhormat
Ir. Gatot Soetopo yang mewakili Komisi III, telah menyampaikan
laporan yang cukup jelas, banyak catatan keberhasilan, tetapi
panjang pula catatan mengenai hal-hal yang perlu mendapatkan
perhatian. Kita masih mendengar kata-kata tadi masalah monopoli
yang diungkapkan, kemudian kita masih mendengar ego sektoral,
mungkin ditambah ego lokal dari pelapor terdahulu, ini saya kira
yang perlu kita perhatikan, kalu perlu dikikis habis dari muka
| bumi, ditu yang membuat Kkita secara akumulatif, membuat kita
sekarang mengalami berbagai persoalan yang cukup berat.
Berikut mari kita cermati pelapor yang terakhir yang terhor-
| mat Ibu Dra. Ny. Hj. Nelly Hasan.
Kami persilakan.

| KOMIST IV. ...........
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., KQMISI IV ( Ny. Dra. Hj. NELLY HASAN ) :

L APORAN
'KUNJUNGAN KERJA KOMIST IV DPR-RI
4 KHUSUS TBUKOTA JAKARTA; DAERAH TINGRAT I JAWA BARAT;
H TINGKAT 1 NALUKU; DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA
DA RESES MASA PERSIDANGAN 11 TAHUN SIDANG 1997-1998
. TANGGAL 14 DESEMBER S/ 20 DESEMBER 1997

-

E DA
DAE

ERA
R4
El

Asfalemn’alaikum Wr. Wb,

- Yeng terhormat Saudara Ketua Sidang,

Yang terhormat Saudara Anggota Dewan,

- Yang ternormat Saudara Wakil Pemerintah,

- serta hadirin yang saya muliakan dan hormati.

Perfama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji syukur
* kﬁpada Tuhan Yang Maha Esa, afas segala Derkat dan karuniaya
elangga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna unfuk mendengar
Laperin Has1l Kunjungan Kerja Komist IV DPR-RI sclama Reses Masa
?¢:%éiaagan IT Tahun Sidang 1997-1998 sebagai salah satu acara
“iiang Paripurna Dewan yang terhormat ini.

a2 kesempatan ini pula kami sampaikan terima kasih kepada
Saudata Ketua Sidang yang telah berkenan memberikan kesempatan
tepads Komisi IV untuk menyampaikan Laporan kunjungan kerja yvang
telah diiaksanakan ke empat Daerah Tingkat I.
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fKepada Bapak/Ibu yang beragama Nasrani kami mengucapkan
Selamat U i | 1997 dan kepada semua Bapak/Ibu yang terhormat kami
MERZUCAD gfﬂ Selamat Tahun Bary 1998, Khusus kepada Rapak/Ibu yang
sedang melaksanakan puasa, kami mengucapkan selamat berpuasa
semoga Aliah Yang Maha Esa memberi berkah yang berlipat ganda

faian fﬁ un berialan 1998 kepada seluruh masyarakat, bangsa, dan

Jebelum menyajikan laporan Kunjungan Kerja ini ijinkan kami
J ””*ﬁ&?%&ﬁ ierima kasih kepada Pemerintah yang mampu meredam
| éaﬁga, sehingga tidak berakibat fatal terhadap perek0ﬁ9—
1 20s1al masyarakat, dan mengharapkan nilai tukar rupiah
Zéb h“ng"at terhadap mata uang asing demikian juga

3
|30 Y
EgLY

i maksud laporan kunjungan kerja iai ada iah gntug
i g ambaran kepada Sldaﬁg Paripurna Dewan yang terhormaf,

tentang hasil temuan selama kunjungan keria tersebut sebagat

selah saty perwujudan dari amanat Pasal ,; avat Q%} Pe dTHTaﬁ
Tat | DER-RL, sebagai bahan masukan bagi Dewan yang
m pelaksanaan tugas Hasa Persidangan [l Tahun

. 19 dan Persidangan yang akan datang.

Bagi fem65iﬁt"h, aemuan ini diharapkan dapat meiapakan bahan
oniuk merumuskan kebijaksanaan delam rangka meﬁzndaklanjutz
seiuryl permasalahan yang diutarakan,

<
Tl
o o
b |
:w tﬁ
e

wang lingkup laporan ini mencakup hasil-hasil pengawasan
can ¢valuasi program/proyek pembangunan dalam tahun anggaran
i597/1998 serta informasi tentang prioritas program/proyek
pembangunan yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 1998/ 1999 di
¢iipat Daerah Tingkat I yang terksit dengan bideng Perhubungan,
Peierjaan Unum, Pariwisata, Pos dan Telekomunika#si, dan Perumalien
Raryat, -

Mengingat cecseceses
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ﬁp?gzrgaz ket#rbatasaa wakiu, maka pembacaan Laporan ini

arar tasi pada temuan yang memonjol saja, berikut saran dan
nenan z”*“ ngannya, dengan catatan bahwa keselurwzhan laporan
seeara rinci termasuk yang tidak dibaca disampaikan dalam bentuk
sehagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini
gap sudah dibacakan.

¢idang Dewan yang terhornat.

Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi IV ' DPR-RI telah dilaksanakan
i | 14 Desember s/d 20 Desember 1997 oleh empat team
ng d1bagi ke empat Daerah Tingkat 1.

gy
L o
ok
GC?
I
l‘,’:z.

?Pl (sanaan Kunjungen Kerja dilakukan dengan mengadakan
’ aiov dan tukar pikiran dengan para pejabat, Gubernur
? i I dan Wakil Gubernur, Ketus Bappeda, para Kepala
?I ayah§ yaitu Departemen Berhubuﬁgan, Ppkerjaan Umum,
08

‘ ?;<§§ kegiatan tersebui kami laporkan secara singkat
181, nastl rembangunan, dan permasalahan memonjoi di daerah

riama-tama kami melaporkan hasil Kunjungan Kerja dari
gu us Ihukota Jakarta.

x—’““\. 'M

eqeringan kevangan PEMDA DKI Jakarta Tahun Anggaran
§§éf§§?k cukup memprihatinkan bila dibandingkan 2 (dua
ahun sebelumnya, nemun {ingkat penyerapan anggarannya
justru meningkat yang mengakibatkan saldo kas daerah
mengeci! hingga 60% dari saldo tahun sebelumnya.
é&iﬂai melemahnys pemasukan ini maka APBD tahun 1997/1998
a1} :iimnya Rp. 3,2 Triliyun terpaksa diturunkan menjadi
Tl Izyun

Sedangkan .ececees ’
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Sﬁ"a zka tantangan kedepan yang d1hadap1 adalah dampak
eﬁzngkaanya kurs dolar terhadap harga-harga bahan
pg en proyex.
?cm { IV DPR-RI memshami keputusan PEMDA DKI Jakarta
menurunkan APPBD untuk.Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi Rp.
3,1 Triliyun dan mengharapkan agar efisiensi penggunaan
anggaran dapat dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan
proyek-proyek yang sedang berjalan dan. ketentuan yang telah
ditetapkan.

£
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Berdesarkan kondisi fisik Pelabuhan ‘anjung Priok dan
kondisis z alik manusia, barang dan kapal dewasa 1ni serta
proveksi untuk era tahun 2000-an, telah disusun rencana
oA 1gan Pelabuhan Tanjung Priok. Berkaitan dengan ifu
i zela h disusun rencana akses jalan kereta api dan jalan
ths ke Pelabunian Tanjung Priok.
rana pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok yang meliputi
ncana envembangaq akses darat TPK, rencana jalan akses ke
aauhan dan rencana sistim angkutan peti kemas harus
e dapazkan perhatlan kita semua. Mengingat rencana
pengembangan tersebut akan sangat bermanfaat bagi kelancaran
arus lalu-lintas barang dari dan ke Pelabuhan Tanjuﬁg Priok,
Komi s: 1V DPR-RI beippndapat bahwa rencana pengembangan
Pe]abuhan Tanjuag Priok perlu dan harus mendapatkan dukungan
gari seluruh tnstansi terkait termasuk PEMDA DKI Jakaria.

£
lig!—‘

[ o Y ’"t"‘ '.:;“

1d ang Dewan yang terhormat, hadirin vang kami muliakan.

Ibukots Jakarta dilalui oleh 13 [tiga belas) buah sungai
yang semuanya berpotensi menjadi tempat pembuangan limbah
dan sampah, karena masih banyak bangunan rumeh dan gedung
vang  letaknya membelakangi sungai. Akibatmya  selain
meiyebabkan bantaran sungai menJad1 Rumuh, sampah juga
menyebabkan banjir. Dari jumlah 1,750 M /hari sampah di
sungai, rata-rata baru tertangani 1,584 M3/hari.

Sementara e.ecccoeccoce
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Sementara PEMDA DKI Jakarta juga terus me lakukan perbaikan
hantarar sungai dan pembuatan jalan 1nspe&sz sungai walau
selurubnya dapat terpenuhi.
1 IV DPR-RI mendukung pelaksanaan program PROKASIH di
éa fermasuk penanganan daersh milik sungai (bantaran
&ngfg} dari sampah dan hunian liar agar kali menjadi
s

e
o
-.!! -
" LR =t
"E
1‘:}‘:

omisi IV DPR-RI juga sependapat perlunya dibuat sistim

perlimbahan" yang tepat untuk DKI Jakarta secars
komprehensif serta ditingkatkannya penegakan hukum terhadap
pelanggar dan pencemar !ingkungan khususnya terhadap kali.

31 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1993, PEMDA DKI
aa narus melaksanakan ketentuan setoran bagi‘program
si Pariwisata sebesar 20% dari penerimaan pajak
zguiar 1. Nilat yang telah disetor adalah sebesar Rp.
3 %iizar dari yang seharusnya sebesar Rp. 161 Miliar.
ihiak PEMDA DKI Jakarta kurang melihat ﬁ&afzar langsung
Tam promosi ini yang dilaksanakan oleh Departemeﬁ_
wisata Pos dan Telekomuni-kasi dan BPPI.
1151 IV DPR-RI menyarankan agar antar Departemen
PQTIWlugtﬁ Pos dan Telekomunikasi/BPPI dan PEMDA DKI Jakarta
dapat dilakekan koordinasi yang lebih intensii agar kegiatan
promosi dimaksud betul-betul dirasakan manfaatnya dan
memberikan nifal tambah bagi pemasukan daerah.
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Mengingat uzltnya penyediaan lahan bag1 pemoanganan Tumah-
rumah sederhana, maka upaya pengadaan rumah bagi karyawan
dan masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta ditempuh
Teia Ui kenzgaksanaar pembangunan Rumah Susun Sederhana.

rapa lokasi yang telah dibangun Rumah Susun Sederhana
yata cukup berhasil dan sangat diminati apalagi karena
?ﬁya yang strategis di tengah kota.

angnya masyarakal yang seharusnya menjadi penghuni
mudian memindahtangankan (menjual) unit rumah tersebui
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kepada orang lain, seh1ngga maksud dan tujuan menyedlakan
rumal vagi masyarakat yvang kurang mampu menjadi kurang
Ja z;kasafan. 1

IV DPR-RI mendukung kebijaksanaan PEMDA DKI Jakarta
2? g mengadakan Rumsh Susun Sederhana secara vertikal yang
terbukti selain dapat memenuhi kebutuhan juga mampu
mengatasi masalah kepadatan bangunan di kota.
komisi IV DPR-RI juga menghimbau agar dalam menghuni Rumah
Susun Sederhana ini dapat lebih diperhatikan tentang
penegakan peraturan penghunian, agar maksud pembangunan ini
tercapai.

1z Dewan yang terhormat.

;:us ‘»./.I

alak satu masalah perumahan dan pemukiman di DKI Jakarta
dalah bagarmana mengata31 kantung-kantung pexumahan kumuh,
Untuk hal yang satu inmi PEMDA DKI Jakarta telah mengambil
kebijaksanaan dibidang perumahan dan pemukizan secara
terpadu, yaitu :

"“I'" ﬁ-.s.) p'-....;

- Menata lingkungan pemukiman vang tadinya kumuh menjadi
bersih dan sehat;

- Membua. bangunan Rumah Susun Sederhana dibekas lahan
kumuh tadi;
Hencegah penghunian lahan yang terletak di bantaran
sungal ini sekaligus dikaitkan dengan Program Kali
Bersih (PROKASIH).

- Melakukan penanaman pohon sebagai pelaksanaan program
penghijauan disekitar Rumah Susun dan bantaran sungarl.

Komisi [V DPR-RI menghargai kepeduizaL PEMDA DKI Jakarta
dalam menangani masalah perumahan kumuh secara terpadu
engan progran lain yang terkait.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara simultan ini
seiain dapat lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan
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nendanaan, juga akan Ieblh mempercepat pembangunan
zi dinikmati masyarakat pqgggUﬁanya

aai idi Pemda DKI Jakarta dibeban: dengan kewajiban-
n pembiayaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab
?am rangka pelaksanaan otonomi daerah. Adanys
pembebanan-pembebanan kewajiban kepada Daerah yang
seharusnys menjadi tanggung jawsb Pusat merupakan salah satu
faktor yang mnenghambat perkembangan kemampuen daerah untuk
mandiri membiayai kebutuhannya.,
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 antara lain mengatur
mengenai "tugas khusus", dimana Pemerintah Pusat akan
menyediakan dana untuk pelaksanaan tugas-tugas/kewajiban
‘dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah DKI
Jakarta.
Diktum 1ni belum sepenuhnya dilaksanakan, jusiru selama
beberapa ahun terakhir Pemerintah Daerah dibebani untuk
membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat.
{ iisi IV DPR-RI mencatal beban Pusat yang ditanggung Daerah
, sebagal masukan bagi Pemerintah, agar dalam upaya yang
kaitan dengan pelaksanaan “tugas khusus" berdasarkan
ang- undang Nomor {1 Tahun 1990 di DKI Jakarta, tidak
lalu vemberlkan beban yang cukup berat kepada PEMDA DKI

. |
-

f::l.a.g:«_:

95 :3 Eu

Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati.

_Berikut ini kami sampaikan beberapa temuan yang dapat
dihimpun dari Daerah Tingkat I Jawa Barat.

1§ rkembaﬂgan Pelabuhan Cirebon sebagai outlet unfuk Jawa
Baral bagian Timur sampal saat ini masih belum sesuai dengan
harapan, baik secara teknis maupun secara ekonomis.

Kondisi dermaga untuk bongkar muat barang ataupun penumpang dan

13
&

fasilitas eceeevcecsee




aznnya ‘masih belum memadai, ditambah lavg pertumbuhan
industri di sekitar wilavah Cirebon relatif masih rendah,
- barang vang akan alangkut dari Pelabuhan Cirebon belum
Faktor-faktor inilah yang menghambat pengembangan

ian Cixebnn Walaupun telah dilakukan beberapa upaya untuk
ik kapal singgah di Pelabuhan Cirebon, umpamanya pengerukan
pelabuhan, untuk menjaga kedalaman pelabuhan, potongan
sampai 50% dan lain-lain kemudahan. |

sz IV DPR-RI menyarankan dalam pengembangan Pelabuhan
irebon, Pemerintah Pusaf perlu memberikan perhatzan yang serius
dan %fngaaa?an koordinasi dengan instansi-instansi terkaif,
seperti Indusiri dan ?erdag&ngam serta Perumka agar mengembang
Ea1 utkan jalur kereta api xe nelabuhan terseput,

[
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Selain Pelabuhan Cirebon, dibagian Barat wilayah iawa Barat
diharapken pula pengembangan Pelabuhan Fojonegara di Teluk
Banten, arus don gelombang laut di teluk tersebut relatil kecil,
karena dimulut teluk ada 2 (dua) pulau yang melindunei, ditambah
lagi apaalaman teluk yang cukup tinggi sangat memungkinkan
ﬁ dapat be*xemnang menjadl pelabuhan yang baik dan

fiar ss:a‘ ¢,ZUO Ha dan untuk Tanap I telah dlbebaskan seluas

.
7%
"
"y
b
F
1.
&
B
3#,.
-
4

i Ha. Dilahan seluas 500 Ha ini akan 41bangun terminal peti -
ERAS, cagah acf/KEFIﬁ LPG, kawasan industri sebagal penunjang

egiatan pe anahaﬁ, dan prasarana serta sarana untuk dapat
aeffuﬁgsi sebagai pelabuhan transhipment kapal-kapal
internesional di kawasan Asia tenggara.
Nilai insvestasi proyek ini sebesar US§.180 Juta dan yang akan
membangun seria ﬁpng@i la proyek ini adalah PT. Teluk Bantcn vanb
merupakan joint venture antara PT. Pelabuhan 1 paoneo;a I1, swasta
Nasional, swasta asing Hangkcng aan Singapura. Dalam aahap

persiapan pemangunan, semua izin sudah diperoleh dari PEMDA
- Tingkat 1, BKPM, BAPPENAS, Menteri Perhubungan dan Nenter:
Kpuangap Namun aengan aaaﬁya ge;olak moneter ini, proyek ini
macnk Vategari vane "dikaji ulang".
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am ? | ini Komisi IV DPR-RI terlepas dari adanya gejolak
nonete: ¢ ini, menganggap bahwa proyek ini memang perlu dikaji
ulang, ﬁengingai biayanya yang sangat besar walaupun sebagian
pesar diperoleh dari swasta luar negeri.

'-.,,il

ﬁi S“‘ S ktor Jasa Marga ditemukan satu hal yang menarik.

ﬁzf a Uaﬁze, sebuah perusahan kerjasama antara PT, Mandala Sakti

dengan P1. Jasa Marga (saham 83:17).
Konsest semula panjang jalan tol yang akan dibangun sepanjang 7/
Km, realisa szg»a hanya 12,5 Km sampal di Desa Grem, sisanya dari
~Grem ke Merak sepanjang 4,5 Km, karena kondisi tanah sangat sulit
dan L&ﬁﬁ*b&v bukit bprbdtu -batu, mengakibatkan biaya tinggi dan
tidak ekomomis. Maka PT. Mandala Marga Sakti menyerahkan
ekerjaan dan penyelesaianya kepada PT. Jasa Marga,
lal ini menggambarkan tidak konsistennys pihak swasta dalam
engerjaa é an penyelesaian kontrak, Selain itu, olel karena

1

2 'jf‘cu tol Jakarta-Merak ini dibangun oleh 2
, Jakarta-Cikupa oleh PT, Jasa Marga, (ikupa-Grem oleh
Zaéa ﬁafga Sakti, maka dalam pungutan wang tol,
3148 ﬁ bLaz RAMP toi Cikupa. Hal ini menyebabkan
G it tol tersebut, baik dari arah Jakarta maupun
terutama pada waktu hari besar, hari libur

u dan Lebaran).

Hasalah galian jalan; hingga saat ini tidek ada keglatan
g rpadu dan koordimasi yang mantap antar insfansi Daik
Penda, PLN, TELKOM, PAM dan Dinas PU dibeberapa Dacrah Tingkat [I
(1 Jawa Barat dalam melaksanakan pekerjaan suatu proyek maka
masalah galian 1nl umumnya terkesan tidak terkoordinir dan waktu
pcra jikan jaian kembali, wngai tidak memenuhi ketentuan yang ada
pankan sering menimb bulkan kemacetan jalan lalu lintas yang
e nVﬁﬁn’i secara terus-menerus yang tidak kunjung g selesai,
weﬁ?nrga ?ﬁfgdklbatk&u masyarakat pengguna jalan banyak dirugikan
serta terkesan pemborosan.

fe ]

Komisi IV DPR-RI se 000000000
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kait, 1nas Py sebagaz pelaksana dan/afau pengawas tekn1s
i disain jalan yang lengkap dengan "terowongan' yang akan
dikan sebagai wadaﬂ untuk PLN, Telkom, PAM dan lain-lain,
ga %egzatan '28 v/tutup dapat alellminas1, paling tldak

Di Sekior Pekerjaan Umum terangkat beberapa masalah yaltu,

embangunan Waduk Jati Gede yang diharapkan akan dapat mencapai
beﬂera§? sasaran !
- Untuk pengeadalian banjir,
- "Lﬁgpﬂgifgi Wlb&ta,
- Pembangkit tenaga listrik;
- Pengairen dalam pengembangan sawsh rakyat;
e u}EﬁfiiZ 11 baku.
nd ungﬁﬁ in1 memerlukan lahan seluas 4.896,65 Ha termasuk 571 Ha
tuk bendungan. Lah&n yang sudah albpbaskaﬂ 2.634, 03 Ha,
samping 1.200 ha fahan milik Kehutanan yang penyelesaiannya
narapkan pant uan Pemerintah Pusat.
Lahan unfuk waduk yang 571 Ha baru dibebaskan seluas 180,43 Ha,
iigigh sebabny a, pembanounan fisik Bendungan Jaii gede belum
agral dilaksanian karena belum tuntasnya pengadaan tanah karena

neaysngkut pemindaban penduduk yang terkena proyek.

Pemban Euu(n Waduk Serbaguna Jati Gede ini mempunyai nilai
strafegis bagi pembanguan Nasional maupun regional Jawa Barat.
Komisi IV yﬂR RI menyarankan agar proyek ini dapat dilanjutkan.

Perum Oforita Jati Luhur mempunyai peran sangat vital dan
mempunyai fungsi penting dalam :
-~ Meﬁgpiaia air untuk pembangkit tenaga 115era,
- Nenyediakan air untuk penggelontoran kota (Subang, karawang,
Bekasi dan DRI Jakarta);

- Menyediakan eceeccecceos
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Jlaannya yang secare profesional telah membuahkan hasil
Pete erintah Pusat dan daerah, serta masyarakat pada umumnya
kitar ﬂziayan zerJanya.

s anya air dari sumber-sumber dari sekitar waduk ini,
sg“s nya masih lebih besar daripada kebutuhan untuk mefmenuhi
ilf zé ip¥51nya tadi, sehingga masih dapat dikembangkan untuk
nemenuhi pertumbuhan industri maupun pertanian.

Namun, dari temuan di lapangan tampak jelas debet air Waduk jati
Luhur saat ini mengalami penurunan yang sangal drastis.

Mengenai hal ini Komisi IV DPR-RI meminta penanganan yang serius
dari Pemeriniah,

v
Portomaarei

Temuan ke mi di Sektor Pariwisata Pos dan Telekomunikasi,

dapal kami sampaikan sebagai berikut :

n besar wilayah Jawa Barat hagian Selatan
inggal dibanding bagian Utara, aazk dari sisi
s sibilitas, naupun sosial ekonominya.

Kup 1nvg1 d1 bxdaag Par1W1qaLa. panorand alom

hagia
rtin

obyef wisata iﬁl belgm dzdukung oleh pra&arana
ix: W@ﬁﬂﬂdl, serta pengelolaan yang profesional. Dari
aid, bary 12J bush yang sudah dikomersilksn.
31 Pe*abunan xatu di Suxabumz n1 teldh
P

Jéﬁjdﬁlﬂdﬁ 1Huhoza Kib*paien Sukabumi,
-RI menyarankan dalam hal ini jaringan transportasi
ing untuk dikembangkan, yaitu jalan tol dari Jakarta-

sangat
Ciawi- Ear ung Kuda-Cikadang-Pelabuhan Ratu ﬂevan?ang + 40 Kn
Disamping 1tu diharapkan pula Pemerintah Pusat memperhatzkan
pengembangsn obyek wisata ini dan segera menjadikan Pelabuhan
Ratu ibukots Kabupaten Sukabumi melalui peraturan yang berlaku.

-Pengembangan seceecesccee
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Pengembangan Pos di wilayah Jawa Barat tidak menemukan
atan jaug berarti. Sejak Januari 1996 seluruh kantor pos yang
ada di BOTABEK, berada dibawah pengendailan WILPOS IV DKI
fka ia, arena 1tu jumlah desa/kelurahan yang masuk WILPOS V
#a tznggai i 84,21%, Dapat dlkarakan SEj&k tahun 1933

k endaraan roda 4 diouka DS Keizizng dengan menggunakan
notor. Hampir tidak ada kendala yang dihadapi, hanya masih
hnva kesadaran masyarakat untuk menggunakan kode pos dan
ag aman amplop.

Pembangunan PT, TELKOM Divisi Regional IIT Jawa Baraf tidak
menggunakan APBN, dana yang digunakan berasal dari mitra KSO,
vaitu PT. Aria West Internasional,

hun 1996-1999

Direncanakan akan dibangun 500,000 SST selama J ia
dan Pusat 94,864 §ST.  Vang menjadl kendala éala pengembangan
@’aﬁgﬁnan i?lpkﬁﬁﬂﬁidei, khusasnya proyek pﬁﬁg ndalian
'ﬁﬁﬂSl, ialah " nenznjauaﬂ ulang" proyek pengadaan tanah untuk
ag1un monitoring radio" dan untuk pengadasn barang-barang
ektronlk dan alat-alat komunikasi.  Barang-barang yang ada dz
14 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah
}

5

pkan oleh Difjen Postel,

A

Daiam penyediaan rumah zype RSS/RS harus selalu mengacu
epada p g ram pembangunan selama Pelita VI. Di Jawa Barat
4rus ézbaigiﬁ sebanyak 261.000 unit, sedangkan kemampuan

ram&as, iET loppr daﬂ kopera51 zanya}ah 95 950 unit. Delum

3 Gﬁf ﬁﬁn'&§ namuﬂ aaiam QZIU&S‘ e%apom1 gepezfi qekazang Perum
erumnas menghadapi kesulitan dalam ppnjua}aﬁ rumah akibat
keterbatasan Dank Pemberi Kredit. Kesulitan fain, terbatasnya
lahan di kota, sementara harganya tinggi, prasarana dasar untuk
lingkungan perumshan yang memeriukan biaya cukup besar,

mempengaruhi ..ccvecevee
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-

mempengaruhi harga juai rumah., Dilatn pihak peraturan

mengh@naaki harga rumah harus terjangkau OLEh nasyaTakat

cw&d

berpenghasilan ren dah Yang menambah beratnya beban lagi, 1alah
perawatan fasilites umum dan fasilitas soszai_yer&maﬁam, pelum
dapa diserahterimakan kepada Pemda. |

ki

serahte
Komisi IV DPR RI menghaxapt““ pembangunan RS/RSS ini se yogyanyu
penentuan lokasi telah ditetapkan dalam RUTK dan diselaraskan
dengan pengendalian harga temah. Dalam kebijaksanaan Perbankan,
hendaknya untuk membiayai pembangunan RS/RSS disediakan dana
?ﬁrﬂeféifi Selain ity hendaknya Pemerintah dapst nenper-

{imbangkan pﬁmaprzaﬁ subsidi bunga KPR khusus untuk RS/RSS Dagi
konsumen menengah ke bawah.

Beberapa masaiah lain dalam temuan ksmi, tidak dibcakan;
disampaikan dalam laporan tertulis secara rinci, seperti:

- Masalah Jembaten Timbang vang statusnya masih berada dibawah
Pemda, belum diserahkan kepada Departemen Perhubungan sesual
dengan ketentuan vang ada. Sebagaimana sudah diketahui,
pungutan-pungutan liar di Jembatan Timuang, dan pengawasan

ternadap tonage beban a ngkutan yang tidak sesuai dengan

peraturan masih saja berliangsung.

salan Perumka, yang kekurangan sarana dan prasarana untuk
ayanai uta @A untuk mengoptimalkan jalur-jalur KA

" gD

yang pernah ada seperti KA Bandung - Garul - Tasikmalaya -
fien S

15, melihat peﬁggui jasa KA vang cenderung semakin

~ Masalah kurangnya sarana dan prasarana Bandara Husein Sastra
Negara dan Bandara Pen nggung di Cirebon, dikaitkan dengan
jumiah peminat angkutan ud z ra vang makzﬁ menzngka;. '

« Rehabilitasi eceeecoeccecsse
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Refabilitast jalan dan jembatan ser ia pengenhangan jaringan
jalan di bagian selatan Jawa Baral dan disekitar BOTABEK,
mengingal fungsinys sebagai peuyangga ibukota Jakarta.

- Proyek Pengendalian Banjir dan pengelolaan air di Suagaz
Citarum, |

Lo

g Timwnes Tanng *pambpnmad 7 hadhs - of Y i
1Gang vowan vang 1eraormac, Raqirin yang Lami muil Lakan,

Sel
i

erusnya. kami bacaken informasi yang dapal dihimpun dari
Daerah Tir |

)
Tingkat 1 Maluku,

s
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N
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U per fian ekonomi daerah selams kurun
seﬁes r raza zar 0,38% setahun., Sedangkan
ap’ta masvarakat Maluku pada akhir tahun 1996

K
94,393 per tahum, atau meningkat sebesar 11,36%
fun 1993.
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o I Maluku apbenarﬁya memiliki potensi yang Cukup besar
balk 1 xﬁﬁayaan alamnya maupun pariwisatanya. Namun karena
kondisi geografis dan masih terbatasnya prasarana dan sarana
exonomi terutama transportasi, menyebabkan t rjadinyd ekonomi
biaya {inggi sehingga investor enggan menanamkan modalnya di
sini,

ma '-—¢‘

pembangunan dasrah Maluku relatil masih
: fthuiahban danral
i iputuhkan ¢aeran, Sasaran

KEC1 ni [1 1hve q !
nnmb s im0 S n 3 $ysmbgrdian [ ’
pembangunan {lagaﬂk&ﬂ KEpaga pﬁ?iumﬁhﬁau exaﬂomz Aemariz?mang

S

cfempal maupun f@SiGﬁ&l.
Nsmaﬁ s ? ia tr¢1 portas: anmtar pulau di Maluku maszn menjadi
persogian yang cukup berat, apa iagz untuk daerah Maluku Tenggara
g *ﬂ“f é dari pulau-pulau kecil yang tersebar. Oleh karena
ana

D sarana dan prasaran perhubungan laut men;adz,
(ing dan sangal membutudkan perhatian. Saat ini di

Propinsi seceeecsces



ropinsi Maluku terdapat 13 lintas penyeberangan dengan jumiah
apal 12 buah, namun yang dapat dioperasikan hamya 3 linlasan
ang mempunyai sarana kepelabuhanan, sedangkan yang lain belum
dapat disinggahi.

T
1.
¥
2%
Vi
J

Armada periniis yang diharapkan dapat menjadi penghubung
utama antar pulau di Malukw, kondisinya belum memadai, kapal-
kapalnya sudah tua dan sebenarnya adalah kepal barang Duken kapal
penumpang. Untuk hal ini Komisi IV DPR-RI menyarankan, perlu
dipikirkan aéanya dana lnpres Kelautan untuk propinsi-propinsi di
Indonesia B gzaﬁ Timur ini gupa men iempercepat pembangunan sarana

i

dan prasarana perhubungan laut di daerah ifu

rmada pelavaran masih memerlukan kebijaksanaan

I at dalam pengaturan rute, serta angkutan perintis,
nii ap pelabuhan paling tidak aapat alvlnggahi kapal 1

minggu se kazz, yang selama ini hanya paling cepat 7 minggu
kali. Juga diperlukan pemJinaan secara berianjut terhadap
perusahaan pelayaran swasta dan pelayaran rakyat.

Jaringan- j@fzﬁgan jalan  regional di Propinsi Maluku
(1 Trans 5€ram, Trans Hﬁiﬂ&ﬁG*? dan Pulau Buru, umumnya
belum ditunjang oleh jumiah penduduk pada pusat-pusat

- alan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan

jalan tersebut sangal rendah.
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da tidak dapa; 41 iavaﬂ1 oleh DAMRI
: ya S - dan sering rusek. ?eﬁaﬂsanar :um ah
jazaﬁ nany a ferjadi pada jalan kabupaten vakﬁz :
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belan szzmal,

) lﬁﬂmisi [V memahami Dahwa pembangunan prasarang jalan perlu
diprioritaskan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
Komisi IV menyarankan agar dalam penentuan lokasi pembangunan dan

rehabilitasi ceeececee
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amping koordi pasz dengan instansi

rehabilitasi jalan, di samping
atikan aspzfasz y Lz @anpzqg ztu agar
11

1
terkait, ju zper
armada Damri p{

Pez&afScrzaaL SWa

Pada sub sektor pe gbangangn prasarana dan jembatan
( yang sedang dikerjeken adalah membuka jaringan
AL g masth zezssoizr refagz memiliki potensi
yang tinggig Di samping itu dilaksanakan proyek
a [ jeian dan jembatan. Proyp% yang ditinjau secara
lah proyek rehabilitasi jalan Kairatu - Masohi di
alukn Tengah melewati ruas jalan Latu-Liang-Waipia-
yang sebagian sedang dalam proses pengerjaan. Tujuan
sebut adalah meningkatkan mutu pelayanan jalan dan

erse
yang sesuai dengan pertumbuhan lalu lintas orang dan
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moatan yang éiﬁaéagz dalam pencapaian sasaran proyek ini adalah
; 5 bahan-bahan bangunan di samping kendala keuangan
akni aﬁﬁﬁ?ﬁ %pbzg ksanaan v~merzﬂtah pusat untuk pengurangan
jolak moneter yang ferjadi.

isi IV mentlai, proyek pembangunan jalan di Propinsi

luku telah dapat dilaksanakan &ﬁﬁgaﬁ baik. Namun ada
ok ' fisik tidak dapat Lerc&paz 160%

3 keseluruhan, meskipun beberapa ruas jalan sudah tercapai

Komisi IV ,seceees
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n percepatan penyelesalan
Ky oleh perubahan- pefubanan'
] aifaga 1 éari pusat sehubungan Efzs's moneter yang Iezfaﬁl,

. ] eh PT. Merpal: Nusantara
PT. Mandala Airlines danm PT. Bonr aq Airlines dengan
or rata-rata 30% s/d 70%.

éihaxapi'a alah terbatasnya prasarana bandara

verintis yang tersedia. Untuk mengatas: hal
ini, telah dila &sanakaﬂ proyex perluasan bandara Patimura Ambon,
dan ditingkatkan panjeng landasannya seh1ngga dapat didarati
pesawal jenis airbus.

~"-°~‘;
o
Frey
("D

Komisi IV menyarankan agar diprioritaskan proyek pembangunan
prasarana lapangan terbang perintis disertai pengaturan rute
penerbangannya, untuk mewujudkan efisiensi dalam pengoperasian
penerangan perintis.

ngemd ﬁaugaﬁ sumber daya air di Propims: Maluku meningkal
1 tehun ke tahug,

katan jari ng noirigast,
kat terus selame 3 fahun
) Ha, namun hambatan yang

terakhir dari 1.395 Ha mer
erbata SﬁY& dana peneizhar Jan jaringan irigasi.

A
ﬁzh&éayz adala

Penyediaan air bersih bagi penduduk pefeaaaﬁ dan perxotaaﬂ
nenghadapi musin kemarau pan;ang adalah pembangunan embung-embung
dan per mbuatan sumur-sumur bor ferutama pada wilayah/daerah

Manfast yang diperoleh dari irigasi ini antafa fain adalah
[ sawah beririzasi teknis ﬁenxngiaz “70 Ha menjad:
Ha, peningkatan has;% panen padi yaitu pendapatan petani

[ 221
e
L.
LT
ot

meningkat: cceceveccosne



meningkat dari Rp 756.000,-/Ha menjadi Rp 1.620.000,-/Ha serta
kemudahan mengengkut hasil panen karena adanya jalan inspeksi
irigasi.

Mengingat pentingnya irigasi, namun juga mengingat
keterbatasan anggaran yang tersedia, Komisi IV menyarankan agar
dana pe 1 haraaﬂ jaringan irigasi yang sudah ada dapat

1St Maluku memiliki pOLﬂﬁSI pailwisaza yang sangat
%esarj terutama wisata alam dan wisata bahari. Jumlah wisatawan,
baik W1satawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang
berkun;un ke Maluku rata-rata 27.696 orang/tahun, dengan lama
tinggal rate-rata ! hari dan rata-rata pengeluaran Rp 290.000,-/
0Tang/pernari.

Masalan yang dinadapi dalam pengembangan pariwisata di
daerah ini antara lain masih lemehnya manajemen indusiri
pariwisata dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang
mengaki%aikar kurang ?;ﬂf€5£0ﬁaiﬂVa peﬁaei laan industri
pariwisata, & kurangnys Gukungan prasarana dan sa1ang. transportasi
menyebabkan  distribution point yang ada kurang lancar,
?ef&azQSHva sarana transportasi baik dari luar maupun dalam
ﬁﬁgﬁr:. khususnya p da giﬁLH pintu terdekat ke Ambon, terbatasnya
investor dalam bidang pariwisata.

~ Untuk meﬂingx gan pengembangan parzwzsata Komis: IV DPR-RI
mﬁﬁvaran I agar zn t,a n program promosi baik dalam npgerl
maupun iu f neger1, peningkaten kualitas sumber daye manusia
profesional di bzaang pariwisata, peningkatan sadar wisata
dikalangan 1 ﬁasyaraxac serta peuingkatan koordinasi dalam
pemaniaatan obyek dan daya tarik wisata, di samping meningkatkan

pelayanan ZL”QSPQII&SI Perlu pula diupayakan keikutsertaan pihak
swasta dalam mengelola obyek pariwisata.

realisasi .eseeccces




an telekomunikasi tahun 1997/1998
14 32% keuangan. Pengembangan gdr1ngap
ncapaz selurub Kabupaten, Kotamadya dan

f:l")

Realisas
mencapai 78,04% fisik
feipﬁemuniaa telah

Tbukota Kecamatan,
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Hambatan yang dihadapi ada sebagian desa-desa vang lokasinya
di bukit dan sulit untuk mengadakan pemasangan jaringan, pemu-
riman  penduduk yang tidak merata dan letaknya berjauhan.
D1 sampzng ity permintaan masyaraka! akan sarana telekomunikasi
masih rendah, terutams di Kecamatan-kecamatan dan Desa-desa.
Komisi IV menyarankan agar ditingkatkan promosi pemasaran telepon
disertai dengan kemudahan-kemudahan prosedur.

-t

Selanjutnya kami mengutarakan informasi vang dapat dihimpun
dari Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara,

n di Sulawes: Tenggara (meiiputi jalan
upaten} dapat dikataken memadai, dimana
ta sepanjang 6,394 km, Namun secars
sepenuhnya menjamin Kelancaran arus

Pem uaargunan jal
ara, Propinsi d
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I terjadi kerusakan jalan. Tahun
:iiaz 29% a‘? jalan di Sulawesi Tenggara berkategori

ang la innya perpotensi mengalami kerusakan. Kerusakan
hut tidak dixebabk an oleh penyimpangan atas ketentuan dalam

gundn fagan ﬁe aiaxaﬂ @feh ?Oﬁs hweﬁsi dari tuﬂiutaﬁ
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j _ §akan Uien ﬁemerin;ah« LOHtQH KGH rit d&il nasalah Lﬂrseouz
agtara lain terjadr pada jalur jalan poros Kendari-Kolaka yang
nota bene adalal jaian ﬁegara/:a an arteri/jalan utams sebagai

1

o
urat madi aktivitas ekonomi Sulawesi Tervgara, Diberbagal bagzaﬂ

dart jalan tersebut m u*ngazam kerusakan pada fondasi jalan
| sehingga sangat menghambat kelancaran arus lelu lintas. Kerusakan
- fondasi tersebut disebabkan azPh daya tahan jalan yang sangal



rentan terhadap tekanan berat, dimana komstruksi jalan hanya
dirancang untuk menshan tekaman gandar seberat 8 ton sedangkan
kendaraan vang lewat, rata-rata mempunyal berat di atas 10 tonm.
Di samping masalah fondasi, masalah lain yang difemui pada poros
jalan Kendari-Kolaka adalah lebar jalan yang hanya 4,5 M ikut
menghambat kelancaran arus transportasi pada poros jalan ini.

Disarankan perlu realisasi arahan Pelita VI dimana dalam
-program peningkatan jalan perlu disertai peningkatan struktur
jalan dari tekanan gandar 8 ton menjadi 10 fon. Lebar jalan yang
teiah mulai dirobah dari 4,5 m menjadi 6 m agar terus
dilanjutkan. Mengenai poros jalan Kolaka-Batas Sulawesi Selatan
yang juga menjadi obyek peninjavan Tim Komisi IV, perlu lebih
dipercepat penye!l esa'annya mengingat kebutuhan akan jalan
tersebut sangat mendesak bagi kepentzngan meningkatkan aktifitas
ekonomi rakyat.

Sektor pengairan mempunya p eran penting dalam pembangunan

yerfaﬁzav i Sulawesi Tenggara. Luas tanaman padi di Sultra pada
tahun 1996 mencapai 95.000 Ha, sebagian besar (83,16%) merupakan
paci sawah (berpengairan). Dengan dukungan prasarama tersebul
sejak-tahun 1994 Sultra mencapai surp?us produksi beras. Walaupun
jumlahnya masih kecil dimana pada tahun 1996 baru mencapai 45.000
TQ%,‘namuﬁ telah merupakan langkah awal yvang baik untuk
peningkatan selanjutnya,
D1 antara prasarana penunjang peningkatan produksi tersebut
adalah Irigasi Wawotobi (dimane secara langsung Tim melakukan
zzﬁjguan Eagangdn)._ Efzg si ini mempunyai kapasitas efektil
~seluas 15,000 Ha, sampai saat ini baru dapat difungsikan seluas
- 10.000 Ha. S1sanya se;umlan 5.000 Ha ditargetkan berzangsz pada
Pelata VII melalui program pencetakan sawah seluas 1.000
“Ha/tahun, Pemda dan masyarakat Sultra menilai target tersebut
terlalu kecil karena tidak mendukung program pencapaian surplus
‘pada akhir Pelita VI sebesar 60.000 ton.

Disarankan secesee
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Disarankan periu adanya dukungan dana yang iebih'bgga; lagi
-untuk mempercepat pemanfaatan secara penuh potensi irigast,
dengan meningkatkan target pencetaken sawah menjadi 2.000 Ha/
tahun,

Penvediaan air bersih juga merupaken prioritas pemoangunan
daerah Sulawesi Tenggara. elalui berbagai program, baik
perpipaan maupun non perpipaan upaya mengaaakan/penyedzaan air
bersih terus dzf1ngxatran. Namun sampai saal ini apaya upaya
tersebut baru dapat melayani kebutuhan penduduk sejumlah 19,38%.

| Xhusus untuk kota Kendari (dimana pusat pengoiahag a1rnya
menjadi salah satu obyek peninjauan Tim Komisi IV}, ditemukan
permasalahan sebagai berikut : z

1. Kapasitas terpasang pada sarana produksi yang ada telah
mencapal 400 iiter/detik, namun kapasitas transmisi baru
mencapal 200 liter/detik. Hal ini sangat membatasi kemampuan
distribusi alr pada masyarakat.

Disarankan perlu perhatian pemerintak pusat untuk segera
membanty penyedisan sarana transmisi/distribusi paling
kyrang untuk 200 liter/detik.

B~

Da aya dukung listrik nhasusnya PLN masif terbatas. dari
tebutuhan tenaga listrik sebesar 800 KVA, baru dapat
dilayani melalui PLN sebesar 350 KVA dan Genset 350 KVA.
Tenaga G nSﬁt sesungguinya merupakan tenaga cadangan bila
listrik PLN paaam, Dikhawatirkan bila salah satu dari sumber
tern 1aga lisrik tersebut padam akan sangat menggangay
1 ribusi air bagi masyarakat,

ankan dibufuhkan dukungdn dana dari Pemerintah Pusat

ar
ntuk pengadaan listrik PLN sehesar 430 KVA.

Pembangunan R
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Ppmbangupaﬁ perumahan 'a permuﬁ iman juga mendapatkan

perhatian dari daerah dan masyarakat Sulawes: Tenggara.

Salah satu obyek kunjungan Tim vang menarik perhatian adalah
Perumshan Nelayan disekitar kota Kolaka. Pemda Kolaka,
JawataniDinas, ABRI dan swasta serta BUMN dan BUMD setiap
tafiunnya menyediaken perumahan tersebut sebagai stand pada
pameran pembangunan dan sesudahnya éipinuahkaﬂ padd lokasi yang
telah diSlﬁD&&ﬁ olen Pemda. Luas bengunan 33 m2 (5x7 m) dan
luas tanah 204 m2 (12 x 17 m). bangunaﬁ dan tanah tersebut
diserahkan secara cuma-cuma kepads nelayan. Sejak  mulai
dilaksanakan program tersebut pada tahun 1995 s/d tehun 1997 ini
telah diserahkan pada nelayan sejumlah 160 unit. Dan program ini
akan terus dilanjutkan dimasa-masa mendatang.

Melihat dari jumlah rumah yang dapat disediakan cukup
sedikit, dapat dikatakan bahwe tidak ada yang menonjol dari
program ini. Yang menarik adalah adanya ide untuk mendayagunakan
bahan yang sebelumnya dijadikan limbah. Mungkin ide seperti ini
pefi' dicermati dan dipertimbangkan untuk diterapkan di daerah-
daerah lain.

tasalan 3ain yang dihadapi pengembang fdﬁvpidpﬁr perumahan

Ma
3 UmumRYa adalah berkenaan dengan harga rumah RSS yang oleh
m

Dada
penge mpang diniiai terlalu rendah, tidak sesuai lagi dengan
perkembangan yang terjadi saaf ini,

%

eveloper tentang periunya menaikkan harga patokan RSS
lu dipertimbangkan oleh Pemer intah.

Secara umum sektor franspertas1 di Sulawesi Tenggara felah
menunfukkan perannya yang memadai, baik dalam kelancaran
distribusi barang dan jasa maupun dalam daya dorongnya bagi
pewbanwuuan sektor lain, Ha! ini dimungkinkan oleh tersedianmya

‘sebagian kebutuhan prasarana dan sarana maupun terjelinnya

keterpaduan seecseceese



‘keterpaduan antar moda transportasi. Hal ini nampak pada jalur-
jalur transportasi strategis sepert: jalur antar Aaoupaten,
antara Ibukota kabupaten aengan Ibukota Propinsi dan antara
sulavesi Tenggara dengan daerah tetangganya.

Namun demikian secara kasuistik, saat ini Sulawes: Tenggara
dihadapkan pada masalah serius di bidang transportasi udara
dengan ditariknya penerbangan dari perusahaan Sempati Air sejak
bulan Agustus 1997, Sulawesi Tenggara saat ini hanya dilayani
oleh penerbangan Merpati Nusantara Airlines dengan frekuensi 10 x
delam seminggu. Jumlah frekuensi penerbangan sebanyak 10 x dalan

seminggu sangal tidak mencukupi kebutuhan pelayanan jasa angkutan
udara navyaraka' Sulawesi Tenggara. Hal ini mengganggu kelancaran
angkutan penumpang, sckaligus mengganggu kelancaran roda ekonomi
masyarakat. '

Disarankan frekuensi penerbangan dikembalikan pada keadaan
semula yaitu 14 kali dalam seminggu. Serta menjadikan Bandara
Wolter Mongimsidi Kendari sebagai bandara transit antara Ujung
Pandang - Ambon dengan terminal pesawat di Surabaya atau di
Jakarta, 1

h lain yang mengganggy Keianearan arys tr ansportasz di
Tenggara saat 1ni adalah terlambatnya penyelesaian

Sulawesi

pekerjaan dermaga penyeberangan Torobulu dan Tampo karena
peralatan hydrolik sepagai salah satu komponen penting dermaga
velum {iba dari [uar negeri

~ Disarankan ppziu percepatan pengadaan peralatan hydr011k
eke

agar pekerjaan proyek aermaga segera dapat diselesaikan dan
kelancaran traaﬁporraSI darat antara wilayah daratan Sulawesi

elancar
eriggara dengan wilayah kepulauan segera pulzh xﬂmvallt

Potensi .ecceveece v




Potensi pariwisate di Sulawesi Tenggara memiliki daya tarik
yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Vang menonjol di
antara obyek-obyek tersebut adalah Taman Laut Nasional Wﬂkatobi
di Kabupaten Butom. Terdapat 7 (dua) tempat yang ideal sebagai
diving resort yaitu Pulau Hoga dan Puisu Tolandono. Kedua lokasi
ini menantikan partisipasi pihak swasta untuk mengelolanya agar
dapat berkembang secara ckonomis. Khusus Pulau Hoga sesungguhnya
- sudah mulai dirintis pengeloiaannya oleh Yayasan Walesia,
Walaupun sampai saal ini belum banyak kemajuan yang dicapai.
Sangat disayangkan bila obyek ini tidak dikelola dengan baik
kKarena sesual hasil-hasil penciitian, kedua obyek di atas tidak
kalah dengan obyek kelas dunia lainmya.

Disarankan agar Pemerintah mendorong pihak swasia untuk mengelola
obyek pariwisata tersebut. :

-

aringan pelayanan pos telah menyebar keseluruh kecamatan se
wesi Te gg ra. Dari 64 Kecamatan di Sulawesi Tenggars,
fasilita p@iayanan pos sebanyak 50 Kantor Pos. Pada
: an yang be:uw terdapat Kantor Pos, telah tersedia

as Kantor Pos Desa. Permasalahan vang ada saat ini adalah
iran fasilitas pos di tingkat Desa yang masih sangat
sementara Pemerintah telah memggariskan Dahwa dalam
lita VI, 4UA desa yang ada teigh memiliki fasilitas pelayanan
s, Disarankan perlu ditempuh langkah-langkah kongkrit bagi
nye 1aan fasilitas pelayanan Pos di wilaya? pedesaan.
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Dt bidang Telekomunikasi, masalah vang perlu mendapat
erhatian adalah Tprlambatnya pelaksanaan pembangunan prasarana/
sarana yang menjadi tugas mitra KSO. Sampai saat 1n1 mitra KSO
belym'mela (sanakan pemasangar Jarrigan distribusi, sehingga
prakiis mereka belum menyumaang peﬂzqgﬁatan pendapatan.
V menyaraﬂxaﬂ agar kepada PT. BSI diberi peringatan untuk
menyelesaikan pekerjaan yang telah ditargetkan,
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Széang Dewan yang terhormat, serta hadirin yang ‘kanmi
hormati.

Demikianlah laporan singkat hasil Kunjungan Rerja Komisi IV
DPR-RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun bldang 1997/1998,
yang kami bacakan, dan selebihnya turut kami lampirkan.

Melalui kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada
Gubernur KD DKI Jakarta, Tk. I Jawa Barat, Tk. I Maluku, Tk. I
Sulawesi Tengoara dan jajarannya. Demikian 7juga kepada Jajaran
Departemen Perhubungan, PU, Parpostel dan Kantor Mempera di
daerah yang telah Kani kunjnngl, atas segala perhatian dan
bantuannya dalam mendukung keberhasilan kunjungan kerja yang baru
lalu,

Terimakasih yang sama kami ucapkan kepada para wartawan,
media cetak dan televisi yang telah mempublikasikan keg;atan
selama kunjungan kerja kepada seluruh masyarakat tanah air
Indonesia, kiranva kerjasama vang baik ini dapat berlanjut dan
51Llﬁ§kackaﬂ

emoga hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI ini dapat
menatnaang t n dari Bapak/ibu Sidang yang kami hormati dan
menjadi m & ? E fan berquna bagl Dewan dan para instansi terkait
di Pusat dan di daefah Akhirnya kepada Tuhan kita mohonkan
Semoga Seg ia kegiatan 1ni dapat bnrguna untuk memacu pembangunan
deml keselahteraan selurub bangsa dan kejayaan negeri tercinta.

1k wal hidayah, assalanu 'alalkun Warahmatullahl

23 Freand
£

.'3V

5] -
m
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KETUA RAPAT

Terima kasih kepada Ibu Hj. Nelly Hasan yang telah mewakili
Komisi IV menyampaikan laporan daerah Jakarta, Jawa Barat, Nusa
Tenggara dan Maluku. Dengan bahasa yang cukup jelas dan substansi
japoran yang cukup bagus. Ada beberapa catatan dalam Jlaporan
tersebut, temuan mengenai di Jawa Barat galian jalan, saya terma-
suk orang yang pernah punya KTP di situ selama 8 tahun, memang
ini saya bisa jadi saksi, berani sumpah betul, jadi kalau sudah
PLN bikin bongkar, Telkom, nanti apa lagi air, sudah selesai itu
nanti muter lagi PLN, ini mulai dari Letnan sampai Letnan Jen-
deral masih seperti itu. Alangkah susahnya ya kita mau meyakinkan
bahwa itu sikap yang primitif.

Kemudian yang berikut saya Kira kita tadi menyimak ada 4
bundel laporan +isinya semua saya kira bagus isinya, barangkaili
dalam kKomentar—komentar kami menanggapi laporan itu atau dalam
kita membaca seluruh semangat yang disampaikan oleh laporan
Anggota Dewan dari Komisi I sampai dengan Komisi IV ada yang
bernada barangkali catatan-catatan keberhasilan, pujian-pujian,
kalau itu disampaikan berupa pujianh, kebanggaan yang disampaikan
oleh Dewan itu adalah kebanggaan rakyat, karena Dewan memang
waki]l rakyat. Tetapi sebaliknya kalau itu disampaikan merUpakan
kekecewaan Dewan, 1itu adalah juga kekecewaan rakyat, Kkarena
memang sekali lagi sama juga Dewan adalah wakil rakyat. dJadi
kita tanggapi barangkali kita simak laporan ini dalam perspektif
vang seperti itu. Bukan karena egoisme Dewan saya Kira.

Saya pun ingin menyampaikan, Karena saya kebetulan koordina-
si yang menangani masalah-masalah Pers, dalam kunjungan sekali
ini pada periode ini saya melihat  bahwa pemberitaan dari Pers
itu lebih banyak, lebih banyak mengangkat hampir semua Komisi,
saya punya kliping, hampir semua Komisi memunculkan pemberitaan
yang diangkat oleh Pers. Saya mengucapkan terima kasih banyak.

Kemudian yanhg terakhir, sebelum saya masuk kemari dari
Sekjen mengatakan, Pak nhanti kalau terlalu panjang mereka menyam-
paikan pidato, itu nanti pada session terakhir tinggal Bapak
dengan Pelapor. Saya bilang itu dulu, sekarang tidak.

Asumsi saya, Kkarena dia bilang begitu, tetapi ternyata memang
tidak, karena sampai saat ini masih lengkap.

Saya kira ini satu hal yang patut kita catat dan kita bang-
gakan, terima kasih banyak untuk kita semua.

Sidang. ..ieevsnrnann
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Sidang Dewan yang saya hormati;

Dengan telah selesainya juru bicara dari Komisi IV membaca-
kan laporannya, maka selesailah sudah Rapat Paripurna Dewan hari
ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Saudara-saudara
Anggota Dewan, serta Wakil-wakil dari Pemerintah yang telah
mengikuti acara Rapat Paripurna dengan penuh ketekunan dan kesa-
baran.

Kepada Sekretariat Jenderal DPR RI saya harapkan agar
laporan 1ini dapal disampaikan kepada Pemerintah c¢.q. Départemen
yang terkait untuk bahan masukan guna rapat-rapat kerja dengan
pasangan Kkerja masing-masing. Jadi kalau Pers ingin lebih dalam
mengenai substansi yang dipersoalkan, nanti dilacak pada wakiu
pembahasan dengan mitra di Komisi.

Saudara-saudara sekalian;

Rapat Paripurna Dewan ini akan dilanjutkan besok hari Rabu,
tanggal 21 Januari 1998 dengan acara anhtara lain  Laporan
Kunjungan Kerja Komisi V sampai dengan Komisi VIII.

Akhirnya izinkaniah kami menunda Rapat Paripurna Dewan
hari ini.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

( Rapat ditunda pukul 12.25 WIB )

Jakarta, 20 Januari 1998
KETUA RAPAT,

SYARWAN HAMID ju
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d. Permaselahan

~ Polres Bukit Tinggl berkedudukan di Bukit Tinggi, melingkupi
2 (dua) Daerah Tingkat IT Kotamadya Bukit Tinggi dan Daerah
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Kondisi bangunan Stasiun BRI dan peralatan  yvang  sudah tua,
Bila memungkinkan, disarakan agar bangunan direhabilitasi

kembali, dengan burnllrxkdn @angunan

Casrah.

- Radic Hon  Pemsrintab @ sebanyak 21 Buah, tesebar di Dasrah

Tingkat II/Kabupaten

. Media Telew:
mﬁngam w@lw%&lﬂwu pembangunan Stasiun Penyviaran Padang, maka
TWRI darng  beropscoasi

Transmls?

sebagal  Stasiun Penyviaran. 3Stasiun

L3 buabh Pemarnoste

Permasalanan o
~ Hingga saat ini,
141 WEP,

Foroatuibgs

dangan kepubusan Menpen BRI Mo
fMenpen/l996  Tanggal 22 Mel 1996,  merupakan  Stasiun
1, famun Tam pelaksanaan telah melakukan kegiatan
sebagal Stasiun Penviararn

= Dalam Ta 1997 1998,

melum seluruhnyas dapat  diselesalkan
HEASTe BN St=T-§ masih : @, Diharapkan dalam T8y
LB dapat dilanjutkan kembalil.
- Dengan selesalnya Sta:

AN

iun Pernviaran, diperlukan ENGYGET AN

vang cukup besar termasuk pemsliharaan vang cukup bese

tamtakyPenertit

----- Pensrbitan Mars

0. Medla

cat terdiri dari 5
Bitan  Surat W ey, pvnu“»%1|» S Harian., 1L 3K Mingguan
cdan 1 Tabloit.
ranerbitan Daarahn

o i

P

Surat Kabar Mariasn Haluan DOREL000 eksamD.
Surat Kabasr Hardian P, 000 eksam .,
: 2L B0O0

45 . P50

R LG

OB AT mar

Surat habac

Tabloid Limbago

Ladd (450 sksamnp.

-~ Jumlah Surat Kabar we

b@rwumlﬂh PN SN

di SHum. Barat

Ekmam ., tarmasuk Surat Kabar
mggusMaiallah/Tabloid dari luar Dasrah termasuk dard
Ibhukota Jak

dibaca oleh mazyvarakat

X1

Dibam.Lqugn dengan Jumlah Penduduk ﬁumat@ra carar ¢ 4 juts
Jiwa . Ik

g 1 Durat Ka
dukharl. Data  Une
Pranduduk ).,

-~ Gural Rabar Untuk Desa
Dalam Ta 199771998,

sai dibaca rata-rata oleh 35 Orang pendu
sl o3 10 (1 Surat <wt i x A0 Orang

dan SEUD untuk Desa-dasa Proploe

Suars Karva, dengan 329 Ekaplfhari.

=1 Sumatera Barat
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Konadi dan perekonomian

ampat. naiknya  har

telah berd
k Vingkat

feoran yvang semakin  me

mei 2 b tan

CHELTTIC &

Sumatera Barat.
Memampuan akoromi
W g i
baruy
SEUD, Jumlan
Jumlah Desa masih banyak Desa
diberbagai Desa
SHLID peradaran

me inclam et s

Terpencil. Untuk mengatasi

-masing Desa.

Femsrintah

argilir untuk mas

T meghargal upayasiupa

CETE

i3 dan

oo Kanwil Pengrangan  dalam  rangksa pemerataan
dan mendor pasi  masyvarakat dalam
2rah  Pedesaan, menacbitan Panerbitan
Jallah seperti "agam Membangun, Pesisir

r dlsb don o didis-
tribusikan melalul  Juru  Penerang Kecamatan, sehingga

Gy part

i A

=g Ma

o

Membangun', "Padang tembang

diharapkan dapat manotivasi masyvarakat untuk  maningkatkan

penbangunan pedesaan ol berbagal sektor pembangunan.

sioskopan (GRPBII -
- sdat <dd Buah
hanya 200 BEioskop

clan W

ota Kabupa-

L

~ Marurunmya Jumlad

YU L e e

"t
3

kaitannva  dengan  kondisi

ional

med uaEn

Tele

= Ramajuan tsb, mengakibatkan menurunmdya penonton 91 Biloskop

noapatan b

sahing

mempartahan

tan kelangsunga Wipar .

Urituk bisa

Kop wang ada di Sumatera
Barat, GPEBST i

it

arn o

{Swasta) wvang balah
A1 Bicskop.
senayangan Film-film di Televisi diperketat cdan
pata umur  wvang  ditetapkan. Pemerintab duga
car Film-film Les disk yvang dijual di
sar bebas, vang disiny sak bersdar di Dasrah.
Fungutan Faj )
diring

Penayvangan

enal masa

margontrol

[

adar Film, PBE dapat

arlu diatur kembali,

o perfilman o _
ioskopan khususnya i

i

tidak merugikan usana perb
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daengan  DIF semuia,
s na ke n ubmhangunaﬁnyaﬁ dan
i L ke masing-masing
&1 PL.A50,  dan Rp.
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Fermasalahan baru timoul, GE5

ke telabh Jdimulal dilal
aang  muka i
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rMZ odan telah
Hingga saat
; 3, Lima tabap
dengan total bangunan yang sudah Jadi i |ui cari vang
direncanakan semula.

ini pembangunan

OO orang

i naan syvaratan substantif
pembﬁwiam cemnbabasan
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*an] s g el a
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= P rgEma nan
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TS TTE D&,
Dalam tanun 1
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-~ Dalam T 19 B, olanggarkan lanjutan pembangunan
R, B9.3285.000.- dan termesuk vang dijadwalkan.
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Susunan Pengacllan Tinggld

Keputusan Menteri Kehakiman RI

romisi I menvarankan, bila k*UdHﬂdr Megara memungkinkan

agar rehabilitas L £ T8 Bukit Tinggl dapat
dilandutkan dalam Ta L998/1999, a@auai cerngan  rancans
semila.,

\
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Draganisasi o
i Sumateras Barat didasarkan pada Surat
Mahkamah Sgung Moo 5 Tabun 1996 Tanggal 13 Agushus 1996,

kondisl tesb balum distur secsra btegas Susunan dan  Orga-
Tata kHar! : ﬁqip hingga saat  ini Organisa-
Tata Ker] arkan :

Mo, MOQEJPRLOY .02 Tahun 198%

Tanggak 19 Desember 1789;
Fepubusarn Mankamah fdgung RT Mo, KMa/003 8k /11/92 Tanggal 24
Faebruari 199%, dan

-
L

Rarbaran Perdata. o

tada dan Prosedur Ssrja di
Bindalmin.

dan Jenis Perkara Sanding vang masuk dan dapat disele-~
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Mamuk Tahun 1997 2 143 Parkar
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o 2V Parkara
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Sima 1995 b & Perkara

Masuk 1996
potus 1998 o
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1998 n - P kara
i a2 ul Tahun 1997 5 57 Perkara
Futus Tahun 1997 = BE Parkara
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G PER

Dermasalahan Organissi :
Jumlab personsel
rmasuk Hakim

vdi lan Tinggl Sumbar Hda G orang
Jumlah tersshut masih dirasakan
urtuk golongan I (5 mrangjk

stan-jabatan vang lowong baik oI
calam wilavah
Jabaltan Wetua,

kekuranganingg

irgga Wind me rolapat

ug i ol

: dilan Tinggl me
Mukum Pergadilarn Tinggl Sumatera Ba
Wakil HKetua, Pumi?w a/Sekrataris  maupum . ;
Fimbul akibat tMut varg tidak diiringl dengan pengangkatan
pengoantinvs. Disamping 1ty justru di Pengadilan Ting gl terola -
mendapatihan  3Iurat Reputusa !

SSRaUr, wvang

perbuﬂal W3 : :
o dan dJdi Pengadilan Megerl Padang Panjang tmrd1>a1
warng dalam saal bsrsamaan mendapat surat keputusan

sebagal FPanitera Muda Pidans.
Dibebe wngaﬂllmun P dijumpail kKeadsan adimana Jumlah

Hakim ddan Panitera Pe srgganti tidak sesual dan selaras derngs
beban Kerja vang ada pada Pengadilan Negeri g bersangkutan.
Contoh Pengadilan Megeri Muaro Jumlah H&Him 3 arang termasul
Ketua dan Jumlah Paniteca Penggantl 20 orang, sedangkan parkara

1 buah, pidana 58 buah.
£ .

vang masuk tahun inl Perdata

ada baik di Pengadilan Tinggi maupun
sual dengan  protap  dan belum
-

Sarans dan prasarana
Al Pengedilan
memadal dengan beban kKerja. Masih terdapat 5 Pengadilan MNege
vang  bidak  memiliki <e1im:aan dinas valtu Pengadilan Me
Lubuk Sikaping, Solok, Muaro, Palnan dan Tanjung Pati.
Pada Pengadilan Tinggl Jdalam rangks menpercepat penvelesaian
p&rmarm antara lain masih diperlukan tambahan perralatan berupa
inotik, sardana  komunikasi (S8E, #axﬁimile}u
dan dalam rangka tugs wasan yvang dibebankan pada Pengadi-
tan Tinggl sebagal wvoorvosht Mahkamah agung Riﬁ dengan jangkauan
wikian Jugs untuk tugas operasional

i

By

e

L}

M.l wirt]s RRPRNLE

daeran vang cukup luas, o
parlu tampanan prasarana berupa kendaraan roda 4 dan roda 2.

GADTL AN TaTa USaHa MEGSRS

vah hukum Pengadilan TUM Padang

Dalam prakteknve nenglng

maliputi 2 (dua) propinsi (Sumbar-Riau), maka masih ada ditemui

kendala~kendsla, antaca lain mengingat domisili para pihak
[Penggugat dan Tergugat) yang jauh dari tempat sidang {(Pengadi-
lan TUW Padang), sehingga memerlukan weakbtu wang ocukup unbuk
menyampaikan surat-surat pemberitabhvan/panggilan sidang.

Putusan Psogadilan wang ah mempunyal kKekustan hubkum tetao,
Vang amarnva  mewaiibk badan atau pejabat
Eu perbuatan hulkum tertenty  seringkali

unsha negara
untuk maelakukan s

ngganan untuk malaksanakannyA.
ini dikhawatirvkan aks

&

1 vomenimbulkan preseden vang kKurang
Baik  yang akan menimbulkan image kKepada masvarakat dimana pads

yilirannya masyarakat akan semakin tidak percava dengan eksis
tensi FPeradilan Tata |

3 Megaira.,
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HELTK,

Jajaran
Megeri Tvpe & dan B

17 Bidang aparatur

P
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e
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Kejaksaan Tinggl Sumaters Barat terdiri
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s Jaksa
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salurub o

Jumlah

Jumlah Usaha
hi
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ol ah

Bidang Yustisial o

a. Penvelesaian Perkara Tindak Pidana Umum @

~ Data Tunggakan SPDP Tahun 19951996
Jumlah SPOF diterima
Yaig jadi perkara (BaP)

r:Nale

~e Bioa BRDE
- Kasus Tindak Pidana Terhadap
keamanan Magara dan TIBUM

Kasus Tindak Pidana Terhadap
Orang dan MHarta
Tindak Pic

vor A g e
- AOFEBUS

Lainnvea

Jumiah tunggabkan SPOP

Data Tungogakan SPOP Tahun 1996/19%7
e Jumlah SPRP vang diterima

Jadi : :
Sisa sPDP

perkaras

Terhadan

Keamanan Megarae darn TIBEUM

. Kasus Tindak Pldans Terhadap

Harta Harnda

Tindak Pidana LLalnnva

Orang <dan

Jdumlah tunggakan SPDE

. Data Penyveliesalan Perkara Tindak Pidana

Tahun

Si= Takin

Masuk tahun laporan

Jumlah

Diselesaikan

Sisa tahun laporan.

X

dari

L %1

xz

z3
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N
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-~ merkara
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# Kasus Tindak Pidana Terhadap
Orang dan Harta Benda

¥ Kasus Tindalk Pidana Lainnya
Jumlah Tunggakan SPOR
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o dumlabh SPOP vang LT
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*oSisa SPDHE
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. Data Penwelealan Perkara Tindak Pldans Khusus.

Tahun 199671997
Sisa tatodn lalu =
Masuk tahun lag

Tahun 1997/ 19598

Sisa btahun lalu (Perkara Markotik

pErkara
Masuk tahun laporan (Perkara Har-

kotikad = 4 perkara
Jumlah kKeseluruban g 4

..... pﬁrﬂara

sal Kan R o

Sisa Tahun Laooran = hﬁ
Evesl oSl TERM&DAP PERUNDSMNG 3
Dari pertenmuan Tim Bunjungan Kerld vomisi 1 dengan para Mitra Kerja
Masvarakat  Hukum (Tkadin, LBEH, Tkatan Motaris Indonesia) Wilayvah
Sumatera Barat, AwaiU‘»’ tarhadas perundangan-perundangan,
diharapkan pemvemnpurnaan antara lain

“

L3 KUHP produk Pemericntan Kolonial Belanda, sudah seharusnva
diganti dengan Hukum Pidana Masiornal Indonesia, Karsna

tidak sesual lsagl dengan keadsan sekairang inil.

paertuatan  pidans menonjol sekarang  1nid

ifancaman  nukumannya  diperb
5 WA obika,

Y Menghapuskan pidana adat (odise
resml berlaku), karena hidak
wia.

at, mepertl perkosaan
riudian dan minuman Harqsn
] A& iddak

apsual dengan halk azazl manu-

R AT

ari Jdasrah o os

o Hukum &

diakul dengan tegas

2 1 &?, . L14 dan

\ : ; Pasal

114 ¢ ik g lban H@pmda terﬁangﬁa tentang
haknya unt uk anat bantuaﬁ Podkm.

21 Pasal 72 KUMAP jugs

nasil pwmwn’bmﬂah

7Q

ring

diabaikan, hanva vang diberikan
i saharusnya untuk kespen-

tingan pembelaan, perasshat  hukunnya

diberikan salinan
A3 Pasal 115 ayat (@}
kejanhatan tarhadap

rtian dalam  hal
nat Hukum dapat

mangikuti jaiannya pemnariksaan dear cara melihat serta

mencdengar paneriksaan.

¥
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Hukum Acars

Dalam KUNAR  hendaknva adae hak immunitas advokat/Penasehat
tidak dapat disidik atau
riksa olah OEWANM WEROR-~
ngan kode etik  Perngacars
Mankaeh RI Moo o:
tahun  1987¥, balk
nata.

hukum, dalam membsla klientn

dituntut, sebelum disslesaikan/

paTaN  terlebih dahulu. (Sesual
dan  Hapubusan  bersama Aetua
HM&KOCgf ALﬁﬂIL;lJ&f Moo or OER-PR

dalam parkara pildana maupun oarkara

Sudah waktunya Wpoarn

Bantuar hukum, of

Fikum Ferdat

3

1

4)

aodat dan perlu ads Hetagasan BW sebagal

Hukom @dat tidek tertulis dan berbeds dise-

; ian ribu . W, diperinei pasal mana sala yvang
dijadiken padoman dalam Hukum Perdata Iﬁdwn@$ia,

Perlu adanya Hukum Werdata Internaslional vang mengatur lalu
lintas perdagangan antara Megara dalam era globslis e
perdagangan bebas dalam 2020 vang akan datang, dan caras
sard pengesmbalian uamq simganan ﬁ@m@rinpahfﬁwaﬁta i Bank-

ek 1uﬂr negaeri dasbhnva

Perdata

HLoILR dan REG,. sebagail hukum acara Perdats yang mas
diperrgunakan  seskarang ini, sudanh  harus  digantl  dengan
Hukum @cara Perdata *ndmm

Spa varg dih&n@nwl

yo LASLeV0 ., pada

Pasal 5 avatl v rhana, AN

Biava ringan dalam e ke e
gailmans Kits i

~

Sguirg WL T

&

certumpuk di
] erman fgung ROl

i~

o

ggung  memnsriksa  dan

Tva Karena kelurarng
mamutus perkara tersebat.

Wntulk meananggulangl hal ts

kamungkinan diusulkannya
para Aadvokat/Pengacars senior, unbuk diangkat/diperbantukan
ol rmahkamah Agung,
Fraktek baik o ™

Yodang-undang

s kKarena banvak para Pwnde rEa/Penoacara

b

at dan maupun didaeran wvang menganggur.
camalh Agung RLT Moo L1985, dengan
adanya lembaga PR tidak berarti, maka oleh kKarena itu Pasal
1 ayat (2) vang menvatakan bahwa permohonan Peninjauan
Kembali (PKY tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksaan
putuzan Pengadilan, o

e dihapuskan. Farena eksekusi telah
dilaksanakan seperti meruntul rumah/bangunan  atau oblek
perkara telah dilelang dan berpindah tangan, maka sulit
mengambal ikan kKekeads

: samula, ancdal Kata permohonan PE
dikabulkan/dimenangkan oleh Pemohon, oleh karena itu Pasal -
1 oavat {(2) dihapuskan.
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’ 10 1 cla agaimana ditentukan
olaeh Fasal 55 dan _o} Undangundang  dMomor o
- Ailakukan setlap waktu
adaluarsal. )
2 shat vang tidak mau melak-
1% terhadap putuszan Pengadilan Tata
saba Negara, juga Instansi  atasan sebagaimana
diatur dalam Pasal 115 dan 116 UU Mo = 571986, sebenarnva
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DEWAN PERWARKILAN RAKYAY
REPUBLIK INDONESIA

LAaMPIRAN IT
KUNKER LAMPUNG

BAE I
FENDAHUL UAN

UMUK

Untuk melaksanakan tugas Xomizi I DPFR RI yang ditetapkan dalam
Fasal 59 Feraturan Tata Tertib PR RI No. 27DPR RIZL/1997-
1998, @maka FKomisi I BPR RI gaéa Asees Masa Persidangan 11
Tahurn Sidang 1997-1998 telah seabentuk 1 Tis Funijungan Kerja
ke Wilayeh Fropinsi Lampung.

DASAR EUNJUNDAN EERJS

1. Keputusan Pimpinan DFR RI Nomor Z4/FIMP/ILA19%7-1998  tang-
gal B Desember 1997 tentang Fenhgaa n Komisi-komisi untuk
melakuban Kunjungan Kerja Berkelompol.

. kKeputuszan Pimpinan DFR RI Nomor Z23/PIMP/II/L997-1998 tang—
gal 8 Desamber 1997 tentang Penugasan Angoota—-anggoia DPR
RI melakukan Eunjungan Kerja Perorangan.

a

HMAKSUD DAN TUJUAN

adakan penijauvan langsung dilspangan untuk mendengarkan
L i

&
asi rakyat serta mendapatkan masukan bagli  pelaksanaan

il
=)

= pengawasan PR RI atas pelaksansa tindang Undang,

AFEN dan Kebijsbksanaan Femerintah.

l"-:'

= Mendorong dan meningkatkan motivasi masyarakat  luas  di

dalam berpartisipasi aktif untuk mensukseskan Pembangunan
Masionai.

SA5ARON KUNJUNGAN KERJS

1. Bidang Hankam/A4BRI : Korem 043/Batam ; Lanud Astra Ksetrs
» Folda Lampung.
- Bidang Fenerangan : Kanwil Deppen Lampung, TVRI, TV Swasta
RRI, Mitra Penerangan { FPRBSESNI, PWI,

5PS, BPESI, PERFIKI).



E.

Ranwil DepKeh Lampung, Ketua Pengadil-
an Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi
Lampung, LP Tanjung ¥arang.

4. Regiatan lainnya : Pertemuan dengan Gubernur/KDH TK I Lam
pung, Bupati KDH TK.II Kabupaten Lam -
pung Barat, Kapolres Lampung Barat.

3. Bidang anum'

WAKTU DAN ROMPOSISI TIM EKURJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja dilaksanakan sesual dengap acara yvalitu tanggal
14 Desember sampai dengan 20 Desember 1997 dipimpin oleh Yang
Terhormat Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bapak Sugiarto dengan
Anggota

1. Marsda TNI Sugiarto Ketua Tim/FABRI

15. CH. Wibowo

16. Boediantoro, Sm._Hk

17. Noerman Meoko {(wartawan Hr AB}
18. Sardjono., SH

19. R. Sunarhadiyanto, Bc.Hk

Staf Set Komisi 1
Staf Set Komisi I
Unit DPR RIY

PHE Dep Kehakiman
PHB Dep Penerangan

2. Laksda THI Soenarto, SH : Anggota/FABRI
3. Kolonel Suwandi, S_IP : Anggota/FABRI
4. Karsidi, SH : Anggota/FKP
5. H. Bambang W Soeprapto : Anggota/FEP
6. Ny. Rinie Amaluddin, SH : Anggota/FKP
7. Bambang Sadono SY, SH.MA 1 Anggota/FKP
8. Proft.H_A Masyhur Effendi, SH.MS : Anggota/FKP
9. Dra. Watty Amir » Anggota/FKP
10. Razian Agus Toniman - Anggota/FKP
11. Drs. Chandra Yunus : Anggota/FKP
12. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa - Anggota/FKP
13. Drs.H. Hadimulyo, M.Sc : Anggota/FPP
14, Drs.H. Muslich, S.F : Anggota/FPP

4

TATA URUT

Laporan ini terdiri dari 7 (tujuh) Bab yang tersusun dengan
tata urut sebagai berikut -

1. BAB I  : PENDAHULUAN

2. BAB II : SITUASI DAN KONDISI UMUM PROPINSI LAMPUNG
3. BAB III : BIDANG HANKAM/ABRI

4. BAB IV : BIDANG PENERANGAN

5. BAB V  : BIDANG HUKUM

6. BAB VI : SARAN-SARAN

7. BAB VII : PENUTUP

3



BAEB I1
SITUASTI DAN KONDISI UMUM
PROPINST LAMPUNG

Propinsi Lampung dengan luas daratan termasuk pulau l1lebih
kurang 35.376,50 EmZ2. Jumlah penduduk tercatat sebanyak 8.806.200
jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.83 % per tabun.
Kepadatan penduduk rata-rata per Km2 192 Jjiwa, dengan penyebaran
vang belum merata karena semakin meluasnya daerah pemukiman
akibat meningkatnya jumlah pertambahan penduduk.

Komposisi penduduk terdiri atas : suku Jawa 70%, penduduk
asli 17 ¥ dan lain-lain 13 %. Tingkat pertumbubna ekonomi sampai
dengan tabun 1987 rata-rata 8,2% per tahun dan pendapatan perka-—
pita daerah tercatat sebesar Rp.750.834, 60.

Propinsi Lampung terdiri dari 7 Daerah Tingkat (Dati)y II,
dan 1 Kota Administratif (Eotif) yaitu : Kodya Bandar Lampung,
Kabupaten Lampung Tengah, Xabupaten Lampung Utara, Kabupaten
Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus,
Kabupaten Tulang Bawang, dan Kotif Metro.

Lampung mempunyail daya tarik tersendiri bagi pendatang dari
luar daerah karena dekat dengan daerah asal, infra strukturnya
tersedia fasilitas perhubungan setiap saat ada dan dengan biaya
relatif murah. Selain hai-hal tersebut, di Lampung relatif mudah
mendapatkan lahan, serta adanya suatu sikap Keterbuksan dari-
masyarakat Lampung dan tidak pernah ada konflik antara pendatang
dengan penduduk asli.

Kebijaksanaan pembangunan daerah Propinsi Lampung dalam
rangka mendorong pertumbuban ekonomi daerah antara lain dengan
mengembangkan terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman .
modal di daerah, memberikan kemudahan investasi disektor industri
dan Jjasa serta diarahkan pada pemanfaaten lahan tidur yvang poten~
sial, peningkatan sarana dan prasarana transporvtasi -untuk men-
dukung pengembangan agroc industri, agri bisais. industri non per-—
tanian. Selain hal-hal tersebubt, diupavakan peningkatan program
pengentasan kemisgkinan, mempersempit kesenjangan pendapatan
masyarakat antar kawasan pedesaan dan perkotaan.

BAB IIT
BIDANG HANKAM/ABRI

A. KOREM 043/Garuda Hitam (Gatam)
i. Umuam :
Wilayah tGanggung Jawab Korem 043/Gatam meliputi wilayah
Propinsi Lampung vang terdiri dari : 7 Dati Tk.II dan 1

Kotif. Dari struktur pemerintahan 7 Dati II dan 1 Kotif
tersebut terdiri dari 116 Xecamatan (1992 Desa/Kelurahan).



Struktur Komando Teritorial (Koter) hanya terdiri dari 5
Rodim, 75 Koramil dan 639 Babinter, yaitu : '

a. Kodim 0410/K.BL

b. Kodim 0411/L.7

c. KOdim 0412/1..U

d. Kodim 0421/L.S

e. Kodim 0422/L.B

Dengan pemekaran 2 kabupaben Baru, yaitu kabupaten Tangga-
pus dan RKabupaten Tulang Bawang, hingga kini belum dibentuk
Kodim baru untuk ke 2 EKabupaten tersebut. Tugas-tugas Kodim
untuk ke 2 Raupaten dilaksanakan oleh Perwira Penghubung
{Pabung) yahg dibentuk dari Kodim 0421/L.S untuk Kabupzten
Tanggamus dan dari Kodim 0412/L.U untuk Kabupaten Tulang
Bawang. ; :

Situasi wilayah Korem 043/Gatam sampéi dengan Nopember 1997
secara umum aman dan terkendali, walaupun masih terdapat
beberapa kejadian vyang perlu mendapat perhatian antara
lain : ‘

a. Kebakaran hutan.

b. Gangguan Kamtibmas dalam skala kecil bherupa unjuk rasa
vang terjadi di beberapa perusahaan. _
Kejadian tersebut telah dapat di atasi dan tidak mempengs-—

ruhi Jjalannya pembangunan di daerah.

Kondisi Satuan

a. Organisasi
Korem 043/Gatam dalam melaksanakan tugasnya disusun
dalam satuan OQrganik dan dibantu Badan Pelayanan, disu-
sun sebagai berikut : ‘
1) Satuan Organik terdiri dari :

a) Ma Korem 043/Gatam

b) Kodim 0410/KBL

¢y Kodim 0411/L7

d) Kodim 0412/LU

e) Kodim 0421/15

0 Kodim 0422/LB

g) Batalyon Infantri (Yonif) 143/TWEJ.

Badan Pelayanan terdiri dari -

a) Detasemen Perbekalan dan Angkutan (Den Bekang)

k) Detasemen Peralatan (Den Pal)

c) Detasemen Polisi Militer (Den Pom)

d) Detasemen Kesehatan Wilayah (Den Kesyah)

e) Perwakilan Adjudan Jenderal (Lan Ajen)

£) Oditur Militer (Odmil)

g) Detasemen Zeni Bangunan (Den Zibang)

h) Pemegang Kas Militer (Pekas)

)
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b. Personil
1) Jumlah Personil

a) Satuen Organik, terpenuhi Personil Militer + 98 X,
PNS + 57 % terinci sebagai berikut :

NO SATUAN MILITER PNS KET
TOP/DSPP NYATA DSPP NYATA
1. MAKOREM 328 338 63 89
Z. KODIM 0410/KElL 140 155 39 11
3. KODIM 0411/LT 266 - 308 68 23
4. KODIM 041Z2/1.U 255 297 37 11
5. KODIM 0421/LS 315 344 32 12
6. EODIM 0422/LB 168 128 35 10
7. YONIF 143/TWEJ 147 574 - -
JUMLAH 2159 2142 274 156
bt) Badan Pelayanan, terpenuhi personil militer 90 %,
PNS + 43 % terinci sebagail berikut :
NO SATUAN MILITER PNS KET
TOP/DSPP NYATA DSPP NYATA
1. DEN BEKANG 52 48 51 7
2. DEN PAL 51 47 57 9
3. DEN POM 58 56 25 25
4. DEN KESYAH 50 29 79 60
5. LAN AJEN 6 9 9 8
6. ODMIL ~ 3 - 5
7. DEN ZIBANG 23 i3 102 25
8. PEEKAS -~ il = 2
JUMLAH 240 221 323 141

2) Pendidikan

a) Telah dilsksanakan

(1) Kursus Intel 3 orang Perwira dan 1 Bintara.
(2) Sekolah Calon Perwira 5 orang Bintara.
(3) Sekolah Calon Bintara 13 orang Tambtama.




b} Sedang dilaksanakan
{1} Seskoazd 1 Perwire Menengah. :
(2) Kursus Perwira Teritorial § Perwira Pertama.
(3) Kursus Bintara Teritorial 5 Bintara.
{4) Kursus Bintara Intel & Bintara.
(5) Kursus Rintara Senjata Bantuan 4 Bintara.
(8) Kursus Bintara Fourir 4 Bintara.
{(7) Kursus Bintara Pelatih 4 Bintara.

¢. EKegiatan Operasi Bhakti :

1) Operasi Bhakti Penanggnlangan kebakaran hutan, telah

dilaksanakan 3 kali :

a) Pada tanggal 29-9-19397 s/d 2-10-1997
1 Peleton diwilayah Kodim 0411/LT
1 Peleton diwilayah Kodim 0422/1LB
1 Peleton diwilayah Kodim (0421/1S, dan
2 Peleton diwilayah Kodim 0412/L0.

b) Pada tanggal 23-10-1887 s/d 6-11-1987
1 Peleton diwilayah EKodim 0421/LS
2 Peleton diwilayah Kodim 0422/LB

c) Pada banggal 7-11-1897 ss4 12--11-1897
1 RKompi diwilayah Kodim 0421/L5
dan diwilayah Kodim 0422/LB

2} Operasi Bhkati ABRI Masuk Desa, telah dilsksanakan 2

kali -

a) Pada tanggal 8-7-1887 s/84 29-7-1997 mengerahkan 1
Satuan Setingkat Kompi dalam rangka AMD LV,

b) Pada tanggal 7-10-1897 s/d 28-10-1987 mengerahkan
1 Satunan Setingkat Kompi dalam rangka AMD TVI.

3. Permasalahan

a. Pengembangan Organisasi

i) Penambahan 2 Roramil vang telah diresmikan pada tang-—

gal 14 Agustus 1997 yaitu :
a) Koramil Dim 0412/11) di Kecamatan Abung Semuli.
b) Koramil Dim 04Z22/1.B di kecamatan Batu Berak.

b. Pemekaran Struktur Pemerintah Daerah

13

Z)

Pembentukan 2 Kabupsten belum mampu diikuti dengan
pembentukan Kodim baru hanya membentuk Pabung sebagai
kepanjangan tangan para Komandan Eodim.

Pemekaran Kecamatan belum selurubnya terdukung/diiku-—
t1i dengan pemekaran Xoramil. Kecamatan diseluruh
Propinsi Lampung berjumlah 118 EKecamatan, Koramil
vang ada hanya 75 Koramil berarti terpenuhi baruy
64,6 ¥ kurang 41 EKoramil.

a3



3) Pemekaran Desa diseluruh Propinsi Lampung berjumlah
1.992 Desa/Eelurahan Babinsa yang ada hanya 639
Babinsa berarti satu orang babinsa membina 3 atau 4
Desa/Kelurahan. Tevpenuhi baru 32 ¥ , kurang 1.353
Babinsa. -

¢. Personil .
Jumlah personil dhadapkan dengan organisasi yang ada
vaitu 5 Kodim, 75 Koramil dan 1 Batalyon Infantri (Yonif
143/TWEJ), rata-rata terpenuhi 98 ¥ dari TGP/DSPP. Namun
apabila dihadapkan dengan kebutuhan aoyata masih harus
dibangun 2 Kodim, 41 Koramil, dan memerluken 1.353
Babinsa maka kekurangan personil kurang 1lebih 1.750
orang.

Perlu prioritas penambahan personil untuk mendukung
pembentukan 2 Kodim baru dan Koramil baru pada Kecamatan
baru yang dikategorikan rawan. .

d. Logistik :

" 1) Kendaraan bermotor, disamping Jumlahnya kurang,

koordinasinya Jjuga sudah sangat tua. Seperti motor

sebagaisarana mobilitas Babinsa sangat dibutuhkan dan

perlu penambahan. ,

2) Alat Xkomunikasi yang Jjumlahnya jauh dari kebutuhan

terutama bagi para Babinsa yang merupakan uaung
tombak Komando Teritorial perlu dipenuhi.

e. Asrama/Perumahan Dinas

Perumahan Dinas yang tersedia dibangun pada tahun 195?
dan tehun 1880 yang kondisinya sangat memprihatinkan dan
yvang tersecdia tersebut masih ada yang ditempati pafa
Purnawirawan. Oleh karena itu rumah dinas yang tersedia
tidak mampu menampung seluruh Prajurit vang masih ber-
dinas aktif.

Upaya rehabilitasi sedang dilaksanakan dengan bantuan
Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

B. LANUD ASTRA KSETRA;

1.

Tmum

Lanud Astra Ksetra merupakan salah satu unsur pelaksana
operasi dalam Jjajaran KXoopsau I mempunyai tugas pokok

Membina Kesiapan Pangkalan, Dukungan Operasi Penerbangan,

Melaksanakan Operasi Udara dan Membina Potensi Dirgantara.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut telah diupayakaﬁ
secara maksimal melalui pelaksanaan program yang telah

~1



direncanakan. Sesuai dengan kondisi personil sarana dan
prasarana pendukug serta dukungan dana yang terbatas,
secara umum tugas pokok dapat dilaksanakan berkat adanya
kerjasama yang baik serta adanya kreasi dan inovasi para
Perwira.

Kondisi Satuan

Personil

1)

2)

3)

4)

Personil Militer terdiri dari :
a) Pamen 2 orang "

b) Pama. 4 orang

¢) Bintara 37 orang

d) Tamtama 4 orang

Jumlah 47 orang

Personil menurut DSPP berjumlah 78 orang. Personil yang
ada hanya + 60% dari DSPP.

Personil PNS terdiri dari :

a) Golongan i1l 3 orang

b) Golongan II 37 orang

Jumlah 40 orang

Kekosongan pejabat pada Jjabatan-jabatan sebagai beri-
kut : ‘ '

.a) 2 Jabatan EKadis kosong, yvang ada 0 %.

b) 7 Jabatan Kasi kosong dari 10 Jabatan Kasi yang ada,
berarti hanva 30 %.

c) 4 Jabatan EKasubsi kosong dari 8 Jabetan Kasubsi, ber—
arti terisi hanya 50 %.

d) 4 Jabatan Eepala kosong dari b5 Jabatan Kepala, ber -
arti terisi hanya 20 %.

Kondisi ini akan memperlemah pengawasan, pengendalian

gserta minimnya bimbingan bagi penyelesaian tugas.

Pendidikan

Beberapa anggota telah mengikuti pendidikan dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu :

a) Pendidiken Dasar Para sebanyak 7 crang.

b) Kursus Bintara Manajemen kejuruan 3 orang.

c) Pendidikan ATC sebanyak 2 orang. '

d) Pendidikan Inter Strategis sebanyak 1 orang.

e) Kursus Dasar Manajemen Perwira 1 orang.

f) Pendidikan Sandi Negara 1 orang.



b. Materiil/Perlengkapan : ‘e

1)

2)

3)

4)

Persenjataan y
Senjata organik Getme (G-3) jummah 47 pucuk, kondiel
rara-rata 60 % bukan senjata standar ABRI kurang
memadai dan senjata pistol 18 pucuk kondisi baik. :
Kendaraan

Kendaraan dinas berjumlah 10 buah, 7 buah kond:slnya
50 % sedangkan 2 buah kondisinya 80¥ dam 1 buah
Suzuki Katana baru. Dihadapkan dengan tugas proto—
koler maupun pengamanan di Bandara Raden Inten men*

.gingat Jjaraknya relatif jauh maka kendaraan yang

tersedia kurang mendukung.
Akomodasi
a) Perkantoran, khususnya pergudangan kondisi rata -
rata H0 %. ‘
b) Perumahan
Saat ini meggunakan Mess Elang untuk Perwira, mam-
pu menampung 11 orang, Mess Murai untuk Bintara
mampu menampung 8 orang dan perumahan anggota Blok
B yang menampung 12 KK kondisinya rusak berat.
Lampu Penerangan .
Sementara Jjaringan listrik dari PLN belum terpasang
maka menggunakan genzet 2 bush yang dinyalakan mulai
pukul 18.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB. Sampai saat ini
Jaringan listrik PLN baru pemasangan tiang dan kabel:

c. Kegiatan Operasional b
Mulai April sampai dengan Desember 1997 telah melaksana-
kan dukungan sebanyak 77 kali antara lain -

1)
2}
3
4}

Pesawat TNI AU 20 kali
Pesawat TNI AD 22 kali
Pesawat VIP 25 kali
Pesawat Swasta 10 kali

3. Permasalahan

a. Personil :
1) Kelebihan personil PHNS sejumlah 19 orang apabila

2)

tidak segera ditempatkan pada job yang sesuai akan
menvulitkan pelaksanaan pombinaan karier bagi yang
bersangkutan. -
Digisi lain wuntuk Satuan ABRI lainnya (Korem
043/Gatama beserta jajarannya) mengalami kekurangaﬁ
rersonil PNS, kiranya keleb;han tersebut dapat me>
ngisi Jjabatan-jabatan yang sesuai di Satuan ABRI yang
memerlukan.

Kekosongan Pejabat pada Jabatan-jabhatan tertentu dari

kondisi nyata terdapat kekurangan pejabat  untuk
Jabatan : ;



b.

a) Kadis 2 orang
b) Kasi 7 orang
c) Kasuhsi 4 orang
d} Kepala 4 orang

Agar seluruh program dan tugas pokok satuan dapat
dilaksanakan, secara prioritas perlu segera diis?
berurut untuk Jjabatan, Kadia, Kasi, EKasubsi, dap
Kepala sesual urgensinya. :

Materiil

1) Senjata
Senjata organik Getme (g—s) yang kondisi rata-rata 60
¥ dan bukan merupakan senjata standar ABRI perlu
diganti dengan senjata standar ABRI M.16.

2) Kendaraan ,
Kondisi kendaraan dinas yang tersedia rata-rata 50 %,
dihadapkan dengan tugas-tugas protokoler yang memer-—
lukan kesiapan dan kecepatan perlu adanya penggantian
dengan kendaraan yang memadai untuk tugas—tugas
tersebut. Disamping itn mengingat dislokasi Lanud
Astra Ksetra cukup Jjauh dari tempat perawatan keseha-
tan seyogyannya satuan dilengkapi dengan mobil ambu-~
lance.

3) Fasilitas kantor dan perumahan kondisi gudeng wyang
ada rata-rata 50 % tidak dapat terjamin keamanan
barang/perlengkapan yang disimpan di dalamnnya, perlu
adanya perbaikan. Demikian pula barak anggota yang
wemang rusak berat perlu segera diperbaiki. '

4) Sarana Perawatan Landasan A
Untuk memelihara/merawat landasan ruwnput saat ini
mengunakan selesher pinjaman dari PT Sweet Indo
Lampung dan PT Gunung HMadu Plantations rata—raté
sebulan sekali. Hal ini dilakakan karena grass mover
inventaris satuan rusak berat. Untuk memperlancar
tugas-tugas perawatan landasan maka perlu pengadaan
sclesher yang baru agar tidak selalu bergantung
kepada pihak lain.

c¢. Lampu Penerang

Saat. ini pelayanan lampu penerang masih swadaya dengan
menggunakan genzet 2 buah yang hanyva beroperasi mulai
pukul 10.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB. Hal ini dirasa-
kan Rurang memberikan pelayanan terutama untuk belajar
maupun hiburan. Pelayanan listrik PIN hendaknya segera
dibangun di Lanud Astra Ksetra

Pelayanan Kesehatan

Lanud Astra Ksetra sampai saat ini belum memiliki Dokter
Umum, Pelayanan Kesehatan oleh seorang Bintara.
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Untuk menghadapi pasien yang kondisinya sangat kritis
tentu mengalami kesulitan, sedangkan untuk dikirim ke
RST/RSU Bandar Lampung jarak tempuhnya + 125 Em. Perlu
segera dilengkapi seorang tenaga Dokter Umum/Kandungan
di Lanud Astra Esetra agar dapat memberlkan pelayanan
secepatnya. :

Tanah TNI AU

Permasalahan tanahvyang belm dapat diselesaikan ada-—

lah -

1) Tanah seluas 4.000 Ha yvang oleh Pemda Tk.I Lampung
dicadangkan untuk PT Rapuan Kencana Sejati (KKS)
bhelum selesai.

2) Tanah seluas 200 Ha yang bermasalah dengan masyarakat
Desa Gunung Batin Ilir belum dapat diselesaikan.

C. POLDA LAMPUNG

1. Umumnm ‘

Wilayah Polda Lampung meliputi Propinsi Lampung dengan luas
wilayah 35.376, 50 Em2 ; jumlah penduduk 6.806.200 Jjiwa;
meliputi Polres Bandar Lampung: Polres Lampung Selatan;
Polres Lampung Tengah; Pnlres Lampung Utara; dan Polres
Lampung Barat :

Kondisi Kesatuan

a.

Personil
1) Kekunatan Personil

a) Kekuatan Personil Peoiri s/d Akhir Tw I Ta.1987/1998

KESATUAN Dsp RIIL KETERANGAN
Mapoida Lampung 803 503 TERPENUHI :
Polres Balam TO2 539 B3,57%
Polres Lamsel Q7 621

Polres Lamteng 915 6586

Polres Lammt 717 495

Polres Lambar : 387 182

Brimob 979 343

JUMLAHR 5.410 3.439

b). Kekuatar personi PNS Per Golongan
Sampai dengan akhir tahun 1996/1997 untuk :
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PNS berdasarkan DSP 402 orang, Riil 154 orang
sedangkan Capeg untuk DSP nihil, Riil 5 orang.
Perbandingan Jjumlah DSP dengan Riil 402 : 159,
terpenuhi 40 %.

2} Personil Penyidik
8) Personil Penyidik/Penyidik Pembantu Fungsi Reserse
dijajaran Polda Lampung.

EKESATUAN PENYIDIK PENYIDIK PEMBANTU  JUMLAH

o s et e s s o it — .

. POLDA LAMPURG 13 23 | 36
POLRESTA BALAM 12 41 ' 53
POLRES LAMSEL 23 68 ' 91
POLRES LAMTENG 25 76 101
POLRES LAMUT 18 65 83
POLRES LAMBAR 9 19 28
JUMLAH 100 292 392

b) Data PPNS Jajaran Polda Lampung :

Dep Kehutanan : 47 orang
Dep Perdagangan : 28 orang
Dep Kesehatan : 7 orang
Dep Perhubungan = 4 orang
Dep Imigrasi : 3 orang
Dep Bea dan Cukai - 6 orang
Dep Naker : 15 orang
Dep Pertanian : 2 orang
Dep Penerangan : 1 orang
Dinam Peternakan 5 orang:

Jumlah : 118 orang
¢) Personil Penyidik/Penyidik Pembantu Fungsi Lantas di-
Jajaran Polda Lampung. :

F U N G 8 I PENYIDIK  PENYIDIXK PEMBANTU JML
DITLANTAS POLDA LPG 5 24 29
SATLANTAS RESTA BALAM 2 i4 i8
SATLANTAS RES LAMSEL 1 6 7
SATLANTAS RES LAMTENG 1 7 8
SATLANTAS RES LAMUT 1 42 43
SATLANTAS RES LAMBAR 1 13 14

JUMLAH 11 106 | 117




b.

c.

Logistik -

1) Eendarasn
Jumlzh kendaraan dinas dirasakan kurang sehingga kurang
mendukung tugas-tugas penegakan Kamtibmas, terutama
speed boat untuk Polsek pantai dan sepeda motor.

2) Belum lengkapuya sarana pendukung antara lain belum
tersedianya laboratorium forensik akan mengakibatkan
proses penyidikan memakan waktu lama karena harus diki-
rim ke laboratorium Mabes Polri,

Fasilitas Kantor/Perumahan

1) Fasilitas kantor cukup memadsi dan mendukung pelaksanaan
tugas. »

2) Perumahan, disamping kondisi yang telah tua terdapat
beberapa Purnawirawan yang masih menempati rumah dinas,
mengakibatkan tidak semua tertampung.

3. Situasi Kambibmas dan Tindak Eriminalitas.

a.

b.

Situasi Kamtibmas dalam 3 tahun

Tahun CT cc %
1994 2741 1866 60,7
1995 3166 1836 58
1096 2862 1635 44

Jumlah tindak kriminalitas selama Semester I TA 1897,/1998

KASUS JUMLAH RKASUS JUMLAH
CURAT 28 PEMERASAN 25
ANTRAT 125 PENCULIKAN 13
CURAS = SENPI/HANDAK 6
CURANMOR 159 NARKOTIK 25
PEMBUNUHAN 438 LONDUP 2
KEBAKAR 131 LAIN-LAIN 434
PERKOSAAN 16

4. Permasalahan

&

Perscnil

Situasi Ashtra Gatra Propinsi Lampung dengan luas wilayah
35.376,50 Km2 dengan medan yang berbukit-bukit, pegunungan
dan hutan serta jumlah penduduk yang berjumlah 6.808.200
Jiwa tersebar +tidak merata dengan ratio anggota Polri
1 : 1.980 penduduk sangat dirasakan jumlah anggota Polri

vang ada belum memadai untuk mampu -menjangkau keseluruh
daerah.




b. Sarana dan prasarana Operasional.
Sarana angkutan dinas yang terbatas dan dukungan biaya
operasional yang kurang memadai menyebabkan gerakan
operasional menjedi terbatas, sedangkan tindak kejahatan
maupun gangguan kamtibamas dapat terjadi kapan saja dan
dimana saja. ’

c. Asrama/Perumahan Dinas
Jumlah perumahan dinas yang tidak mendukung sesual dengan
Jumlah personil Polri mengakibatkan sebagian anggota menem—
pati rumah secara sewa dan menyebar. EKondisi ini mengaki--

batkan kurang kesiapan apabila secara mendadak harus melak-~
sanakan kegiatan operasi.

BAB IV
BIDANG PENERANGAN

A. Pembangunan Sektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa.

1. Penerangan Pembangunan
Prioritas Penerangan Pembangunan kemasyarakat pedesaan
karena 65% penduduk dengan tingkat pendidikan yang masih
rendah tinggal di daeranh pedesaan, daerah terpencil,
daerah transmigran dan sebagainya.
Menciptakan kondisi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan merupakan tugas dan kewajiban Sektor
Penerangan, Pers den Komunikasi sosial yang dapat me-—
mainkan peranan lebih besar dalsm mendorong partisipasi
masyarakat daiam Pelits VII.
Pembangunan dalam Pelita VII di daerah Lampung akan
semakin berat dengan meningkatnya Jumlah penduduk yang
mempunyai dampak dibidang politik, ekovomi, sosial
budaya dan Hankam.
a. Tema pokok penerangan
Dalam melaksanakan tugas operasional penerangan,
kegiatan penerangan dititik beratkan pada tema pokok
antara lain : Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila,
Meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin nasional,
Pengentasan kemiskinan, Gerakan Nasional Orang Tua
Asuh, Sidang Umum MPR RI.
b. Media Operasional Penerangan
Dalam pelaksanaan operasional Penerangan Deparf:emen
Penerangan Propinsi Lampung menggunakan media
penerangan antara lain :
- Penerangan tatap muka,
- Pertunjukan rakyat,
~ Pameran Pembangunan,
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— Pembinaan Bakohumas dan kegiatan Koordinasi terpadu
baik secara lintas sektoral maupun dengan kerabat
kerja Eelompencapir

- Penerangan melalui pemubaran fiim dan rekaman video
diselenggarakan dalam rangkas ikut memasyarakatkan
kesadaran menjadikan film sebagai tuan vumah di
negeri sendiri. ,

~ Penerangan tercetak berupa brosur/leaflet/selebaran
sbuletin/apandulk/foto lukisan/slide dan sejenisnya.

~ Penerangan melalun sgisran radio baik RRI maupun Non
RRI sejak 1 Maret 1996 jam siaran yang semula 38,15
menit ditingkatkan 'menjadi 42,10 menit terdiri

dari =
- Progama Regional {(Programa 1) - 24 jam
- Programa Kota (Programa I1) : 18,10 menit.

- Pembinaan K=lompencapir, Puszsat Informasi Pesantren,
Pos Penerangan Pedesaan, Seksi Penerangan LXMD dan
Pembinaan Kehumasan Pemerintah.

~ Pembinaan Perfilman Daerah ditujukan agar iklim
usabha perbioskopan dan rekaman video makin sehat.

— Pembinaan Radio Non Pemerintah dilaksanakan 8ecara
edukatif. '

~ Pelayanan Informasi, baik ditingkat Kanwil Deppen
melalui  Serambi Depan Informasi dan di  Kandeppen
Kabupaten/€otamadys melalui Pusat Penerangan Masya-
rakat sainpai kepelosok pedesaan dengan Juru
penerang. ‘

- Penerangan melalui media Pers. dalam rangka pemben-
tuk Publik Opini melalui media cetaknya, terutama
Pers daerah dengan Supplement Koran Membangun Desa
rada Edisi Lampung Post.

~ Operagicnal Penerangan Khusus seperti wanita Pede-
saan {(OPWP), tentang pencegahan penyvalahgunaan
narkotik dan kenakalan remaja.

»Padﬁ saat ini sedang digalakkan operasional
Penerangan Sidang Umum MPR RI 1898, yang dilakukan
melalui 3 tahapan dalam satu rangkaian kegiatan yang
tidak terpisahkan yaitu -

&. Tahap Pra Pelaksanaan SIUM MPR RI 1988,
b. Tahap Pelaksanaan SIUM MPR RI 1998,
c. Tahap Pasca SIUM MPR RI 1998.

B. Pembaangunan Penerangah

Pelaksanaan tugas-tugas penerangan didaserkan pada ' arahan
kebijaksanaan GHHN 1983 sebagai berikut -
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Pembangunan Penerangan, Eomunikazai dan Media Maasa
diarankan untuk makin meningkatkan penghayatan don
pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar
1945 dalam semua segi kehidupan bangsa. ,

Mampu menciptakan iklim yang dapat mendorong terjadinya
interaksi timbal balik secara terbuka dan bertanggung
jawab antar dan antara wargsa masyarakat dengan Pemerin-
tah dalam memperoleh informasi dalam pembangunan dan
hasil-hasilnya . )
Pembangunan sarana dan prasaranan pensrangan, kopunika-
si, dan Media Masea perlu makin ditingkatkan dalam
memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
komunikaei.

Dalam rangka peningkatkan peranan pers yvang bebas dan
bertanggung jawab berdasarkan Pancasila perlu diupayakan
makin berkembangnya interaksi positif antara pers,
Pemerintah, dan masyarakat, melakukan kontrol sosial
vang konstruktif, menvalurkan aspirasi rakayat serta
mewperluas komunikasi dan peran serta masyarakat.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Penerangan

1.

2.

Pengembangan SDM Penerangan bertujuan untuk mewujudkan
aparat Penerangan wyang berkualitas.

Upaya mewujudkan aparat penerangan yang berkualitas
dilaksanakan wmelalui sistem seleksi, sistem pendidikan
dan pelatibhan serta penataran, dan sistem pemopinaan
pegawai yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajiemen
modern.

Peringkatan Sarana dan Dukungan Operasional Penerangan

Sarana dan prasarana serta dukungan operasional penerangan
secara bertahap ditingkatkan.

A

2.

Stasiun BRI, TVRI Transmisi, SPK ditingkatkan daya jang
kauan siarapnya, khusus SPE Lampung ditingkatkan Eselon-
nya. ' :

Mengembangkan kerjasama dengan seluruh Jajaran sosial
komunikasi seperti Kelompencapir, Pospendes, PIP, LKMD
dalam menyampaikan kebijaksanaan Femerintah Pusat maupun
Daerah.

Ikut serta secara aktif melalui kegiatan-kegiatan Pekan
Penerangan Pedesaan.

Ditingkat Propinsi melaksanakan Asah Terampil, pameran,
rertunjukan rakyat, ceramah, diskusi, sarasehan wuntuk
memantapkan informasi pedesaan.
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E. Permasalahan

1.

Kualitas Juru Penerang , basis kemampuan rata-rata lulusan
SI.TA. Demikian pula sarana muviani masih terbatas Jjumlahnya
dan kondisi yang ada relatif sudah tua. Hal ini akan mem—
pengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas para Juru
Penerang.

Belum semua personil Deppen mendapatkan fasilitasperumahan,
pal ini mengakibatkan kuwrang lancarnysa pelaksanaan‘tugaa.

Pengembangan TV Swasta

Keberadaan Televisi Swasta sangat menunjang penyampaian
informasi kepada seluruh pemirss. Pengembangan TV Swasta
mengalami kendala dalam mendirikan stasiun baru karena
dikenakan biava ijin frekuensi yang relatif mahal yaitu
sebesar Rp. 50 juta setiap stasiun yang didirikan.

TV Swasta dalam mendirikan stasiun baru disamping ikut

memeratakan pembangunan namun ada pula pertimbangan bisnis,
apabila dinilai secara ekonomi tidak menguntungkan tidak
mmgkin membangun stasiun baru kecuali ada keringanan
kewajiban membayar ijin frekuensi setiap mendirikan stasiun
baru.

Surat Kabar Untuk Desa (SKUD) dalam rangka penyebaran
informasi sampai ke pelosck desa merupakan sumber informasi
vang diandalkan hanya berjumlsh 342 eksemplar setiap hari.
Dihadapkan denzan jumlah penduduk serta minat baca masyara-
kat vang tinggi, jumlah tersebut sangat kurang memadai.
Perlu penambahan baik surat kabar lokal maupun dari pusat.

Walaupun menara SPK TVRI Propinegi Lampung telsh beroperasi

namun masibk mengalami kendaia-kendala antara lain :

a. Belum mampu meniadakan Blank Spot di daerah. Penduduk
vang belum dapat menikmati siaran TVRI melalui menara
SPK  tersebut terdapat 53% penduduk perkotaan dan 85°
penduduk pedesaan.

b. Daya pancar yang makin melemah, akibat kondisi yang
makin menua, perlu upaya pemeliharaan yang sungguh-
sungguh dan dukungan anggaran yang memadai .

V.
BIDANG HUKUM

A. Umum

1. Berdasarkan hasil Kunjungan Kerja melalui laporan,
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pertemuan dan peninjauan terhadap objek pasangan kerja
Komisi [ DPR RI, secara umam Komisi I DPR RI menilail
bahws pelaksanaan pembangunan hukum di Dati T Propinsi
Lampung dapat terselenggara dan berjalaq sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlakun.

2. Masing-wasing Instansi/Organisasi Penegak Hukum Gelah
dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesual
dengan kebijaksanaan dan pengalokasian anggaran yang
tersedia. ‘

3. Namun demikian masih didapatkan beberaps temuan permasa-—
lahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat bk
vang menyangkut materi hukum, aparatur hukum maugpun
sarana dap prasarana hvkum. i

Keadaan Dan Permasalahan.

Dari hasil Funjungan Kerja yang telah dilaksanakan, melalui
pertemuan-pertemuan dan peninjauan ke Instansi Pemerintah
serta Jajaran pasangan kerja Komisi I DPR RI didapatkan
data serta permasalahan-permasalahan -
1. Polda Lampung :
Disamping sebagai unsur ABRI yang bertugas mewujudkan
keamanan dan ketertiban masyarakat pada Polda Lampung
Juga nengemban tugas di bidangz penegakan hukum.
Berkaitan dengan tugas penegakan hukum,, hal-hal yang
menjadi permasalahan di Polda Lampung antara lain :
a. Personil Penyidik dan Penyidik Pembantu fungsi Re-
serse : ' ‘
1) Penyidik berjumlah 100 orang
2y penvidik pembantu berjumiah 292 orang
3) PPNS seluruhnya berjumlah 118 orang terdiri dari
Dephut, Deperindag, Depkes, Depnub, Depnaker,
Deptan, Deppen, Dinas Peternakan, Imigrasi dan Bea
Cukai.
b. Personil Penyidik dan Penyidik Pembantu fungsi
Lantas :
1) Penyidik berjumlah 11 orang
2} Penyidik Pembantu berjumlah 106 orang
c. Fasilitas pendukung proses penyidikan

Di wilayah Polda Lampung belum tersedia Laboratorium
Forensik., hal ini mengakibatkan proses penyidikan
menjadi  kurang lancar, memakan waktu lebih lama
karena pelaksanaannya harus dikirimkan ke Laboratori-
um Forensik di Jakarta.

2. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Lampung.
1) Ranwil Dep Kehakiman Propinsi Lampung adalah Kanwil
type B yang memiliki 18 UPT (Unit Pelaksana Teknis)



2)

dengan jumlahpersonil 1.407 orang.

Pembangunan bidang hukum pada Jajaran Kanwil Dep
gkehakiman Lampung, baik yvang berupa pemangunan fiaik
maupun non fisik pada umumnyszs pad setiap UPT dapat
berhasil baik dan dapat menunjang peningkatan pelaya-
nan bantuan hukum. pelayanan jasa kelmigrasian dan
pembinaan pemasyarkatan dan anak didik di  LAPAS,
RUTAN dan BAPAS. Demikian halnya dengan telah adanva
bangunan SJDI  hukum di kantor wilayah yang dapat
dimanfaatkan oleh pihak/masyarakat vang membutuhkan
informasi hukum.

a. Keadaan jajaran Kanwil Depkeh

Wilayah kerja Kanwil Departemen KehakKiman ILampung
meliputi luas daerah kerja Propinsi Lampung yang
di dalamnnya terdapat 18 - (delapan belas) Unit
Pelaksana Teknis (UPT) dengan jumlah pegawai 1.050
orang, bterinci sebagai berikut :

1) Kanwil Depkeh Lampung : 8 org
2) Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 63 org
3) PTUN EKelazs I Bandar Lampung 40 org
4) Pengadilan Negeri Kelas I B Tj Karang 758 org
5) Pengadilan Negeri Metro 69 orsg

6) Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bumi 67 org
7) Pengadilan Negeri Kelas IT A Kalianda 58 oreg

8) Lapas Kelas 11 A Tanjung Karang 159 org
93 Lapas Kelas II B Metro 856 org
10) Lapas Kelas IT B Kotabumi 65 org
11) Lapas Eelas IT B Kalianda 85 org
12) lLapas Kelas 1I B KOta Agung 51 org
13) Cabang Rutan Meuggala 26 org
14) Cabang Rutan Erui 306 org
153 Cabang Rutan Sukadana 38 org
16) Bapas XKelas 11 Bandar Lampung 36 org
17) Kantor Imigrasi Kelas 1I B Lampung 45 org

18} Kantor Imigrasi Kelas 111 Panjang 19 org

Pada Jjajaran Kanwil Depkeh masih banyak pegawail
vang belum mengikuti Diklat penjenjangan, teknis
mavpun strkturtal, yang paling menonjol adalah
Diklat penjenjangan dari 1050 orang pegawaioc~ baru
650 orang yuang telah mengikuti Diklat. Peluang
mengikuti pendidikan yang terbatas ini berakibat
kepada banyaknya jabatan struktural yang Ekonsong
belum dapat diisi, hal ini terjadi sesuai dengan
PP NOmor 14 dan 15 tahun 1994 para pegawai untuk
menduduki jabatan struktural terlebih dahulu sudah
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mengikuti pendidkan ADUM dan atau Spama.

Dari 184 pejabat struktural terdapat + 60 orang
yvang belum wmengikuti pendidikan penjenjangan
struktural

Sarana dan prasarana hukum

Walaupun terbatas telah diupayakan terutama masa-
lah pembangunan Tisik baik bidang peradilan,
pemasgyarakatan maupun imigrasi. Hal ini dilaksana-
kan melalui rebabilitasi dan rencvasi.

Hal-hal yang belum dapat terealisir adalah belum
di- bangun Kantor Pengadilan negeri, Lapas, dan
RUTAN di 3 (tiga) Kabupaten baru, yaitu Kabupaten
Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten
Tulang Bawang.

Untuk mengatasi permasalahan uwnit-unit tersebut d4di

atas sementara ini dilaksanakan sebsgail berikut :

~ Kabupaten Lampung Barat, pelaksanaan sidang
Pengadilan Negeri ditangani oleh Pengadilan
Negeri Kota Bumi pada gedung tempat sidang
tetap yang ada di Liwa dan masalah Pemasyaraka-—
tan ditangani oleh Cabang Rutan Krui. V

- Kabupaten Tangganmus pelsksanaan sidang pegadilan
negeri ditangani oleh Pengadilan Negeri EKalianda
pada gedung tempat sidang tetap yang ada di
Pringsewu dan masalah pemasyarakatan dibangani
oleh Lapas Xota Agung.

- Kabupaten Tulang Bawang pelaksanaan sidang
pengadilan negeri di tangani oleh Pengadilan
Negeri Kota Bumi pada gedung tempat sidang tetap
vang ada di Mengzala dan masalah Pemasyarakatan
ditangani ocleh cabang Rutan Menggala.

Lembaga Pemasvarakatan
Lembaga Pemasyarekatan ssat ini disamping menanga-—
ni masalah narapidana baik dewasa pria, wanita,
maupun anak Jjuga para tahanan mengingat tiap-tiap
daerah Kabupaten belum ada rumah tahanan. Disamp-
ing itu pada umumnmya Unit Lembaga Pemasyarakatan
meiebihi daya tampung.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

1. Sarana dan Prasarana sampal saat ini sangat
terbatas baik sarana kantor maupun sarana
transportasi, BAPAS mempunyai 4 buah kendaraan
roda 2 dalam kondisi yang sudah tua.

2. Gedung kantor
Gedung Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPADL)
dibangun tahun 1986, kondisinya rusak dan belum



pernah direhnabilitasi serta diperlukan perlﬁam.
san gedung kantor dalam rangka kegiatan Balai
Pemasyarakatan.

e. Pelaksanaan Progam keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)
dalam rangka Penyuluhan Hukum :

1) Pelaksanaan Program EKADAREUM

Progyam Keluarga Sadar Hukum dilaksanakan
bekerjassma dengan Pemerintah Daerah Tingkat 1
dan Tingkat II, Instansi terkait sesuai
dengan bidangnya, Orgonisasi  Masyarkat @~ den
Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat melalui. Temu Sadar
Hukum berupa kegiatan Ceramanh Penyuluhan Hukum,
Simulasi Bidang Hukum, Diskusi dan Lomba Kadar—
kum.
Pada Tahun Anggaran 1997718398 Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman Lampung bekerjasama dengan
Universitas SABURAI Bandar Lampung melalni
kegiatan EKuliah Kerja Nyata dalam rangka Pelak-
sanaan Penyuluhan Hukum.

2) Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum
Pembentukan dan Pembinan Kadarkum yang dibiayail
oleh DIP/PO mauipun secara swadaya/swakarsa
masyarakat berjumlah 178 Kelompok Kadarlum.

3) Xadarkum Binaan.

Kadarkum Binaan yang ada di Propinsi Lampung,
selurulnya berjumlah 11 Kelompok.

f. Permasalahan

1) B\dang Hukum
- Masih banyak pegawal yvang belum mengikuti
Diklat, baik Adminstrasi, teknis maupun
strukbural. Dari 1.047 pegawal baru 650 orang
vang telah mengikuti Diklatb.

- Berdasarkan PP Nomor 14 den 15 tshun 1874
masih banyak pejabat struktural yang tidak
dapAt naik pangkat atau tidak dapat dipromos-
ikan ke Jabatan yang lebih tinggi karena
belum wmengikuti ADUM dan 3JPAMA, dari 184
prejabat masih terdapat 80 orang belum mengik-
uti Diklat penjenjang struktural.

- Dengan adanya 3 kabupaten baru, timbul masa-
lan penanganan HSidang Pengadilan Negeri-
maupun penahan tahanan, hal ini dikarenakan
belum terbentuknya Pengadilan Negeri,
LP/Rutan di YTbukota Kaoupaten yang bersangku-
tan. Gebagai contoh Kabupaten Lampung Barat

l\
st



dimana kantor Kejaksaaan Negeri dan kantor
Repolisian sudah ada, namum Pengadilan Negeri
dan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan belum ada.

~ Tempat Sidang tetap 4di Propinsi Lampung, dari
23 Tempat Sidang, yang berfungsi hanya 6
gaedung lainnya pada umumnya kondisi gedung
rusak berat, asset negara ini dirasakan sulit
untulk dipertahankan lagi karena terbatasnya
biaya perawatan dan personil yang ditugaskan.

- Pelaksanaan Kadarkum dalam tangka penyuluhan
hukum dan mengingaet luasnya wilayah Propinsi
Lampung dan dana yang tersedia terbatas maka
baelum dapat menjangkau ke seluruh pelosok.

-~ Selama ini Dana Bantuan Hukum di drop dari
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan
Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Dana
Bantuan hukum terssbut baru diterima pada
Triwulan II.

— Dana Bantuan Hukum bagi golongan masyarakat
vang kurang mampu per perkara Rp.250.000,-
dirasakan kecil oleh para Penasehat Hukum.

Lembaga Pemasyvarakatan Kelas II A Tanjung

Kareng Wilayah Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Tanjuwag Karang melivuti Kotamadya

Bandar Lampung dan sebagian Lempung Selatan

dengan wilayab kurang lebih 169, 21 Km2. Luas

areal tanah keseluruhannya kurang lebih 48.050

MZ dengan sastatus tanah pemberiasn hibah dari

Gubernur KDH/TK_I Lampung tahun 1980 dan seka-

rang dengan sertifikat Hak Guna Pakai.

Gedung Lembags Pemasvarakatan dibsngun secara
bertahap melalui proyek sejak tahun 1881 sampai
dengan tahun 1984 dengan dana APBN. Kondisi
bangunan sudah banyak yang rusak dan sangat
mendesak unbuk mendapat perbaikan karena dari
segl pelayanan pengamanan kurang dapat memberi-
kap dukungan untuk penerapan pembinaan dan
bimbhingan yang balk.

Kapasitas 1isi Lembaga Pemasyarkatan sesual
perhitungan +tradisional adalah 620 orang ,
namun wenurtt perhitungan kebutuhan rata-rata
kewajaran kebidupan hunian sebesar 387 oraung.
Pada kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan ini
selaiu menampung penghuni melebihi kapasitas
yaitu di atas angka 700 orang. Isi Lembaga
Pemasyarakatan sekarang 740 orang.



3) Di Bidang Pemasyarakatan. periunya peningkatan
sarana keamanan (senjata, borgol, detektor,
dsb}), yang sndah sangat tua, peningkatan tun-
jangan Y¥husus pegawai yang hanya Rp.25.000,-
s/bulan untuk ol I. Rp.35.000,-/bulan untuk Gol
I dan Rp.45.000,-/bulan untuk Gol II1. Dan

" gesuai dengan UU No.12 tahun 1995 perlunya
direalisir bunjangan Jabaten fungsional Penegak
Bukum DPemasyarakatan bagi para petugas LAPASG,
PITAN dan DBAPRPAS.

4) Di Bidang Keimigrasian., guna lebih meningkatnya
mutuy pelayanan semakin dibutuhkan adanya pen-
ingkatan sarena perkantoran seperti komputer,
sarana komunikasi (HT), dimsaping meningkataya
jumlah pegawai yang mengkuti pendidikan teknis
keimigrasian.

3. Pengadilan Tinggi Tanjuhg Karang.

a. Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mempunyai wilayah

hakum

Pengadilan Tinggi Negeri. vaitu :

~ Pengadilan negeri Tanjung Karang dengan wilayah
hukum meliputi daerah Tk.II Kodya Bandar Lampung,

- Pengadilan Negeri Metro dengan wilayah hukum melip-
uti daerah Tk.JI Kabapaten Lampung Tengah,

~ Pengadilan Hegeri Kotabumi dengan wilayah hukum
meliputi Daerah Tk.I1 EKabupaten Lampung Utara,
Lampung Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang.

- Pengadilan Negeri Kalianda dengan wilayah huikum me-
liputi daerah Tk.T1 Xabupaten Lampung Selatan dan
Kabupaten Tanggamus.

Gedung Kantor .

Pengadilan Tinggi Tanjung EKarang memiliki sebuah
gedung kantor yang berdiri di atas tanah seluas 3.000
M2 dengan luas bangunan 1.400 MZ.

Rumah Dinas

Memiliki & wnit rumah dinas dengan kondisi sebagai
beri-kut :

- 4 unit rumah yang dapat ditempati,.

- 4 unit rumah rusak berat dan tidak bisa ditempati.
Jalan menuju kesebagian rumah dinas sangat curam dan
licin pada waktu musim bujan karena terletak dilereng
bukit vang terjal.




Untuk itu diusulken perbaikan dan juga masih wmem—
butuhkan rumah-rumsh dinas untuk para hakim Tingi
yvang Jumlahnya beritambah serta rumah dinas untuk
pegawal yang sampal sekarang belum ada.

4. Kejaksaan Tinggi Lampung

a. Kajati Lampung membawahi 5 Kejaksaan Negeri dan
dicabang Kejaksaan Negeri, dengan jumlah personil 342
orang vyang terdiri dari 124 orang Jaksa dan 218
pegawail Tata Usaha.

b. Dalam penegakan hukum, khususuya yang menyangkut
penyelesaian perkava tidak pidana umm, telah dilaku-
kan koordinasi dengan penyidik Poiri, maupun penyidik
PPHS, khususnya PPNS Kehutanan. -

Kondisi Kejaksaan Tinggi Lampung sekarang ini untuk me-
nyelesaikan volume pekerjaan sehari-bari baik adminis-
trasi maupun tehnis penyeliesaian perkara dirasakan
cukup. Namun melihat jumlah tenaga Jaksa dan Tata Usaha
yvang ada sekarang ini dirasakan masih kurang memadal
maka Kejaksaan Tinggi lLampung telah menciphtakan kegiatan
pra kondisi antara lair membentuk lingkungan kerja yang
efektif dan efisien yang merupakan interaksi manajemen,
petugas Kejaksaan yang profesional, mempercepat pelaya-
nan .

a. Pembinaan
Kondisi org 1isasi Fejaksaan Tinggl Lampung terdiri
dari Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Wakil FKepala
Kejaksaan Tinggi Lampung dibantu oleh 6 Asisten dan 1
Kepala Bagian Tata Usaha. Asisten dibautu oleh para
Kasi, Kasubag, Pemeriksa, Fasubsi, Kaur, dan Pemerik-
sa Pembaata.
Kejaksaan Tinggi lampung membawahi 5 Kejaksaan Negeri
vang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh
Para Kasi, Kasub, Pemeriksa, Kasubsi, Kaur dan Pemer-—
iksa Pembantu. :
Kejaksaan Negeri membawahi Cabang Kejaksaan Negeri.
Dalam Wilayah Hukum Eejaksaan Tinggi Lampung terdapat
8 Cabang Rejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan
Negeri dibantu oleh Kasubsi dan Kaur.
Dalam rangka meningkatkan upaya peminaan dan profesi-
onalisme, baik Jaksa maupun pegawai Tata Usaha telah

dilakukan dengan 2 cara, yaitu : Pembinaan keluar dan
kedalam.

b. Personil

Keadaan personil Kejaksaan Tinggi Lampung mencakup
Kejaksaaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
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gsebanyak 342 orang yang terdiri dari 124 orang Jaksa,
dan 218 orang Pegawai Tata Usaha.

Dari Ekondisi organisasl don personil yang ada telah
memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan-kegia-
tan rutin apabila dihubungkan dengan volume kegiatan.

¢. Penanganan Tindak Pidana Umum
1) Dalam penegakkan hukum khususnya vang menyangkut
penyelesaian perkara tindsek pidana umum, wuntuk
mengurangi  sisa SPDP dilakukan koordinasi dengan
penyidik Poliri maupun penyidik PPHNS, khususnya
PPNS  Kehutanan, namun penyidik Polri masih belum
dapat menyelesaikan tung-— gakan SPDP  dimaksud,
sehingga dari tahun ke tahun tung-gakkan SPDP
semakin membengkak dan bagl pencari ke~ adilan
semakin kebingungan sebab banyak kasus yang tidak
darast diangkat ke pevsidangan sehingga penyele-
saian hukumnya tidak diketahui dengan pasti.
Untuk penyelesaian perkara tindak pidana wmum yang
telah dinyatakan lengkap cleh Jaksa Peneliti pada
umumnya dapat diselesaikan dengan baik sehingga
praktis tunggakan perkara di Kejaksaaan dapat
dikatakan minim sekali.
3 Tindak Pidana Khusus.
Tindak Pidana Khusus terdiri dari Tindak Perkara
Korupsi, Subversif dan Tindak Pidana Narkotika.
Dalam periode 1995 s.d4 1998 Tindak Pidana Korupsi
berjumliah 20 kasus dissliesaikan dengan dilimpahkan
ke Pengadilan Negeri 13 kasus dihentikan penyidi-
kannya karena tidak cubkup alat bukti sebanyak 5
kagus, sisa 2 kasus dalam proses penvidikan.
Tindak Pidana Subversif periode 1395/1996, 1 kasus
dan telah diputus Pengadilan Negeri sedang untuk
periode 1989671888 nihil.
Tindak Pidena Narkotika pericde 1995-1998 masuk 45
kasus diselesaikan 45 kasus.

N
et

d. Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
Fada umumnya perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
relatif sedikit yang diterima karena sangat tergan—
tung Surat Kuasa dari Instansi Pemerintah yang ber-
sengketa.

Perkara—-perkara yvang telah disidangkan dan menarik
perhatian masyarakat.

1) Perkara perkosaan terhadap anaklkandung (pasal 285

FKUHP) yang dilakukan ROBIN HOT NAINGGOLAN (Bandar
Lampung) dan ASMAJA bin BAHSAN {krui) Lampung Barat,
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2) Perkara Penipuan berhadap calon PR35 (378 KUHP} yang
dilakukan AMIRULLAH YUSUF, SUTODIONO bin PURWOSATO,
SUTRISNO bin TAMSI aljas Drs. WIJAYANTO, SH dan
DUNARTI binti AHMAD (Bandar Lampung). :

3) Perkara pencemaran lingkungan hidup (pasal 22 UU No.4
tabun 1982) yang dilakukan oleh WILLTIAM RITOMO BUDIO-~
NO (Dirut PT. WIRA ADI PERDANA) dkk (di desa Banjar
Agug Kec. Menggala Lampung Utara).

4) Perkara penggunaan pil ecstasy (pasal 204, pasal 20
(4) pasal 6, B {(2) huruf d, UU No.23 tahun 191 yang
dilakukan HARTINI alias TINI BIN parda dan SARGUN
YARUE bLin HASAN (Bandar Lampung). :

5) Pencemaran lingkungan hidup, vang menjadi perkara
adalah wang dilakuitan oleh Willam Hutomo Budiono
{(dirut. PT Wira Adi Pardana) dkk di desa Banjar Agung
Kecamatan Menggala lampung Utara.

B5) Masalah kebakaran hutan dan asap masih berlangsung
sekarang ini, Kejaksaaan Tinggi Lampng telabh memberi-
kan kontribusi dan turut menangani masalah tarsebut
dalam aspek hukum sssuail denan kewenangan yang dimi-
liki Kejaksaan, yaitu dengan memberikan dukungan dan
petunjuk kepada penyidik dalam hal penanganan perkara
kebakaran hutan agar perkara tersebut segera dilim-
pahkan / diselesaikan di Pengadilan.

Tiga perkara kebakaran hutan yang ditangani Cabang
Rejaksaan Negeri Metro di Sukadana saat ini adalah
atas nama tersangka -

ay ZATNAL bin DULMAWI, lahir d4i Sebasaliah Martapura,
‘ 12 Desember 1968, laki-laki Indonesia, alamat desa

Sebaliah Eampung IJIY Kec. Martapura Sumatera
Selatan, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan
SMA .

b}y MUSLIMIN bin JUREMI, lahir di Pekalongan, umur 26
tahun, laki-laki, Indonesia, alamat Jalan Plang
ljo. Labuhan Ratu Vi, Way Jepara. Lampung Tengah,
rekerjaan Tani, agama Tslam, pendidikan ED.

c) WASLAN bin SALIM, lshir di Bandung Jawa barat,
uour 28 tabhun, laki-laki, Indonesia, alamat Desa
Labuhan Ratu, VI, Kec Pembantu Labuhan Ratu, Way
Jepars Lampung Tenzah, agama Islam, pekerjaan
tani. '

Permasalahan : ‘
1) Penyelesaian tunggakan SPDP yang masih tergolong
tinggl (tahun 1995 gebanyak 623, tahun 1996 sebanyak
698 dan tahun 1997 sevbanyak 781 buah). Selain itu
masih serng terjadi penyerahan SPDP dari Penyidik ke
Penuntuk Umum bPbersamaan dengan penyerahan berkas

N}
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perkara tahap pertama disamping banyak berkas perkara
tahap pertama yang tidak diikuti dengan penyerahan
tahap kedus sekalipun berkas tersebut telah dinyata-
kan lengkap.

2) Dalam rangka penyempurnaan Kkiranyva sudabh saatnya
dilakukan evaluasi pelaksanaan KUHAP, seperti terha-
dap pasal 108 (1), pasal 58 (1), pasal 1468 (10),
Pazsal 1310 (3% dan 138 (2), Penjelasan pasal 143
(3),pasal 168 (4), pasal 164 (2), pasal 188 (2),
pasal 200, pasal 238 7Z{(Z), pasal 244 dan Pasal 263
(1) KUHAP>

BAB VI
SARAN-SARAN

BRidang Hankam/ABRI

a..

Eondisi stabilitas keamanan yang mantap dan terkendali agar
tetap dipertahankan dengan terus diciptakan iklim yang
kondusif bagi aparat dan masyarakat, untuk menyelesaiakn
masalah-masalah kesenjangan sosial, ekonomi dan politik
secara persuasif den mendasar.

Keterbatasan anggaran, dukungan peralatan, dan profesiona-
lisme prajurit agar dapat diupayakan peningkatan sebhingga
mencapal kondisi standar yang diharuskan, kekurangan per-
sonil disemuwa Satuan perlu dipikrkan untuk dipenuhi secara

bertahap, terutama penambahan personil babinsa secara
hertahap.

Sejalan dengan pemekaranwilayah pemerintahan, pemebentukan
2 Daerah Tingkat IT dan Kecamatan baru di Prpinsi Lampung
perlu dirinbtis organisasai Koter dan Polres agar eselon
kendali dalam pembinaan wilayah, diwilayah Korem 043/Gatam
dapat sesual dengan yang ada di Pemerintah Daerah.

Agar VPemerintah tetar mengupayakan peningkatan perbaikan
asrama, Khususnya yang kurang layak huni. ’

Bidang Penerangan

a.

Agar Jjajaran penerangan meningkatkan kualitas SDM dan
meningkatkan pemerataan infromasi sshingga mampu mengaktua-
lisasi msayarkat dalam pembangunan. Komisi I DPR RI meni-
lal, peningkatan kecerdasan masyarakat telah menumbuhkan
daya kritis masayarakat antara laian bterhadap penyajian
informasi. Karena itu pembinaan terhadap masyarakat pers
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perlu ditempatkan sebagai MITRA pemerintah dalam menyebar-
kan informasi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperko-
koh persatuan dan kesatuan nasional.

Agar pemerntah meningkatkan intensitas penernagan tentang
Gerakan Disiplin Hasional, dan KEsadaran Hukum dan menjadi-
kan program-program tersebut sebagal program prioritas.

SKUD sebagai KMD yang sasat ini masih dirasaksn minin,
demikian juga dengan Progeam Peningkatan dan Latihan Kerja
Wartawan agar dapat lebih dicukupkan penyediaan angaran
program tersebut. :

Dengan dibangunnya froyek Pembangunan SPK Lampung, periu
antisipasi pemerintah terhadap kemampuan dan kenaikan
anggaran yang diperlukan baik wunutk penyediaan sarana
maupun pecleiharaannya di masa mendatang.

Pasti ada pengaruh peozitif dari kegiatan penerangan selama
ini. Namun juga ditemui berbagai kendala dalam pelaksanaan
operasional penerangan. Karena itu perlu senantiasa dilaku-
kan valuasi untuk menyempurnakannya.

Bidang hukum

a.

Dalam rangka mengatasi kekosongan jabatan strukbtural bagi
aparat penegak hukum agar Pemerintah memberikan kesecmpatan
vang lebih luas untuk mengikuti Diklat penjenjangan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penegak hukum disanmping
ditingkatkan kualitas dan protfesionalismenya, agar Pemerin-
tan tetap mengupayakan pemenuhan kebutuhana sarana kenda~
raan dan perumahan dinas secara bertahap.

Dalam rangks penvempurnaan KUHAP perlu segera dilaksanakan
evaluasi pelakeanaan KUHAP termtama terhadar pasal-pasal
yvang sulit diterapkan.

Bagi Lapas perlu peningkatan sarana dan keamanan antara
lain senjata, biorgol, detektor serta penambahan pakaian
seragam dan peningkatan tunjangan khusus pegawai pemasyara—
katan sesuai UU Nomor 12 tahun 1985.

Guna lebih meningkatkan suatu pelayanan perlu dilengkapi
untuk Imigrasi dengan sarana antara lain Komputer, sarana
komunikasi (HT) disamping meningkatkan jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan tehnis keimigrasian.



BAR VII
PENUTUP

Demikian Laporan lengkap ini dibuat sebagai lampiran Laporan
RKunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Lampung dJdalam
Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 1997/1998 yang dibaca—
kan dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 20 Januari 1998.

Jakarta, 20 Januri 1997
Juru Bicara
ttd

4f SYAMSUL B NASUTION. S.1P
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A

BAN HNONDISI PROFPINSI MNUSHA TENGGARA

dapat dikembangkan secsra optimal.

rt

KONDISI WILAYAH DA PEREEMBANGAM PENDUDUR

i. Administrasi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur terdiri dari s
S. 2 Wilayah Pembantu Gubernur
b. 12 Kabupaten Daersh Tingkat II
c. 1 HEptamadvya daserah tingkat i3
d. 124 FEecamalan .

2. 38 Perwakilan Kecamstan

¥. 1892 Desa/Kelurahan {14681 Desa 211 Keluraban)

2. tuas wilayah Propinsi Daerabh tingkat I Nusa Tenggra Timur
47.349 .39 Em2 dan meru p&i nowilavah kepulauwan (566 pulau)
vani dagpat dirinci ssbagi berikut o :

3. Pulauw yang dibuni sscara tetap 42 buash

b. Pulau yang tidak dihuni =escara tetasp 524 busb

. Pulat vang mempunval nama 246 buah ’

d. Fulauw yang tidsk mempunyai nams 320 buah

3. Keadaan topografi, iklis dan curabh  huian :

a. Feadasn topegraeti wilayah sebagisn besar bergunung  dan
bk it-bukit serta iklim tropis hering.

L. Adapun  wmusim  kKemarau yvang panjang (8-%  bulan) dengan
curah hujan aiing rendah BOY mm dan paling tinggi
S0 mim.

4. Sumber Dava &lam
. % dari luas wilavah cocok untul pertanian secara

terus—menerus gengasn rincian 2.8 X cocok antuk pertanian
Basanh .31,1 ¥ cocok untuk pertanian lahan kering.

b, Pemanfaatan I1ahan oleh masyarakat pada usumnya  masih
memakai pols perladangan berpindab-pindash  dan pola
pemilikan  tanah. terutams di pedessan sasibh bersitat
ktomunal dalam lingkungsn adat.

. Fotensi Sumber Days flam.

Walaupan Iuas wilayah vang cocok untuk  bidang pertanian

sangat terbatas pamun di Propinsi NTT terdapat 13 wilavah

Yang val potensi besar dengan luss rata-rata di  atas
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Fenduduk vang mendiami WYY terdiri dari bBerbagsi ras  dan
r sebany ngounaskan 32 bahasa.
suku bBany FYOETLATY

MYY  berjum-

shi-laki 1.&8Z20.300

- ™ “F ¥ oy ot
& D,467 % pert

i F
orang per 1000 Kelahiran

Secare umum,; stabilitas Bosial Politik dan Kambibmss di  Musa
lama imi terkendasli; mantap dan  dinamis

i
Yenogars  Timur sl
zehingga pelaksanasn

administrasi pemerintahen, pelaksanaan
pembangunan dan pelavanan masyarakat termasui 12 tshap kegia—
tan Pemilu 1997 berjalan sebagaimana vang diharapkan.




RIDANG HANKAM/ABRI

¥tader—lkader KBA
o dan handal

peEl karyawan QERI!éag oenataran penyve-—

d. Melaksanakan latihan-latihan terhsdap ancgota Wanrs
ditiap-tiap Kodism dan mesbantu FPolri mesberikan  latihan
terhadap anggota fKamrs.

& dilaksanakan fanggsl B-7-19%7  sampa:
Desa Loruatorus, FAabasa, Bikuan, Niti
zn Malaks Barat Labupaten Dati I
1605578 i,

L ilaksanakan tanggal 7F-iG-1%97 sampsi
gngan ickasi s
Hanfau dan Hivcis kecamatan Miomafo
i Dati II Tuu Wilayveh Fodis 1538B7TTUL
2 Lokasi 1Iidi Dess Haiwadsan, Peginian dan Denspau Keca—
matan HAdonsre  Harst Kabupatesn Dati I Flores Tisuwr
Hilayvah Eodim 1&48F/7/flores Timur-
I} AMD Manunggasl LVII skan dilaksanakan akhir Janouari
1998 di Dess Monang Fecamatan Ruteng Kabupsten Dati
I1 Fanggaral Milasvah Kodim 18127Manggarais

. Fegistan Karya Bhakiti ABRI Ta. 199771998 dilaksanakan

berdasarkan koordinasi atau permintaan FPemda Tk. I/11
setempat dalam rangks mem;ercepat pelaksanaarr pembangu-
rian di

gasrah.
tuk mendubung kegistan Karys Bhakiti  menggunakan
na dari Pemda Tk, 711 setempat.

R
wf
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Pembinaasn Sosdiel Politik.
Upavae vang dilaksanakan dalasm pembinasn ABRI sebagai  Kesa—

&. Meningkatkan kemampuan personil Forem 161/7Wsi, melalui
}atihanfQenataranfceramahf vang dgilaksanakan pads minggu
oertama =etisp bulan. X

b. Merencanakan, mengusulkan dan mengisi jabatan =taf
soepol yang kEosong.

c. Memantapkan, seriz mengevaiuasi fungsi Scspol ABRI O yang
dilaksanakan oleh personil Horem 1481/Wsi maupun kRaryawan
ABRI

gd. Melaksanakan FTorum diskusi Perwirs vang dilsksarnakan i
kali seminggi, disesusikan dengan kRondisi yang berlaku.

-

mrt

W

s=ipasi Masyarskat dalam Helz Negara.
5. FPartisipasi rakyst dalam Bela dNegars fdilaksanahkan
melaiui @
iy Penataran PPBN vang dilak=anakan secara terpadu.
2} Melaksanakan penyuluhan kesadaran Bela Negara, kepada
anak—anahk sekolah, Organisasi Kemasyarakatan dil.
2} Permujudan paritisipasi rakyst dalam Hela dNegara,

antara lain :z

— Sktifnya pelaksanaan Pamswakarsas

—- Merngikuti setiap kegiatan upscara bendera.
— aktif menjadi anggota KFPD.

Fembinaan Ratibh sebagei beribkat

1) Ditiap~tiap kodim telah terbentuk 1 S5K Ratih/Wanra
{setiap 58K terdiri dari 150 orang! :

2} Telah terbentuk organisasail ¥emasyarakatan di lingkungan

Korem 1é6iflsi {(satgas &M, FEPFIPPM, dil:.

o
g

Situsasi Kamtibmas.
=. Situasi Fawmtibmas di Hilayah MNuss Tenggara Timur cubkup
kompisks. Hal ini disebabkan kondisi wlimyahnya YETIG
terdiri dari kepulavan seria kepagatan  penduduk yvang
tidak merata ditambah headzan medan yang berbukit dan
berkarang, =sangst memunghinkan teriadinya hkerawanan-—
kerawanan di bhidang Eamtibmas, namun demikian  situas:
Kamtibmas secars whum di wilayah NTT  cukup aman  dan
terkendali.
Situasi kamtibmas di beberapa 'Ni}ayah porem 1481 /Wsi
antars lain sebapgai berikut s



1} Di Wilayah Eorem 1&017sumbs Timur,
~ Masalah pencurian dan penyelundupan hewan menjadi
perhatian apars .+ keamanan setempat.
- Fasalah lainnya tidak ada yarng menonjicl.
ZY Di Wilayvah Kodig 1502/Ende
~ Maszalah tanah sering menimba
~ HMasalah agass masih ada yan
sempit.
3} D1 Wilayah Yodim 160378ikka
— Masih terdapst penyalahgunaan bahan peiedak oclek
pgara nelayan.
- Hasalzh S58RA pada umummnys bersifat lokal.
4} Di Wilavah kodim 1404 ;Hupang=
- HMasalah tanah sering menimbulian ierawanan.
- Terdspat hecenderungan peningkstan Mualitas gangu-
guan kamtibmas {pencurian, dil}
5y Di #ilavah Fodim 186037Belu
- HMaszalah tanah =zering terjadi kerawansn.
—  Fawan penyelundupan hasii-hasil hutean sepanjang
perbatasan.
&Y Di Wilayah MNodim 1481Z27Manggairatl
— HMasih terdapat pengebomarn ikan/pencurian hasil
laut bagi nelavan tradisionil.
- fMasalah tarah sering menjadi Kerawanan.
73 Di Wilayvah Kodim 1&813/7Sumba Barat
— HMasalah pencurian dan penyeludupan hewan meniadi
perhatian aparat keamanan setespat. '
— HMasalah tanah sering menjadi ke,mwaneng
8y Di Wilayah Kodim 1&1877TU
— HMasih terdapat pensbangan liar hasii-hasi hutan.
Mazalah tanah sering meniadi kerawanan.
Fi Di wilayah Kodim 16Z1/77E
—~ Masih terdapat pensbhang liar hasil-hasil hutan.
— Hasslah tanah sering menjadli Kerawanan.
10y Di Wilavah Modbis 18Z2781or
—  Mazsalah pengeboman ikan/pencurian haszl laut men—
Jjadi perhatian aparat keamanan setempati.
11y D3 Wilavah Kodim 14624/Fictim ,
— Masslabh agsma masih adas veng bersifat fanstisme
sempii.
~ Masalah SARS bersifat lokal.
12} Di Wilayah Kodism 152%/Noada ;
-~ HMasalab tanabh sering menjadi kerawanan.
B. Tingkat kejahatan vyang memerlukan peEnanganan  sSecara
berianiut antara lain sebagai berikut :
- Masalah pencurian ternak.
R 3 ]

F perkelshian kelompok.
gsaian masalabh kasus tanah, dil.

L

Kondisi Sarana, Prasarana dan Personil serta tingkat hkese-

Jahteraan

prajurit dan keluasrgannya serts para Purnawirs—



Fondisi sarans dan prasarana

i} Sarana dan Prasa nn selurulh jais-—
Fannya  pads o imkan aset lama
{perseniatzan,

2 Umtuk pangkals isih menggunakan
oangunan lams da snagian lags : urran Daru, Khusus
perumahan angooibs hondied . Danvak yang  rusak i
ngarn, namun demik perbaikansrehab
sehingga masib ;

3} Penerimaan  dan j ibeisian beksl {I-IV) dapat
terlaksans sesuai dengan wakiu dan jumlah.

Tumpang  vawat yang dilayani khusus  karvawan ABRI

o &

43 Penggunasn dave dan jasa {(listrik dan telepon) telah
iupayakan sehemat mungkin {(tidsk melebihi pagul.

3} Sarana  angkutan organik satuan belum  mencuokupl  se-
i

tingkat kessjahisraan prajurit

1} ¥ekuatan personil dorem 161/Wsi secara nyata adaliash
28 *.

2) Pengisian personil  satuan—satuan ¥a
pada tahun 199771788 telah mencapsi 75 4.

3} Hak-hak anggots dibesriken sesuai  dengan ketentuan
vang bherlaku.

4% Untuk meningksikan keseiahieraan angoots dilaksanakan
mElalul pemﬁzﬁaaﬂ Ffim?%;sé Forem 151/Ws3.

5} Pembinaan karier dilaksanakan sssusi dengan ketentuan
varg berlaku.

&£} Tingkat kessiahtezan Veteran dSistur sesdal  dengan
tetentuan yang telah diatur oleh Satuan Atas,  antars
iain :
=} setiap tanggal 10 Nopember mensrima bingkisan dari

panwil Depsos Prop. NTT.
by Setiap tangoal 5 Oktober mengikuti upacara di Ja-
cartai{perwakilan I orangl.

73 Pelaksanaan ﬁembiﬁﬁdﬂ?drgawaﬁ ABRRI, antara lain :

2} mendukung dan menyukseshan kepemRilapinan  £syyawan
I di bidang Legislatif dan Eksshutif se Nusa

it
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FQLD& NMUSA TENGBARA TIMUR

i. Pembinaan Hankamneg dan Upayva Pemasyarakatan 4. No 20

Tahun 178I.

z. Upava FPemasyarakatan . No. 20 Tahan 1989 vang dilaksa—
pakan cleh Diskum Poida MTT sebagai beribkut s

b
Mgt

U3 No. 20 Tahun 1982 dimasukan sebagsi salah =atu
materi Penyuluhan Hokum bag: segenap Folvi 3aisfFan
Polda NTT di samping materi-materi hukus lainnva.

.
vhan Hukum tersebout dilakukan  dengan

-

kegiatan FPenwvul
metode ceramah d

arr Lomba Cerdas Csrmat. ‘

3} Pelsksanaannva, dimulai gari tingkst Polres sejajaran
Folda i T5 vang terbaik ditingkat FPolres, diutus
untuk  mewskili Kesatuannyva, mengikuti lomba tingkat
Polda dalam rangka Hari Bhayanghkara.

4 Pemsnang padse tingkat Polda dipersiaphkan uniuk smeng—
ikuti lomba cerdas cermat Hukum antar CABRI  tingkat

ropinsi dalam rangka peraysan HUT ABRI dan  pemenang
tingkat Propinsi ini agkan dikirim ke Mabes ABRI untuk
mengikuiti Lomba Cerdas Cermat Hukum tinghat Pusst.

5} Fads  tabun 19946 Satuan Brimob Folda NTT berhasil
keluar ssbagai pemenang dan dikirism ke Mabes ABRI
untuk  mengikuti lomba Cerdas Cermat  hukwm . tingkat
Pu=at.

. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan  setiap  tahun

i bersetatus Polwil HNTT cebasgsl program tetap

2. Pembinean Teritorial, program ARRED Mesuk Dess dan Karya
Bhakti SBRI 748 199771998,

|
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p..x
il
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il
o
L}

!

— i ‘= .. a ot = . —i 5 oo s g o B
SREyaranat emum gan tokoh-tokoh masvarakat.
B :
ERd ‘.

subkimanSumam.

B} Fegiatan berjalan dengan baik tanps hambatan.
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3. Frogram Latihan dan Pendidikan.

&) Latihan fungsi Op=nal.
1) Fungsi Heserse.
2% Fungs: Bimmacs.
I} Fungsi IIF.
43 iati

B} Dari & {enam) macas Latihan vang telah dilaksanakan cleh
Diklat Folda NTT walasu terdapsit tskurangsn dan hambatan
T omn Ixtih 23

4. Partisipasi Rakyat Dalam Bels Negars Dan Seiauh Mana Rakyat
Telan Liorganisesikan. i

5. Fartisipasi rakyat dalam Belsa Negars, belum  sepenublnya

gdilaksanakan, hal ini teriihbat dari kegiastan—-kRegiatan

3 sh  KAMMAS daslam  bentuk FPos

=3
pEngamanan o ringkungan ol
i

Kamliing, hanya da Femilu

pect
ifi
15
]
m
=
)
B
o
i
Tt
il
o
(L]
)
s
[N
s
n
0
L]
N

ot =
stauw Hegiatan Lomba fpel Fos ¥amling . Partisipasi
k =

N

a
vat Terlatih berjalan dan berhesil  baik, terutama

3
pagda saat Femilu tabun 1997

i1t Frogram :
=} &0 FMasnunogesl LY.
&} AP0 Manungosl LVIL
B} Farya Bhakti ABERIFoivi.
2% Sazaran 3
a; Wilavah Nodiep 15603/Belu—FPoirves Helu.
B} Wilavah Kodis 18&82B/7TTU-Polires TTU.
C) Wilayah Kodis 18F4/Flores Timur.
g4} Dasaran Farys Bhakil ABRI Foicri,
— Tempat—-tempat Ibadal masing-masing Sgama di Kotas
Fupana.
— Hal ssrupa di laksanakan diseluruh jajaran Polds
MTT.
3} Terlatih diorganisir dalasm wadahslbentuk :

Folous.

DU

o U
-
el
i

By satuan Pengamanan.
o3 PES.
g} Kamra {tergabung dalam wadah hansipd




Dilihat gangguarn kamtibm Yang i da bulan
popesber 1997 tampak adooy mErupa—
kan tantangani/gangguan perhatian

ja
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wr bulan Desember 4?3?,
'—Faﬁmﬁmu

—~ Fenganiayaal.

— Pernipuan.

— bLaka/Bar Lantas.
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;
tipaya FPemas ymra%ataﬁfnﬁai:m mEmasvarakathkan U NO. 14
LU No. 14 Tabun i??ﬁ; Th. 1992 dilak=sanakan berbagai
{epsiglisasinyvsd. i upaya oish  Instansi vang terka-
§ it gidalamnya (Poiri,. LLAI, Or-—
P gandsl.
|
g—?alaksanaaﬂ sosialisasi =ecara
i berjeniasng dari Folda hingga ting
'§ tat Polsek baik berups penerang-—
} ar: langsung kepada masyarakat ma-
§ purr berups himbauan.
§
; Himbauani{Bill board. stiker,; Left
§ Izt
.
Fensrapan W MNo. 14 %—Jaﬁﬁ umumnya U Mo, 14 Tahun 1992
Tahwun 1992, § Gessrta ke 4 FP-nya telah dilak-
é rakan sepenubnya namun ads bebe-
% rapa pasal dalam UBU no. 14 Tahun
§ 1992 FP-nyva beluwm dapst dilaksa-
§ nakan karens mengalami berbagsi
3 tendala. antara lain Pasal 8 WU
j No. 14 Thn 1992, Jalan yvang zda
; di dasrah HNTT kurano megukung dgn
| marzns dan prasarans jaian, nE—
% dangkan Fsl B msnvatakan jsian
3 itu wajib dilengkapil dgn sarans
] gan prasaranas

e
fonts
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~Fasal 17 U No. 14792, Di NYY yang
ada Diklal mongesudi hanya di Ko
tamadya Kupang.

F.}1 uUpsva Penegakan ~Felakcarnasn Cakkum Lantas dengan

hukum. mETIQOUNS iia
pasai-pasal vang ads dilgalamnys
dpt dilaksanakan diselurub jajs—
ran Polds NTT (pensrapaninysl

=t lzksanakan sesuxi dgn
Leterntusn dalam UL No 24 Thn 1992
dizseluruh izjaran Folda NTT.

~

-Seiuruh pasal-pasal vang ada da—
lam U No.i4 Thrn 1997 serta dalam
FF semua nyva sudsah dilaksanakan

Gi Jsjaran polds NIT.
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7. Kondisi  Sarana, Frasarana, FPersonil, Ssrta Tiﬁgkat
Kessjanteraan Frajurit dan Keluarganya serta Para Pur—
MEWL i XWarn .

DRTA 1 JUMLAH DANGUNAM/ASRANA POLAI ‘
JURLAN ANGBBTA KX DAN T¥ SERTA JUNLAH
AHGEOTA YG TERTANPUMG & TON TERTANPUNG

NG.| SESATUAN [IHL RUMDIZ{INL PINTU|INL ANBBOTA| TERTANFUNG | TOK TERTANPUNG | KET

! |/A3RANA | i |

i | - o]
LFWB AT | oW | 4 R T R B TR
2, {POLRER KUPANE | 83BR | 22084 ELE f 172 fe4 | 87 | 2 {
RIMETE, | BE | H] OB W B8 ||
5 fPGLRES TTY § 5k M t 120 M t 202 s 8¢ { 33 i 9 { g l
é.iPSLRES 5, TIMGR f 22 BH } 116 BY ; 193 t M % 85 t e i 3 t
?.i?ﬂtﬁiﬁ 8. BARAT i 43 BH i 169 BY ; 183 ! 1o 3 S | 29
BjPBLRES E B E 5@5@ | BE| 58 [ BE B | 1|
PPRBESSINGG | SSB | MY G QIR W | - ) e
iﬁ.%?SLREE FLOTIH § 23 i 86 BY i 148 ! 63 i 43 } 32 l § l
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12, |POLREG NANGGARRI | 4 BW | LM BR[| ld IR I I -
i3.fPﬂLRES AL ER ‘ 24 BH ' 7% B } 135 i o2 { 43 i 32 t 3 2
§4.§SR%98 FHPANG { 3 BH Pt 138 8 } 13% é 34 ; E A A !
15.!3 BN KURNG ! 21 BH | 28 84 f 74 i Y1) f ¥y f 2 l i t

fdynLpd { 744 BH 11.746 B4 | 2.762 j4.386 ;768 | 465 1203
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TENRH YARG DINILIKT DAN DIKUAGAL
BLER POLRI POBA RTT

0. KESATUAN

| LUAS TANAH

i

STATUS

| KETEARNGAN

LjPOLDA WTT
2. {BRINOE VUPANE |
3.48 5 N GuPME |
5. {FOLRES KUFNG |
SPOLRES TT5 |
| §
| i
| 5

PGLRES # E L 6

. POLRED 2, aﬁﬁ? g
1§,§F§£RE§ ENDE |
£4,{POLREE 8 1 4 £ 4]
lL.gPﬁiﬁES FLOTIN
13.iPGiRES NeAE Q{
18, [PLRES NANBBARA! |
{5 PORRES AL B R |

157,179 2
£0,503 M2
71,849 X2

745,849 X2

456,708 H2

394,035 H2

779,843 M2

453,912 12

343,366 12
71,084 W3

135,98 W

200,533 #2

146,032 2

377694 82
74,881 ¥2
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i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

{RELUN MEMILIKT SERTIFIKRT
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KESATUAN VPAMEN | FANA | B L TA O PNG ] JUMLAH
) H i t
POLDR ! 38 A T S = R 354
£
RES JAJARAN | 19 i ¥8  [Z2.i10 |} 113} 70 12.408
H H
U S PR3 | 168 12.503 | 170 | 1584 J2.762
Ee £
8. Crime  Total, COrimes Clearance, dan Crime Rate 3 Tahun
Ferakhir.

NOLP O TaHUN p C. T. ] €. C. | B R. O} IMLL FPENDUDUK
1.} 1995 i 2EIFZ O} OALTT ) 57,08 g' F.024.273
297 1996 § 2450 i 1645 | 67,51 ‘
3.§ 1597 z i i !

i 370 i 1939 j 1275 | 55,01
T Y o7 O ]
i-.}f-»T 1957 i i g ;
Y
7. Hambatan—hambatan vang dihadapi.

art flsus reEserse masih Kurang
d. Jum
. Jam

3

c. Ailut
lab persconil vang belum sesusi.
1

jumliah penduduk, Iua
JenisStingkat tindak padana.

1} dJumlsh FEﬂyidikﬁPEnyiﬁik Fembantu
Jajaran Folda NTT. ' H
2y Jumlah PNS Jajaran Polda MTT :
Fr Luas wilayah NTY H
Luyas Lautan H

e
-
e
o
n
e B o
il
5
fu
oy
n
o
9

ri bBanyak

an bukum  @masSyarakst

tepat
£iat Angkutan

Dl Ea

serts

gimans
i ountuk memberikan
dak pidana vyang

{sangat minim}

&
ah Penyidik, Fenvidik Fembantu gan P

=

NS dibanding-—
wilayah

dan

Folida dan Folrves
158 orang-.
8% orang.
FF2L.FT0,7 EaZ

344.981
47 .34%

Km2
Km2
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&y Belama ini pela san koordinasi dan  peEngQawsasan
ik dan lancar

aku dan sSelama
prosss Fenyidika dari PPNS selalu melakukan
i

Polri melakukan peEngawasan

dan  arahsn elaksanakan FPenvidikan yang
dilakukan ol

7 Penanganan Linghungan Hidup, Narkotika
‘dan PesykRoivrop sran Folda NIT sampail sasat inid
belum ada {(ni

B; Evaluasi Fela HUHAFR untuk Penvempurnaannya.
Dalam ksgiat iikan vang selams ini dilaksa—
nakan oish §TT  besert ;

8 jajarannya belum
]

Temukan

1
b
T
m
i |

erapan pasal-

o
ok
oMo

T
1
n

e
o
i
|

L]
s
o
&
I
o
L}

kat.

Fewibawvaan Fenegak Hukum di maia =
at Penegak hukum

maEsyar

i

&
Dalam menjslankan tugas sebagai aps
vang selama ini dilakubkan oleh angoots Polri phususnya
0 - wilavah MNTT mendapat dukungan dari segenap lapisan

masyaranat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanvya
kegiatan sarasshan  yang diadakan oleh Polida NTT vang
mendapathan tanggapan positif dari Tohoh—tokoh Masyara—
mat, Pemuks Agams. Cendikiawary serta organisasi-—
organisasi lainnys dimana pada intinya sengat  mendukung

=
Folda NTT dslam mesmbasmi kedahatan sesuai hukum yvang
aku.

S TIMOR TENGAH SELATAN

mbinaan Pertaban Keamanan Negars dan  Upays Femasyara
~
£ =

tan Undang—undang Momor 20 Tahun 178

flenberikan  bimbingan dan penvuluhan kepada tokoh—tokoh
masyarakat, tokch  sgsse, pesudas isstang pEntingnys

pertahanan Keamanan Negars dimana &BRI bersama-sama
rakyvat memihkul tugss  gan tanggung Jassb periusngan
bangsa Indonesia dalam mengisi Kemerdekaan dan  untuk
mencapal tujuan Masional.

¥Kegiatan penyvuluhan tersetut dilsksanskan dengan metods
ceramah dan cerdsas cermasb.

Pels cermat pelaksanaannya dimulai  dari

=
atuan fungsi Polres selanjutnya
i

o 5
bagi peserta terbaik dikirim ke Polde NTT untuk mergiku-—
i Lombas cerdas cermat tingkat Poldas NTT  dalam  rangka
HUT Bhavyanghara.
FPembinasn ABRI/Polri sebag Fekuatan FPertahanan Keama-

& 23
gara pada umumnya, semakin dapat diterima dengan
ils akannya peEmbinaan penyuluhan dan ceramah.
Pelakecanaan FPertahanan Heamanan Negsrs dan UU Nomor 20
32 pleh Polres Timor Tengah selatan dilakukan

17



{od

secara kRoordinasi dan bhercama—sams Kodim 15821 Timor

ienoah Selatan melakzanakan Bhskii ABRI untuk zkuat
mandorong pevium gkonom: dan sedacy masyarakat

s
I diddQ§iﬂg itu bersasma melaksanakan
3

ang peradan dan hakeksat Peritshanan Keamanan
Negarz serts Pemasvyvarskatan Undang-undang Nomor 20
Tahun 1982.

riujuan untuk memsliihara moril
sawman OSBRI vang dilaksanakan
i

b
e
g

fal Z1r Timor Tengsh selatarn,
anakan tugasnva dengan baik 4i 0 bi-
[

Pembinasn Teritorisl, Progras ABRI Masuk Desa dan Karya
Bhakti ARRI TA. 1797/1998.

b.

1"

7 pembinsan Teritorial, ABRI Masuk bDesa dan
& & I di Milaysh Fabupaten Timor Tengah
an telah dilakzanakarr bersama-—sama dengan Instancsi
erkait dan koordinasi dengan Fodim 15621 ka?ya Bhakti
£ERI dan ABRI  masuk Desa dilaksanakan di  Kecamatan
fmanatun  Utara dengan sasaran pesbustan o jalan, rumah
penduditk,  kebsrsihan iiﬁgkungaﬁ rumah  penduduk  dan
tempat~—tempat ibadah. '
FPeliaksanaan pembinaan Teritorial oclsh Polres Timor
Tengah Selatsn telabh dilaksanskan oleh fungsi Bimmas
bercama—sama dengan aparat Teritorial melakukan  pembi-
naan  terhadap masysrakat dess Bokong  Habupaten Timor
Tengah Selatan dengan Kabupaten Beluo

Hercama—sama masvarakat selaksanskan karve bhakti dengan
SaEaFan  pssar, linghungan perumahan penduduk, tempat—
tempat ibadah dan memberikan bimbingan dan  penyuluhan
tentang ohakitl ABRT.

Feshinaan Fersonil.

ah kekustan personil Polres Timor Tengah Sslatan

sepanyak il orang yang dapat diperinci sebagai berikut:

- Yang masih akti’f : 205 orang.
Faryawan H 3 orsasng.
— Yang sedang menjalankan MPP : 2 orang.

— kekuatan menurut hepangkatan 2

hH

tetnan koloned

: 1 orang
Mayor 1 orang
Kapten : 3 orang
tetnan Sa : 1 arang
{=trnan Dus : 4 orang
FPembantu Letrnan Satu @ 4 orang




FPembantu Letnan Dua @ 2 orang
Sersan Mayor : 25 orang
Sersan Kepals : 38 gorang
Sersan Satu : 50 orang
Seroan dus 2 &1 oyanag
Fopral Kepals : 15 orang

1
&
"
[

& orang

y pembinaan perecnil belum dapat memberi-
mantap sebagai mans vang diharapkan
i GfES’UﬁaE namun  pelaksanaan tugas
seatal tuasi kondisi daerah.

van  karsns  belum  dikelolanya sEcara
ungsi dan  pengrapan

g. kekuatan personil Folres 773 sangat te =1
memenuhi  DSPP s=shingos beberapa jabstan 4
Hintara Tinggi maupun Binitara Rendah.

Partisipssi Rakyai dalam Hels Megars.

2. Fartisipasi rakyalt dalam bela negara pelum sepenuhnva
dilaksanakan hal ini terlihat dari kegistan—kegistan
pEngGamanan - geng &fan an lingkungan oleh Kammas dalam
Beantuk Pos Kamling hanve dilakssnakan paéa saat menje—

atih berhasil

wan Folres TiS dan

arat  terkait dan

£ gii iﬁg#ungaﬁ pemulkiman yang menja—
¥

c. Rakyvat terlatin digrganisir oleh Szituan Bimmas Folres
H

sus, Satpam, PEKB  dan

Situasi Famitibmas Dan Tingkat Kejahatan Yang Meresahkan

Hak

Dilihat dari gangguan kamtibmas pads  bulan Nopember 1997

nampsk adanye beberapa kasus vang menjadi  perbstian pada
F7 : pencurian, penganiavaan berat, perko-




4. Felaksanaan UU Nomer 14 Tahun 1992.

%
n
m
2
m
Jo
X
o]
o
T
ped
et
i
)
-

MEMTAEHES I

E.§ §- Balam memasyarkatkan UU No.id
i j Th. 1797 dilzksanakan dengan
i %

i ! berbagai upays olsh instansi
2 *
; i terkait {(Polri dan LLAJ).
} i
13
i i~ Felaksanani sosialisasi di-
; § laksanakan secara berjeniang
i | dari tinghkai Polres sampai
i i ke tingkat rolsek baik mela—
t
g i lui ceramah madpun penerang-—
§ Poan.
£ ¥
H i
H H
2. jFenerapan UU No 13 P— i Mg 14 Th 1978 besertas
Flahun 1992 i PP-nya sudah dilaksanakan na—
i .g wn ada beberaps pasal yang
i t— fdilagksanakan karens sengaiami
i
i | berbsgai hambatan dan kendala
i ; antara lzin pasal B yvang me—
; i mnvatakan bahwa jalan itu wa-—
i i iib dilengkapi dgn =arana dan
t i
i j prasarans.
: :
i ;

. ilpayva peEnegakan hukwm - FPenggunaan Blangko tilang dan
9 g H =
H i paszal-pasalinys dapat dilaksa-—
1 3
i i nakan diselurub jaiaran Pol-
: ! res TTS.

H 2

i §~ Dends maksimal menurut BU HNo.
£ .

i i i4 Th. 15892 belium dikenakan.
H {— Froses nenvidikan laka lantas
{ i sudah sesuai dengan Ul No 24
H % tabun 1792

e
o et
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dimiliki dan

di kuassi

Daftar : Bangunan yang
olgh Polres T15 dan Zajsrannya
%&,g KESATUAN § HARYKAC/NANTOR f FUMAH DiNAs § RoRAMR | XET
H i 1
! I
§ % BB { B8 ! RE §JHL § 2 i 88 i RR i 4L % B8R ; R ; BB
i }? fLREE 178 j= % i ] = | LI ; - i f 3 f 3 § 3 ; i3 ;
2. 3PBLRES ARAN BRT g i ( - i - { i § - g - - i - § - l § { 4 ;
3. ;PﬁLRES #BAK SEL ; - f i l - § 3 ; - i = } - § - 3 - ‘ 4 ; 4 f
és;FMEME#MEﬁSQi I T I U SR B I e MR A O
Rt BP Al ES SN S R IR TR RIS
; POLRES HOLLD &?9? - f i i = 3 ki { - ; - ‘ - j - ! - ) 4 ; 4 [
?.}Fﬁéﬁﬁ% MaLLE QELl z f i g = g i § = § = j § = i = § & § 4 }
8.§PSLRES ATUR UTR 5 - § i § - § - } - } - 1 - ; - § L] } 4 }
Q.tPﬁlﬁiﬁ ATUN BEL { i { = - i i ; - § - ; - § - j 2 j 2 ; ] 3
§ JUNLASR 53 f&'j-; 9 I- {- {1 ]1 } 5334;46{
DBafttar : Jumlah FPersonil Folres 115
dan Jdajarannva =7d Mopember 1397

NG. g RESATUAN § FOMEN | PaMo § B& g TH § JUMLAH
Y RES TTS = $ i 18&) 145 ¢ 2
&, Bidang Kenolisian
|
a. Crime Toital, Crime Llearance Rate & Tahun Terakbir Dan
‘ Hambhatan Yang Dihbodagpi
|
i i TAHURK }
| i
} i 1995 } 1394 H 1997 H
NB. | KESATUAN §
i i CT gEE?§ CROICT §CCL; CR § cT ;EEL! €R !
§ POLRES 778 ; 238 QT;ﬁﬁ ?'"4?51 6,41 165;14634#,36’
b. Hamabatan—hambatan varng dihadapi.
i} Fesulitan menghadirkan saksi karena gecgrafti  dasra
s=ulit terjangkan transportasi.




n}

oL
n

4} Sﬁmbér ana ﬁaﬁusia masihi dirs

v

Leengganan masvarakat sebagai o saksi, karena akan
i ¥
B

k3

menghambat aktivitas sshari-s
)} Barana dan prasarana masih dir
daiam mendukung pelaksansan tugas dilapangan.
=4

=]

E‘-x

Jumiah penyidik,Penyidik Pembantu dan PFMNS.

1. dumiah Penyidik : 12 prang.

2. 3Jumiah Penyvidik Pesbantu @ 18 orang.

Z. FENGS 3 tidzsk ada.

Ferpandingan Fernyvidik/penyidik  Pembanto dibandingkan
dengan jumiah penduduk = 1 : 12,398

Pelaksanasan koordinasi dan  Pengawasan  terhadap FRZ
diwilayah hukum Folres 775 tidak ada-

Fenanganan perkara Linghungasn Hiéup; Marhkotiks dan
FPevikgptropika diwilayah Hukums Pelres 778 tidak ada,
karena kasus tersebut belum pernah terisadi  diwilavah
ikum Polres TTS.

Tingkat kesadaran hukum masyarakast Kabupaten 778 masih
sangat  kurang  walasupun sudab dilzsksanakan penyuluhan
ikum, karena latar belakang pendidikan kurang  sehingga
cenderung melakukan tindak keiahatan/pelanggaran.

Dari aparat penegsk hukum meiaksanakan kegiatan penyulu-
han huhkum kepads smasyarakat/tokeoh agamas/tokeh adat vang
mespunyal peran/ berpengarub gi linghungan desaswilayah,
karena masyarahat beranggapan bahwa apa yang disampaikan
atan digrahkan coleh ketus adat/tokoh maewarakat timbul
esadaran  untuk mentaati peraturan d ; ak melakukan

&y Ed
tirrgdak kejahastan/pelanggaran sskaligus ?E}a nratanspelang-

5w
N




e

EANWIL DEPFEM PROPINSI MNUSS TENGEARA TIMUR.

1.

o

Lh
[ ]

CRupang, TVWRI Stasiun Produk

Frogram Fembangunan Penerangan dan Penerangan FPembangunan.
Fengrangan Pembangunan secara kuantitatif bertujuan untuk

-
menjanokau masvarakat seluss munghin dan sscars kuvantitatif
dibarapkan mampu  menumbuhkan dan  membina  kesadaran dan
tanggung jawab masvarakast uniuk  meningkatkan partisipasi
dalam pembangunan.  Uniuk smencapail tujusn  tersebut  maka
ditempulr kebijakan berups pemantapsn dan pensiaman  materd
CENEranda, ﬁemerata 3 Qeneraﬁgan, DeEns tapan peEnerangan
tsrpagug pemanfaatan strukiur jaringan sosial dan peneragan

ya pesbangunan penerangan. berkiblat pada dua arah
yakni pembanqunaﬂ perangkat lunak berups peratwan  perun-—
dang-undangan, pengorganicasian, pendidikan dan pelatihan,
peEngawasan dan pengendalian, penelitian, serta  pesmbangunan
perangkat keras yvang meliputi  perlengkapan adeinistrasi,
sarana prasarana dan berbegai sumher pembiaysan.

Konois: dukungan sarana, prasarana dan personil.
Kongis:i sarana dan prasarang

5

ang digunakan RRI Regional I

in

i ¥eliling FKupang dan TVRI

Sektor Transmisi hupsng sudah termeskan usia  dengan  dava

1]

operasi secara maksimal 341 ¥ sshingga membutuhkan  penggan—
tian dan perbaibkan

Pembinaan Fersonil dan Upavs Peningkat

ary kualitss 5DR.
Dalam rangksa peningkatan kualitas perzani} Upaya  yang
dilakukan dalam linghkup Kanwil ﬁewerdng sntara iainn 43
OFrang meianjutkaﬁ studi ke Ferguruan ?1P§§15 2% orang
sgmentara  mengikuti  pendidikan  penisjangan {ADUM gan
SPAMSY dan pelatihan fungsionsl profesional bagi para Jupen

i“ prig &}
sebanyak 130 orang seria pendidikan ketrampilan  berjumlah

Perkembangan dan pembinaan Media Massa daesrabh Nusa Tenggara
Timur dilakukanr melaluil pesmbhincan kelesbagsan organisasi
FPers, Jumpa Pers setizsp bulan, pendidikan dan latihan bags
waxritawan, pengusaha percetskan pers dan ndh pers seria
pembinaan terhadap pers daesrzsh selalui pemantauan terhadap
jumlah, peredaran,isi evaluasi pelaksanaan Koran Masuk Desa
{¥MD}Y dan Surat Ksbar Untuk Desas {(SEUDS.

istribusi informasi dan penerangan seria peran media messa
TV, Hadio dan medis cetsk) dalam menunjang  pembangunan

)




w

2
L3

i opErasional peEnsgrangan dan o mEdis
n dan membina kesadarsn dan tangoung
.

: £

partisipasi dalam

Peranan Fenerangan dalam pembangunan  dasrah khususnvya
daerah pedalaman, terpencil dan dagrsh transsigrasi.
Feranan pesbangunan di NTT o

ilaksunakan meialul keismpc&
i ir, FIP, pospendes,
LMD vang terus diupayakan peningkatannya sampal ke pedé—
saafy, diharapkan mampu mensosialisasikan gaket—-paket pene—

Fangan pembangunan nasiona!l dan tujunh  progras  strategis

«{
w

FPemsrintah Deserabh MTT.
amping berbagsl sarana penorangan di oatas, peran pener—
embangunan di NTT dilakukan pula oleh BRI Regional
Yupang, yang dzharapkan meniadi media penvebaran informa—
=i pembangunan hingga ke dasrsh—dserah terpencil.
FNegiatan operasional  penerangan dan juga  kegiatan yang
berzifat pembinsan baik vang dikakukan Kanwil, Kshandeppen
Fabupaten s& NTYT dan Unit-init Felaksans Teknis  {UFT)
ditentukan puls oclebh dubungsn sarans dan prasarana vang
namun pads kenyatsannva kondi=si sarana {pérélatan}

kéhaﬁya%aﬁ sudah tua, daya ogperasionalnya  yang

afiur ‘Qq?f???S berjum—
iowong 23 Jdabatarn sitr uktural eselon

ish 25 orang. Mesihk

I, IV & ¥ baik di Hanwil mauvpun Eakasndsppen  sesoerliukan
pEgawairl S orang untul mengizi jabatan esslon IIX, 0 Isiapi
sampsi sehkarang belus dapst diisi Rarsna belum SPAMA.

Harena iaasnya wilavah pelayanan dengan topografi  serta

pkan serta dﬁ%uﬂgaﬁ FPomerintan Pusat unituk  menams—
g iun rellayftransmisi TYRI sehinggs
siatran yang éigsﬁ:ar%an gdapat meniangahkay ssluruh wila—

vah kabupaten dan  Juga berfungsi  sebagsi  penangkal
"y

sigran—-siaran dari luar, khususnya Australis.
b. Diharapkan gulas Pemsrintah Pusat mengenai  peninghkatan
peraiatan pada Radiog Sisran Femsrintah daesrah Soe,

auan =iaran Radioc Femda tersebut  dapat
=eluruh masvyarakat khususnya dalam penya—
=

c. Diha a Th. Il dapat dibantu dengan mobil unit
peEnerangan, warens kondisi o dari mobil wunit yvang ads saat
irri, tidak dapat bherfungsi deno bzik karena termakan




hh

]

5.

buah'
watt

h Selatan terdapat satu
vang berkekuaatan 1060

Li kabupaten Timor Tenga
stasiun relay transmisi TVRI

dengan Jangkauan 4% L masyvarakat yang telah menikmati
sisran televisi.

g. Femda memiliki satu buah stasiun radioc berkekustan 100
watt, namun belum sepenuhnys siaran—siaran yang ada
dapat dinikmati: olsh masyvarakat karens minismys wpera}_a-—-

tarn yarng dimiliki.
f. Terdapat
sebagai slat
DEmhal QU aT .«

gua buah mobil unit penerangan vang berfungsi

bantu didalam peEnyampalian grogram—program

REGIGNAL I FUFPANG

Faktor geografis dan luasnya wilayah NTT adzslah merapakan
tantangan berat RRI regional I Kupang dengan hondisi sarana
dan prasarana yang rata-rata daya pperasinya tinggal 73 %
supava optimal, membutubkan rehabilitasi  atau  perbaikan—
perbaikan terutama pada pemancar yang tersebar  luas. di-
samping  itu masih terdapat daerah-dasrah blank spot di &

wilavah Habupaitern.

s}

Dasrah vang belum menerima siaran ARI Regional I Kupang.

MNC. | KRBUPATEN ! DAERAH YANG BELUN MENERIMA SIARAN
i %
1.}BELLU i, ATAMBLING
i
! § 2. BETUN
£
; i
: H
2. JFLORES TIMUR | HAMPIR SELURURNYA
s ;
. i - RO TE
i { 2. SABU
- | SUMEBS BARAT | HAMPIR SELURUHNYA
£ H
& IBUMBA TIMUR I OHAMPIR SELURUNHNYA
I STASIUN PRODUKEI FELEILING.
arh Blank spot TVYRI di dMusa Tenggara Timur.
Kabupaten Alor @ Pulau Pantar, HBarugs, Apul, Moratsin, dan

Maruilz.

Fabupaten Flores Timur : Hairung.

Kabupaten SBikka : Doreng, Bola; dan Lels.

¥Kabupaten Ende @ #olowary dan Maurocle

Eabupsten Ngada : Boawas sedang dibangun TA. 199771778 dan
Riung.




&. Kabupaten ﬂanggarai : Reo, Munde dan Bonang.
7. #abupaten Samba Rarat : Harun., Bondokodi dan Fandedewatu-
8. Eabupaten Susba timur @ Lews dan Malolo.

. ¥abupaten Timor Tengah Selatan @ Panite dan Kie.
D. Eabupaten Timor Terngah Utara @ Manufai dan Biboki Utara
3. Kabupatenkupang : Takari Basa{Pulau Rote}
FERUM PHNFRI CABANG KUPANG
FNRI merupakan perusahaan negara yang kuslitasnya sudah  cukup
memsdai namun  order iferutama dari instansi  yang diharapkan
mampu  menggurakan jasa PNRI secara mahsimal ternyata jauh di
pawah harapan. '

FERERANGAN

Modis massa yvang ada danr beredar di NYT terdari gari

i. z

. Medis masse cetak terbitan iokal sebanyak  tiga buah,
yvaitu satu harian {Harian wmus Fos Kupang yvang terbit da
Kupang), satu mingguan yvaito Mingguan Dian vang terbit
di  Ende. Flores, dan satu majsliash bulanan unituk  anak-
arak yaitu Funang—hRunang yveno terbit di Ende, Flores.

b. Media Massa cetak terbhitan luar NIT vang beredar di NTY
vaitit 3
i. Harian Bali Fost terbitan Denpasar.

2. Harisn Musa Tenggara {Musral terbitan Denpasar.
3. Harian Jawsa Fost ot Durabava.

4. Harian Survas terbitsn SBurabavs. ‘

S. Harian Burabaya Mingou terbitan Surabays.

. Harian Susrs Fembahsruan terbiitan Jakaris.

7. Harian Nomoas terbitan dabaria-

B. Harian Busras ¥arwva terbitaen Jakarits.

c. Buletin Antarzimedia massa ceiak sekaligus eslisktronik)

d. Megia elektronik, vaitu PRSSNI sehanyvak & {emam) buah
{di luar BRI Stasiwun FRegional Fupang dany TWRI SF - Kupang
satu bush, serta 17 BSPD di 12 kabupaten )

e. Medis pensrangan lain, yaitu bioskop ada  beberapas di
kota Eupang.

T. Media massa coitask terbitan dasrabh ini menghadapi  banvyak
bendala, selain masalah internzal jugs masalah sksternal.
Sedangkan masalah sksternal, disntaranya masalabh  trans-—
portasi. Terbitan lusar HIT sampsi  kepads masyarakat
pembaca mesnggunakan  transportasi udara;, baik ontuk
pengiriman | Roran terbitan lokal di Kupang ke ibu  kota-—

ibu kota kabupaten, maupun koran—koran terbitan luar NTT

ke Rupang ataw ke ibo kota kabupsten yvang sudah dilaya—

ni penerbangan lang sung denpasar —NTT.

g. Mazih hkurangnya perhatian dan dukungan  para pengelola
bargo udara membesrilan prioritas gengangkutaﬁ koran—
koran., Tidak Jarang koran—koran tidak teranghut  Rarena

I
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Fengurus  Daerah PRSENI baru terbentuk setahun
T =gl

berbagai alasan dari pihak perusahasn kargo udara. Koran—

koran terbitan Jakarta tertahan di Surabaya atauw  Denpa-—

sar, horan—koran terbitan Dengasar tertahan .di  Denpa-

sar, koran terbitan 30&31 tertahan di Kupang.

Faktor sksternal lain vang burang mendukung tiras media

massa cetak terbitan lokal dan luar NTT adalah dava beli
asysrakat yvang masih leman.

Sehagai gambaran angket vang diadskan oleh Harian  Umum
Post Hupang tabun  19%46 laliu, =atu sksemplar  koran
terbitan  lohkal vang beritiras 10,000 ini dibaca olish
rata-rata 6.2 gpembacs dengan wilayvah szbarannya  vyang
tidsk merats, masih  derousast di odbu kEots—  ibu kRots
kabupaten. Jdumlah ini masin jzub dibawah standar UNESCO
yang @ mengisyaratkan Iz 10 {s=stu koran  dibaca 10

&
Pilinat dari minat baca sesungouhnya Ccukup gbagus. Hal
i t dari angket vang dibust Post K&pang tabun

ialu. Usia—
ah—masasliabh vyang

s  @masih cangat belis. Fentu sais  masa
reka hadapi juga tidak sedikit.

Radioc Siaran Swaata éiaini masit iterkonsentrasi di 0 Eots

Kupang, belum menjangkau kabupaten—kabupaten lain. Izin
pperasional siaran banva berlakue 1 tahun o sementara UU

FPenyviaran menyebutkan 5 tahun.

GPBSI yang menyanghut perbioskopan sebagsi sal

i satuy media

hi

renerangan di daesrah ini =angat mespribhatiskan.

foeT
2



RIDANG HURUM

6. KANWIL KEHARKIMAN NTT.

i. Pengadilan :

a. Telah terbentuk Eotamsdys Hupang dengan  Ibukota  di
Fupang dengan wilsvah Kotasadys Kupang dan  Penogsdilan
Negeri Fupang serta Lemsbags Pemasyarakatan  Rupang di
wilsvah Kotamadys Kupasng-
¥abupaten Kupsng dengan wilayah hukum Kabupaten Kupang

5 la

i

b. Untuk

beribukota di  Salamu {sesu di  Kupang}, maka untuk
Kabupaten Kupang dipsrliukan : '

1} FPengadilan Negeris

2} Rumah Tahanan Negara.

2=

mendekatkan penvelesasian perkara dengan pars
rencari keadilan, maka di NTT telah dibuat Tempat Sidang

agi masalah adalah
mimim/Stidak adanya dans perawatan/pessliharaan dan
peErsonil perawatanspemslihsraan.

Tetap seiumiah 50 busah. Yang menj

2. Pemasvarakatan :

|

a. Jumiah penghuni tahan ity maka untuk

=
thangun LP. fAnak negara

pembinaan narapidans
gi Fupang selaliui Pro

. Dx Propinsi i dari G566 pulau banva
terdapat 1 H mendekatkan layanan
kepads Kiier It dibentuk Bapas di
Fulzu Flores dan Sumb alternatif lain vaitu
ditingkatiasn Jumlah S5 gdan didubung dana,
Sarans, Oan prasarans

3. Imigrasi.

WHTT adslah dekat dengan Sutralis dan berdssarkan datre Urang
Asing a&lur wisatawan asing termasul yasno bermaszalzsbh {(vang
berusaha menvelundup ke Autralis ada yvang menggunakan ialur
Bali-Matsram—bLabusn Baig/Flores) VETIG meEnuin puel au

L ETENS 1tu, dlnarep&dw dapat dapat dibentuk Pos  Isi-
grasi di pLabuan Bajo dan untuk menampung Orang fsing  vang
bermasalsh perlu dibuat FHarantins Maumere.




Aoparatur.

Untuk meningkatkan peran Kamwil dalam DEFENCaNIAan,
penelitian dan pengesmangasn hokas di Daerah Qéiiu giting—
¥atkan dan dipersiapkan tenapgs peneliti  dann  perencana
beibhum  di Dasrah  dengan  tersedianvys  dana penelitian

=
ukumnys ditin

Fr ngkat Dzerah.
[y beberapa  hkhantor teriad tidak seimbangnya antara

&
1y kerjialperkar

"
T
Lr
1]

i
dengan tenaga teknis yvang menangani-—
=1

Esanaan penyvebaran,

R

ol
e
o

it

]
. maka periu dimantapkan kebiiz
e &

T3
3

atu upaya untuk menambah personil langsung penerimaan

=

dari wmwm periu dihddupkankembali keberadaan  Akademi
imu ¥eimigrasian {AIM}.

!

£ b

ikliat Penisnjangan dan Teknis telsh berjslan dengan
Baik, walaukenyataan . untuk dapat mengikuti Diklat antri
ganjang, maka peningkatan tenaga terdidik ketingkat &2
dan 53 perlu disisplan dan didukung pendanaannya.

=

Jabatan Fungsional FPeesasyarakatan, Imigrasi, FKomputer
dan  Kerpustakzan (53D}, Arsiparis.periu diperivangkan
: i

Dari sektor menjadi bidang huekum dan kebijaksanaan  pemba-
ngunan Kawasan Indonesis Tisur kelihatanoys masih berwuiud
slogan/angan—angan. Sebab untuk snggaran baik o yang  rutin
maupun  pembangunan gi Kawasan Timer Indonesia tiap  tahbun
peningkatannya sangat minim sshali.

s
=Tt

fa
"

i
terapa Lapas/Rutan mengalami kekurangan dana untuk  bahan
& = sat telah berussha men—
cadangan untuk mengatasi, dihaerapkan proses
=

arans dan Frasarans.

Pengadilan Negeri dituntut wvntuk menyelesaikan perkara
dengan pelavanan proses pengadilan dekat dengan  pencari
keadilan  ; vaitu gikokasi Tempat Sidang Tetap., (antara

&

lain hkendarasn roda empat) tidak ads, dan untuk percepa-—
tan keluarnva keputusan diperiuvkan sarana 'anfara isin
mesin  ketik) diharapkan pesmberians/pemenuban kendaraan
roda empat dan mesin ketik di Pengadilan Negeri secara
pertahap diwmugiudkan.
Dalam upaya peningkatan pesmbinaan {khususnya ketrampi-

Y dan pengamanan narapidans diperlukan sarana dan
prasarana SESus: Kemaiuan teknoiogi; antara lain upaya

LT

bl



A

mepodernisasi sesin-mesin, SeEnia

ta gas air masta dan HT.
c. Untuk peningkatan tugas pengawasan Orang éclng dan
koordinasi dengan instansi terkait di lapangan, antara
lain diperlukan alzst komunikasi dan HY.
Materi Hubum.
&. Sistes jaringan ATE: =i informasi hukum. Dalam

= wbkwm  Hantor

b mengelcia 5301
il 3 orang dan

Computer Soft Wore

ta ED Hoom

Lembaran Negars, Tambahan Lembar

Perundang— ndﬁrgdn*

it

n Megara dar tahun
1790 sampai dengan Desember 1976 dan pefang# L tsrsebut
=i Dantusn dari provek ELIFPS.

L. Pengembangan Teknis Perpustakaan  Hukum, dokumentasi
Pukum o wuntuk  meningkatkan minat baca dan sumber oaya
manusis dengan menyiapkan buku berjuslah  2.221  buah,
sebanyak 535 judul-

. Dalam  rangks menuniang perencansan  perbangunan  hukum
seECara nasional Fanwil Dep. Hehskimarn NTT menyusun peEta
permasalahan hukus menurut kriteria yang telah ditentu—
kan ocleh BPHN dengan beberaps permasslahan vang menoniol
yaitu masalah pertanahan. masalah perkawinan, masalah
pembakaran hutan dan smasalabh pemboman ihkan.

Untuk meninghkatkan zusber dava aparstur hukasm maka  Kanwil

Dep. Hehakiman MTT tzish mengivimkan personil/pegawai

untuk berbagsi kesgistan. antara lain :

&> Fendidikar penjeiangan ADUM dan SPAMA unitur sEaus pee
=t

b. Fendidibkan itekris :

— LATFIMPAS dan Orientasi Femasvarakatan untuk  petugas
e

Lapas dan Rutan.
- Pendidikan Dasar Keimigrasian dan LATPIMIM untuk

X
n FPPNS  sebagai FPenyidik bidang Hak Cipta

- Fendidik
Fatent dan Mersk.
—  Feardidik o

= dan Felatihan MNomputer berupa Operator,
feknis dan Programer.

Felgksanaan bantuan hukum glelh Fengadilan

"L
bt
frat
il
-

L ]
V]
o}
b}
-
Ty
b

MNegeri se—HNusa Tenggara Timu ita VI sampail dengan

& H
tahun 1997 sasaran yang dicapsi sebanyak 545 orang  kurang
mampu atau 5345 perkars




4. Kendala Yang Dihsdapi
=. Materi hukum.
3y B3I huwkum  vang ada gi MNanwil Dep.  Kehakiman MTT
zaat ini sudsh berislasn namun belum sscara maksimal,

-
Larena CO Room belum pisa dilsksanskan sscara o6
i

2y Dalam penyusunan Peila Permasalahan hukum, dats penda-
=t rhait sulit dipercieh =secars

perita di ¥ oran

i
3
Ll
2
3
11}
o
1]
o

. Aparatur Hukum.

o

Sangat terbstasnva pegawail vang dimintskan  dari pusat
; g

mengikutli semua jenis Diklast  tersebult, sehinggs

&t ini hanva baru beberapa orang pegawal

i &
vang dapat mengikuiinva.

Dalam kunjungan kliien Pemasyarakatan yvang dilaksanakan
cieh petugas Bapas berjalan namsun Rosmunikasi darz o gulag
ke pulsu yvang kurang lancar membuat petugas Balal Fema

syarakatan dalam mengsdakan litmas ke seluwwruh wilsyan
iTT s=laiu mendapat kendsla karens tidak didukung dengsn
dar

= rraan roda 2 dan 4) vang memadli
Bantuan hulkwm dilak

gan prasarans {dends
sanakan namun ads  keengganan dari

gar Mampu

w
L

terssngks untubk mengurus Surat Kelerangsn Ti

g belum digunskan dengan baik

fanya bisva untuk Hakism  dasn para

seria kendarasn operasionsl rods 4 dan Kapail
o

Motor untuk menangani di Kecamatan.

td
Mgt
L
o
o
T

pengawasan Drang asing diputuskan  pesbangunan
[

L Labuan Bajo dan Marantina Maumere, namun  Sampai
i

zaat irni beluwm terealisasi
Tz

i
Pornger®
c
il
s

ary rehab Rumsh Dinss, rehab Kantor Imigrasi dalam

Felita VI belum dipenuhi oleh pusat dikarenakan
eterbatasan danc. )

Dengan  adanya revisi DIP Tahun Anggaran 199771993
maka sebagian tolak ukur daripada DIF ditiadakan  dan
pembangunan lanivtan Rutan Waikabubak dijadwalkan ke

Tahun Anggaran  1798/7199%.

£
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Jumlah Lapas/Rutan, kondisi Fersonil,Sars

ntara lain 13 unit
an  teknis Pemasvyarakatan yang terdiri dari 4
LPﬁ S Rutan, 1 Cabang Rutan dan 1 Balai Pemasyarakatan.
Kabupaten Kupang sendiri  belum terdapat Rumah Tahanan

Eep. kKehakiman NTT membawahi a

&
Negara setelah kota Fupang senjadi FKotamadvyas . sehingga  di
Habupaten perlu tersedis Fumabh Tahanan degaras
Dari segi opersonil, jumish personii UPT  Femasyarkatan
sdalah 5B orang terdiri dari 481 pria dan 47 wanita,hal
tersebut dirasakan sangst Murang dibandingkan dengan beban

tugas vang Farus uie;biﬁ vakni 328 orang  sudsh tersasuk
ni MPP mengawasiimenjaoas 10548 Grang

tahanan  maupun  narapidana.
inya pegawal sslurahnyae adalah 1,500 personil

Dari Segi FPembinssan TahanansNarapidans.
- FRerjssasa gengan Depnakesr dalam rangka meliatih taha—

nansnarapidana memiliki kemaspuan periohangan, regarasi

Eiéktraﬂika dan peErtanian.

ama dengan Deparitomen FResehstan  dengan memberikan

Eﬁa' kesehatan. '

17T perlu agdanys Ruwmsh Tahsnan dNegara di Kabupataen
Kuﬁang dan satu di Lapang Rutan di Sabu 3 Kantor  Bapas
i Ende dan di Waingabu.

- Juwniah personil perliu ditambsh karena belurn memnadail.

Days muat Lapas/Rutan ss-Wilavah NTT.

1. bLapas Eupang : JuD arangs
2. Lapas Ende s i7S orangs
. Lapas Ealabahi : 100 orang:
4. Lapas MWaingapu T E3IG orangs
. Rutan Atamba : ZED oranos
&. Ruitan Eefamenanu ¥ DOy orang:
7. Butan Soe H 7o orang:
5. Ruitan bLarantuks : 135 oprangs
Z. FRutsan Maumesre 0 20 g@rang:
1%, Rutan Hajaws : i
11, Rutan Ruteng H
12 Rutsn #aikabubak H
13. rutan Ha' =z %




“

Data klien pemasvarskstan Bapas

Kupang

{per

Ok tober 1997)

1. FPidana bersvarat {FibB} = 38 grang;
Z. Pidana bersvaersi {(FiB} anak z 4 orangs:
3. FPembebazan Bersyarat H g4 orang;
4, {Cuti Menguniunpi Meluargs (CHE) H ~ orangs
5. Asimiliasi 3 173 orang:
&. Duti Menjelang Bebas {(CHME} H o oorang;
7. fAnak Kembali ke Orang TualWali {ARDT/): -
8. Anak Asub (ABUH} H -
F. pidans PeEnageassn : -
Feria H -
12. Anak Bigpil z -~
Jumlah L H08 orang
Jumlah EHapas, kondisi Fersonil, sarans dan  prasarana dan
hambatan yvang dihadapi.
Keadzan Hapas Kupang: :
— Keadaan FPersonil :
=. Bolongan 113 : 8 grangs
SGolongsn 1 : 146 mrangs:
L. Ssrjana 2 3 orangs
Sarians Muds . 2 orangs
SLTS : 1T orangs
. Tensgs ADM : 7 arangs
Tenags Teknis : 13 orang.
— Sarane DrSSarana @
a. Hendarzan roda € @ — busii:
b, Hendaraan rods 2 @ 7 buaho
Fiien wh wilavah NTT.
Jumlah oyang ,OMB O AT ~

Umtuk kegistan lalu lintas kelusr masuk wilaysh Indonesia,
bBaik vang dgilakukan oleh Orang S&sing maupun Marga  Negara
Indonesis, maks di NTT telash ditetapkan 2 pslabuhan @ seba—
aai  Tempat Femsriksaan Imigrasi {TPI} yang sekaligus  juga
sebagai Felabuban Bebas Visza Funjungan Singkat {BVKS) vaitu
Felbuhan Udara El Tari kRupsng dan Pelasbuhan Laut Maumere
juga sudah ditetzapkan sebagai TFI namun belum  sshagai
Felabuhan BVEES

secara khuantiistit  dapat di gamabkarkan iftentang kegistan
Keaimigrasian i MNusa Tenggera Tisur sebagal berikut s




&. Kanim Kupang.
1994 1995 19%4 1797

1} Pemberian/Fenerbitan

PESQEF e s s Ea e a . 581 Fi 883 574
Fi mbarian BPLF RI.... 44 13548 F83 217
33 FEﬁbLTlax Tanda Berto-

iak wuntuk WNI...... 1.56404 1.920 2.38% 1.544
4} Kedetangasn/ebsrangka-

tan orang aSing..... J0.4132 2,559 F.FLS 3,143

i9%94 1595 1996 1997

1} FemberianPensrbhitan

Faspor HIeceoeos-as- JZ5 S 435 264
2} Femberian SFLF RI... 13 355 237 172
3} Pemberiagn Tands Ber—

o w3 1= 1 R 778 &7 5 % -
4} Fedatangans Keberang-—

katan orang asing .... 778 £74 ~ -

C. Eanim Atambuns
1994 19395 1996 1997

f
L)

Femberian/Penerbitan

Faspor RI.ceswvcnass F& iZ2s 1356 23
2% Pemberisn SFLF RI... - - ix 0

Urntuk kegiatan Keisigrasian, dengan  sdanyva  tiga Fantor
k iy

Imigrasi tersebul msasks dirasss culup Derat  pelaksansanvya
mencingat  wilasvabh  vang harus  diamankan edemikian luas

amping  keterbatasan-kelerbatasan sSarana,prasarana  dan

& wimumnya peElanggaran FKeimigrasian vang terjadi selama

ini adalsh s

. Meliswati batas Izin Ti ikan {OGverctavi:

. Menggunska P idsk =sesuai tujuan—
Y aG .

£. Sudah diberi EPO (Exit Permit Onlivy} tetapi belum berang-
kat kglusyr dari Indonesia. _

d. Berusaha menyvelundup ke negara lain khususnya ke Ausitra—

i

Untuk dans bantuan hukuam yvang diberikan melalui Pengadilan
Negeri Nusa Tenggara Taismur hanyak F¥ perkara, tetapi
£
T

7 hanve mampua direalisasi-—

se
sampai dengan akhir TAL. 1925719
E pErkiars.

£
«{J

kan sebkanvyvak

e g
Wy
et
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LiEBH  lain vang ditunjuk ocleh Menteri Kehakiman RI sebagai
ksarna progras bantuan hukums bagi grliongan masyarakat
fx] : LEBH iniversitas HNHusg Eendan%

fupang 3 LXBH Universitas Widya Mandira Kupang, LKBH Manda
EIU Paikabubak ; Yavasan Bina Bantuan Hukum Veritas Hajowa,
isula Cabang Ruteng., LEKBH Cabang Kalabahi dan LKBH Cabang
Yefamenanu tidak ikut menanda tangani  Burat Perjaniian

i
B
)
o
in
m
T
m
5
ﬂ«
pte

Keria dengan pihak Hantor Wilsyah dengan danfatau  tanpa
alasan vyvang Jjelas, padahal sudah dipanggil  dengan surat

LREIF-UM. 08, 101307 tangga 25 September 1994 perihal
ﬁdﬁd bBantuan Hukum.

Sejaun  ini keberadaan Lembags Adat/hukus  Adat disebagian
T ternvata positif karene masih berperan sembantu

inntah dalam pembangunan pads wsumnya.  hanya Saia
keberadaan Lembaga AdatsHukum Hdat yang ade  ini  tidak
+
ks

berdiri sendiri oan tidak untuk menggantikan peran dari

"-’;"

aturan—aturan yang ada, tetapi keberadaannys hanyalah untuk
memoant:y memscahkan masalah—masalah sosial ﬂemusyarakdtan
Yang terjadi vyang memang mesbutubkan pEran Lembags
Adat s Hukum Adat.

Peliakz=ansan Anggaran sfd iriwuwlan ke 11X TR,  1997/1998
untuk Anggeran Pembangunan dan Anggarsn Rutin APBD Hantuan
tusr Megeri dan kendala vang dibadapi

Minimnva dana Anggaran Rutin Tahun Anggaran 1997/1998 serta
dengan adanya krisis monerter, maka harga barang—barang
keperluan  kantor jugse turut naik, sshingge teriadi  pengu-
ranggan—pengurangan dalam pengadaan barsg untuk keperluan
kantor sehari-hari.

Hambalan Yang Ditemui.

a. Masih kurangnya Tenaga Teknis gibandingkan dengan luas—
A= wiiaya. keria. Untuk itue masih  dibotubkan  tenaga
Tekni dari AFRIF sSehanvak 2 orang dan SMPS ssbanyak &
oF &ng

. Helum tersedianya kendaraan roda 4 sebagai sarana  anvtuk
koordinasi gan manitmring dalam rangka pelaksanaan U
N 17 tentang Femasyarskatsn  dan Ud Mosor 3 tentang
Pengadilan sk,

. Masih banyak insta Tum  memanaunl

erus menerus

rm Kemasyarakatan sebagsi persyvaratan
& 4 ) Nowor 12 tabun 1995 dan pasal 59
Uit Nomor 3 pengadilan fnak sangat dibutuhkan peningka—

tan sarana dan prasarana.
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Fa

=. Untuk dana bantuan hokus yvang disalurkan seislui Fenga-—
Zilan Negeri dari pihak Pengadilan Negeri sampai dengan
akhir tfahun anggaran banyak yang tidak msenglirimbkan
Frogram bantuan Hukum &8 Kantor Bilayvah.

GARDILAMN TINBGHI

~3 {354

Susunan Pengadilan sesuai Undang-undang nomor Tahun 19%8&
o o P I T

dikatakar bahwa Pengadilan dipimpin oleh seorang Fetus

Pengadilan didampingi seorang Wakil Ketua Fenga-dilan

Sedangisn untuk gukung kotertiban pengelclaan sdmistrasi
namu, saka pads setiap pengadian dibentuk kesskretariatan
Fengadilan di NTT dasitur sesuai Swwat  Keputusan Menteri
Kehakim:7 FI HMomor @ M.OB-PR.O7.0Z  Tshun 178% dan  MNonor

M. OZ-FR.O7.0Z2 Tghun 1591, dengan  kondisi o Jabatan  Wakil
=ohkiretaris masih kosong, Kasubag Kepega— waian dan Kasubag
Umum belum ada pelabat definitif. Kondisi ini sudah diusul-

kan ke Departemen FKenskiman namun binggs sekarang belum ads

. jawaban.

Jumlah Hakim untuk FPengadilan Tinggi dan 12 Pengadilan
Megeri dalam wilayah NTT =sebanavak 87 orang. FParii-
tera/Sekretaris sehanyak 12 orang. Wakil Panitsra & orang
gdari rang, Wakil Sskretaris S orang dari 12 orang,

o

=3

Sub atau Kepals Yrusan  sebanvak
g dibwtubkan.  Sesdanghkan Jjumish
ngaﬂiiaﬁ Tinggi dan 12  Fengadilan

Memperiatikan hkosmplsusiiss  tugas pelavanan  yang harus
diberikan, maks sarana dan prassrana pedrlu sesndapat  perha-
tian clgh karena kondisi ssalt ini sarans dan prasarana yvang
tersaedia teristimews perusmahan @mawpun Kendaraan sudah tidak
memadai dan repressentatif.

Jumlah darn  Jeris perkars banding yvang wmasuk dan dapat
diseleszikan dalam tigs tabun  terkhir dapat dijelaskan
sebhagsi beribut @

& perkars
dari 147 perkara sedangkan perkara pidena 79 perkarea
i

¥ ;E?kara perdata, dipuiuskan 132 perkara
ra sedanghan perkara pidana 91 perkara

— Tahun 1994 untuk perkara perdata,
dari 134 sedangkan perkarz pidans 86 perkara dari 93

g
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FPembinasn terhadap FPenasehat Hubus dan Notaris yang o dilak-—
ukan z=elama ini masih belum optimal. Hal ini karena terda-—
pat 7 engadilan Negsri yang belus memniliki  HMHotaris, 10
Pgﬂgadliaﬁ Negeri tanpa Advokat dan persebaran Pengacara
Fraktek yang tidak merata.

FPelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya peradilan
gi NTT selama ini berjalan baik. Hsal ini dapat dilihat dari

penyelesaian perkara dan proses administrasi peradilan gi

semus Pengadilan Negeri
vang dihadapi

gi NTT vang be;ialaﬂ bagus. Kendals

vakni di semua Pengadilan  Megeri
kekurangan tensgs administrasi dissmping kekuwrangan

Fasarans di beberars Pengasdilan N
P g

terdagpat
sarana
sEgeri.

Fir
e

dar gos
i
=
d

NTY
ert

anggaran Pepbangunan Futin Ta.

untuk Pengadilian

= afy
Tingoi ]
1994

Departemen Kehakiman Republiik

¥ an
Felakes—

gilaksana

=
eppres  Nomor 16 Tahun stuniuk
T3

i
~r,
)

v esis.

[

=

Hambatasn vang ditesui vakni dana untuk psmenuban kebutuhan—
¥ L ¥

kebutuhan kantor dalam pelaksanaan sshari-hari tidak mencu—

kupr sams sekalil sedangkan untuk pembiavaan
vang telah 11  tabun ditisdskan periu ditiniau hkembaili
arena rumah—rumah dinas perlu perswatan terus—menerus.

rumah  dinas

PENGADILAN NEGERIY

Negeri Klas I Kupang mempunysi 4 Iitting FPlaats

Fulau Rote, Pulau Babu, Cesiplong dan Maikliu.

Fermasalahban vang dihadapi s

Untuk Zitting Plaats di Fulsu Fote dan FPulsu Sabu tetap di
fungsikan untuk bersidang dengan 1 kali sidang dalam  seta—
iy yang seharusnva persidangan dilsksanahan dua kali dalam
setahun, karena sminisnys dans. Sedangkan setiap kali sidang
gilaksanakan oleh 3 orang Hakim dan I orang Fanitera Peng-—
garnii.

Zitting FPlaste di Essplong Mecamatan Fatuleu tidak dapat
dimanfasthan uniuvk sidang karena tidak ada perkara  yang
digafttzrkan disamping terbatasnva tenaga personal dan
faktor transportasi yvamg tidak menunjang.

Zitting Flaats di Naikliu Smioang Utars tidak dapat diman—
Taathan unituk persidangan karena tidak ada perkara  yang
gidaftarkany disamping iterbatasnva tenaga personil dan
=arana Lransportssi tidak senunjang.
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1.
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JAFSAAM TINGGI.

Grganisasi. ‘

Kejmksaan Tinggi MNusa Tenggara Timur membawahi 12 Kejaksaan

Negeri danéd Cabang Keliskszan Negeri yang wilayah  hukumnya

meliputi Dasrah Adminiztratif Propinsi Muss Tenggara Timar.

Jabatan Struktuwral vang belum terssddias s

~ Eselon Iil/a = 1 ’
- Ezelon IV s >
- Esslon Via = %9
- Ezelon Vi = 14
Fersonil.
Fegawsi Nejaksaan se Nusa Tenggara Timur terdiri dari :
Jaksa = FE orang '
Tata Usaha = Z4%9 orang
Jumiah = 342 orang

Forgasi yang terssdia = 1.0483 orang

Sehaingga masih kurang = FOLs orang

Upayas Pembinaan dan Frofesiconalisse

- Untuk meningkathkan Sumber Dava Manusia Eejak=aan  Tingg:
Musza Tenggara Timur dilakukan pesbinaan terus senerus.

- PMeningratkan ketrampilan.

— Biskusi kKelompok.

—~ ¥Fendidikan dan Pelatihan dgi Fusat dan  Dasrab zeperiti
Fendidikan dan Felatihan  Strukitural, Ffunsionsid dan
Polizstihan teknic Eoiaksaan

Fenyelesalan Perkars.

8. faindak Fidans dmous.
1y Surst ﬁembe itahuan dimualinya riyidikan

Sisa SPDF tahun 199471995 = F02 buah
Masuk tabun 199571995 s7d
IF97S19%98 = 2.597 buan
Jumlah = X 3F7 buah
Disglesaibkan . = 2.6895 bush
/
Sisa SFDF =/d Oktoher 1597 = Fi4 buah

[
¥




2} Perkara
Sisa tabun 199471995
Mazuk tahun 199571994 s/7d
i997/31998
Jumlah
Tississaikan

Sisg perkara

Siza tahun 193471995
Masuk tahun 193571975,
171998

Jdumiah
Disslesaikan

i1}
.‘"'(
(i
il
o
s
g

Sisa banding =7d oktb.

Ea=asi

Sid=sa tanun 1F9871995

Masul tahun 1T93/19%5
199771958

=
E g - -~ 4 £ 3 PR
Sima tahun 199471995

Feninisuan hoembali
Sigsa tahun 1974751995
tahun 199571938

1I9FYSIF98

Masuk

esailkan

1§

bk

L

=z/d

P
S

i

s/d Oktober 1997

~J

= 75 perkara
=  2.130 perkara
- 2?2&& perkars
= 2.177 perkara
= 27 perkars
= 21 oerhkara
= 127 perkara
- i;w pErkara
= i85 perkara
; 33 ﬁerk;;;
= 79 perkara

= IL5 . perkara

nerkars

i perkara
= 448 perkara
= 21 psrkara
:—__ 67 perhars
= 7 perkara
= 5B perkRasra
= 2 perkara
= 2 perkars
; ;—pérkar%
= 2 perkara

2 perkara
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Perkara yang menoniocl
Ferncurian Bi8S& ...sx-xscases..-- Fasal 352 KUHAF
Pencurian dengan pemberatan  ....-FPasal 363 KUHAP
FPENGaENIAYEEN s cxs-vsswssncsa=xes«asal 351 KURAFP
FENQErOYOREDN .vcvorcrvesrasness=-FPasal 170 KUHAP
FErHOSSEN exsvacsaaninsasnnmsssussr I 285 EUHAFR .
¢. Perkara penting

i a penting pelaksanasannva berdasarkan Instruksi
daksa égung R.I. Nomor: INS—-QO4/3/78719948

-,
i
il
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W
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/]
o
o1
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[
il
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]
il
i
bt
il
“r
it
i
o
Ifi
[
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Fasus—kasus vyang menyangkut kehutanan yaitu  Undang-—undang

noiacr 5 Tahun 19857 yvang terjadi diwilayah NTT @
- Keiati Muratim .. vevsnca™ & SPLF
— KEIari SOB.sccerrrcnes=area= 11 SFDP
—~ Kejari WaingaDl ccvsaseseaa™ 1 SFDF
~ Keiari jefamenaitie.-.:vrers ™= > BPLOF

SPDP

[N

gumlah = 2

Yang telah menjadi berkas 19 berkas perkars. sisanyva 2 SPDP
tindak lanjuii oleh penvidik.

Tindak pidama kKhusus
X

Fenyidikan {LID}
— Tindak pidans sHoniomi..cc-vasccevaws= nibil
— Tirndak pidana subversi...coeesssnaxs= 7ifild

— tindzsk pidana hkorupsi

LT

BASUH s ccnccrsrrenserrnssrennrnszanceresT Co KaSus
Ditingkat DIF.w...oveossasens = 1% kasus ‘
Dikirim ke Instansi lain = 1 kasus
Dihentikan penvelidikan = 13 kasus

Jumiah = Z% kasus
Sisa =/d 1& Desember 1397 = nihil

Fernryidikan (DI}

— Tindsk pidane eKoloml  .cecracza=2022 = 11ihil

— Tindak pidanad subversl ceocesesr=sesa--= nifhil -
- FJindak pidana korupsi s

PaEUK @ s s s s cc s s n e s aneaT 27 DEVRKAara

Ditinghkatkan TUT s.sscevceaers= 15 pkr

Dikirim ke instansi lain ....= 12 pkr
Pihentikan penyvidikan .-..ec...= & phr
Jumlah = 23 perkars




=

Siss =/d 14 Desember 1997
Kasus-kasus tersebult { Z7F o

|
i)
T
o

Fernyvidik Polri ... ..ccn--

T < o Py a - i & - —
Itwil Fropinsisfabupaten.

J.i-j o m PRk omN W T N X EE G ST
FEEEEL ccawemaswsononnyas
- Brdﬁieasln==lux:.:==a:=an

Fembali «oceooa

Lan Ta Hi=ahs Fegar
Wewenasg Kejskszan di bidang

— Pensgakan hukums

— Hantuan hubums

— Pelayanan hukums

—~ Pertimbhangan bhums;
— Findakan hukum lain.

Tugaz—tuga: vang dilaksanaka

T

7

Member i

45

antuan

]

ERE R )

ik kE§a§a 3

BErfarasl

LR R

ma 3 tabun

1

A oDErEara

temu

s
b
wd
L3

i

bd
Ll

ERC AN

R i kasus
R i kasus
R 2 Kasus

cwwa = & perkara
e 1& pesrrara
e w e 1Z perkara

LY

perkara

m
i

a Usaha MNegars.

terakhir :

pemerintah, BUMMN/S

~ FPerkara perdata :
AT 3 Wy ee—— - — i1& kasus
Fenyelessian :
DiputtiS.seccsasacacoanca= 11 kasus
Dalam persidangan c...-.T = Kasus
Jumlah = i4H kEssus
— Ferkara Tata Yssha Megara s
S U I kasus
Fenvelessisn o
Dzlam pErSilanGalic cneccncnasccveca=a 3 kasus
= Ferkars pemulihan dan perlindungasn hax oz
1} Menerims surat  kuasas khusus  dari Kepals Kantor
gaerah Telehkomunikas 1 g unttuk melakukan penag-—
ihan piutang usabha’s
Hantor Dasrah itele

Rasus  peEnunggak

masih dalam
23 skan

BUMEG ssbhanvsh

Menoad
BUMN,

tagihan
neghisasi.

e =
vt

Q
ﬁ
|.,.,

rerjassama dengan

ek

piagam

telekomunikasi di

sebanyak 230

ening telepon. Sisanya

instansi pemerintan,

ke
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Dengan  banvaknvya POF 914 khasus dapat menime-

-
bulkan rasa tidak puas pencafi kLesdilgan. Perlu  diatur

agar Jaksa Fenuntut Umum dapat menindak lanjuti S5PDP
vang tidask diikuti penyverahan berkas perbkara ocleh penyi-

dik. Ferln digtur dalam ¥UHAF sanksi bagi Eenyidi%'hiia

tidak menindak lanjuti SPDF vang dikimban hkepada Jaksa
Penuntut Umum.

Dalam perkars Sumpash 7 -4 iy oritEgas] oalam FUHAF
mekanism penyidikan ik  atau
Jaksa Fenuntut Usus

tam pemeriksasn  tambad
sesuai  Fasal 27 Undang-undang Nomor
wakiu yang digunskan melakukan pemerik
timbangkan =agar sTektif dan bils periu distur pemerik-
mazan tambshan jugs rPFfadd; terdakws.
Femintaan Kasasi olsh daksas Penunitut Usus o terhadasp
puiusan bebas agsr distur secasra tegas  didalam  KURHAP
untuk tidak menimbulikan keraguan
Agar  didalam KUHAF diatur secara teges kewenangan Shak
Jaksa Peruntot Usum meéngaiukan perninjausn kembali. Dan
ager  ditentukan secara tegas pula  bahws peEninjsuan
vembali. Dan  agar juga ditentukan sscara  tegas  pula
hahwa peninjasuan kembali henys dapat diadiakan 1 {(satul
&ii =aji=s.
Putusan meEngsnai  barang bukti delam  perksra tindak
pidaﬁa korups: vang dirampss unituk negara, sering  ter—
a2t  karerma ada gugatan pihak  ketiga. Agar diatur
LA =31 terhadap barang
san o tidak ierhalang karens asdanva  gugatan  pihak

a
A3
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Masaiah Aktual.

a. ¥Fasus pencurian  kayw cendana yang  mErupakan 5umber»
il

Fendapatar & Dagran Muss Tenggsars Timur bahwa. Ferda
yang mengatur tewtasq Cendana itu vaity Ferda Nsmar -15_;
Tahun 1988 sanksi pidans sangat £ ngan yaitu ancaman 3
f{tiga} bulan kRuwrungan atsu  denda sgbhanyak -banyaknvya
Rp. S0.000,- (Lima Pulub Ribu Rupiah) o

b. Bahwa kasus pencurian ikan di  perairan dalam dasrah
hukum  Keiakzasn Tingogi NTT  dapst dipandang  sebagai
ConC o sus z2lis vaitu melanggar U, No. 9 Tahun 1985
dan . No. 4 Tahun 1982 stau UU.No. 12/7DRT/1951 Tentang

i
Senjiats Api dann Haban Peledak stau Fasal 187 Bis Kup.
C. Banyshknva kasus pencwrian  hewan  di o Kabupaten Sumﬁa
Barst., itelsh digslar Operasi Pasola I oleh Vegal sian
Nuss Tenggara Timu
Hasinya sebagi berikut :
— BFDF vang diserahkan ... rcvessccsresra= S Easus

it

— Daissrtai penyerahan berkas c..:v-0.0-..= 7 Easus

il

Sisanva 27 kasus

FPasal vyang diteraphan kepada para tersangka  pasal 480
KA, ’

Fermasalaban

1. Furang sarana dan prasarans  anstars lain kendaraan
1
1i

operasional, facsimile, ssh, @sesin  tu
DET ﬁuﬁtd =1=1x]

iz, bubku-—buako

meadaan 3BH vang belum smemsdai .

F. Dana Sﬂggdsdﬁ untuk keperluan rutin ka?aﬁg mEmsdai
Furang  terbukannya susber informaes dalam mengungkap
kasus—kasus yang ditangani. :



b ]

Demikian Laporan Eunjungan Keria Homisi I DPR-RI ke FPropinsi Muzs
Tenggars Timur.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih
kepada Subernur EDH Tingkast I Muse Tenggara Tisur, Korem 161
Wirasakiti, Kapoldas NYT, Eanwil Fenerangans Sanwil Kehakiman,
pejakesan  Tingoi NTT TUN MTY darn Bupati ¥DH Tk I1  Soe
serta semua pihak vang itelah mesbanto bagi kepentingan masyara—
2at, bangss dan negsr i

e

am melaksanakan pembasngunan nasional.

Jakarta, 20 Januari 1993

JURL BICARA
KOMISI I PPR-RI

ttd

S?QHSSL H. NaSUTION, 5.1IFP
ANGEOTS ND. 443
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